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ABSTRAK 

Moh. Imam Haroqi, 2020. Konsep Mahar dalam Islam dan Relevansinya dengan 

Kesetaraan Gender dalam Islam (Telaah Pemikiran Siti Musdah 

Mulia Dalam Counter Legal Draft-KHI). Proposal Tesis. Program 

Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri 

Jember. Pembimbing I: Dr. Sutrisno, M.H.I. Pembimbing II: Dr. Sri 

Lum’atus Sa’adah, M.H.I 

 

Kata Kunci : Mahar, Kesetaraan Gender 

 

Pernikahan/ perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam 

pernikahan terdapat syarat sahnya perkawinan, yang salah satunya adalah Mahar. 

Di Indonesia mahar biasa disebut dengan sebutan mas kawin. Adapun pengertian 

mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, 

baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum 

Islam. Dalam konsep mahar tersebut mendapat respon kritik dari tokoh feminis 

gender yakni Siti Musdah Mulia. Menurut Siti Musdah Mulia pelaku pemberi 

mahar bukan hanya monopoli laki-laki saja karena dengan dasar kesetaraan 

gender seharusnya wanita juga memiliki hak untuk memberikan mahar. Karena 

perempuan juga memiliki dan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-

laki untuk meraih prestasi atau kebaikan yang maksimal. Atas dasar inilah 

kemudian Siti Musdah Mulia merumuskan konsep mahar dalam Counter Legal 

Draft (CLD) yang ditawarkan untuk merevisi konsep mahar yang terdapat dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

 Fokus penelitian ini adalah untuk: 1) Bagaimana Epsitimologi Konsep 

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2) Bagaimana Epistimologi Konsep 

Mahar Perspektif Siti Musdah Mulia (CLD-KHI)? 3) Bagaimana Persamaan dan 

perbedaan  Konsep Mahar dalam KHI dan Siti Musdah Mulia dalam CLD-KHI 

serta relevansinya dengan Kesetaraan Gender dalam Islam?. Adapun Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk: 1) Mendeskripsikan Epistimologi Konsep Mahar 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2) Mendeskripsikan Epistimologi Konsep 

Mahar Perspektif Siti Musdah Mulia (CLD-KHI), 3) Mendeskripsikan Persamaan 

dan perbedaan  Konsep Mahar dalam KHI dan Siti Musdah Mulia dalam CLD-

KHI serta relevansinya dengan Kesetaraan Gender dalam Islam? Adapun jenis 

penelitian ini adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan teknik 

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (Content Analisis). 

 Hasil penelitian ini adalah: 1) Epistimologi konsep mahar dalam KHI 

didasarkan pada QS. Al-Nisaa’ ayat 4 yang didalamnya, pertama, mahar diartikan 

sebagai shaduqah (kesungguhan pria), kedua, kata ganti hunna (kata ganti jamak) 

artinya milik perempuan sendiri. Konsep mahar dalam KHI hanya diberlakukan 

kepada laki-laki saja. 2) Epistimologi Konsep mahar perspektif Siti Musdah Mulia 
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dalam CLD-KHI adalah berdasar pada teori maqashidus syariah yaitu nilai-nilai 

keadilan (al-‘adl), kemashlahatan (al-mashlahah), kerahmatan (al-rahmah), 

kebijaksanaan (al-hikmah), pluralism (al-ta’aduddiyah), dan hak asasi manusia (al 

huqaq al-insaniyah). Sedangkan konsep mahar perspektif Siti Musdah Mulia 

dalam CLD-KHI adalah mahar diberlakukan kepada laki-laki dan perempuan. 3) 

Adapun persamaan berangkat dari dasar argumen yang sama, yakni pembacaan 

terhadap teks-teks al-Qur’an dan hadis yang universal (tidak menafikan nilai-nilai 

hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, pluralisme). Sedangkan 

perbedaannya terletak pada alur penafsiran, metodologi istinbath hukum, dan 

perspektif hukum. Konsep mahar dalam KHI sangat relevan dengan kesetaraan 

gender dalam islam karena sudah sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan Hadist. 

Sedangkan dalam CLD-KHI tidak relevan dengan kesetaraan gender dalam islam 

karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur’an dan Hadits. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pernikahan merupakan suatu ibadah dan sunnah Rasulullah yang sangat 

didamba-dambakan oleh setiap insan. Karena pernikahan mengandung 

banyak sekali hikmah yang jarang disadari oleh manusia. Dalam agama Islam 

sendiri menikah hukumnya ada lima yaitu sunnah, mubah, makruh, haram, 

dan wajib.
1
  

Allah juga sangat menganjurkan hamba-Nya untuk melaksanakan 

pernikahan seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat An-Nahl ayat 72:
2
 

ِيَن  نَ ب  ْ كُُ اجِ زْوَ أَ نْ  ْ مِ َكُُ ل لَ  عَ وَجَ ا  اجً زْوَ أَ كُُْ  سِ ْفُ ن َ أ نْ  مِ  ْ َكُُ ل لَ  عَ ُ جَ للَّه وَا

اتِ  بَ ي ِ طه ل نَ ا مِ  ْ كُُ َ زَق رَ وَ ةً  دَ فَ  وَحَ

 

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 

menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan 

memberimu rezeki dari yang baik-baik” 

  

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa: 

تَطَاعَ مِنكُُُْ اْلبَاءَةَ  بَابِ مَنِ اس ْ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ اِلله ص: يََ مَعْشَََ الش ه

وه  ههُ لََُ وِجَاء  فلَيَْتَََ وْمِ فاَِن تَطِعْ فعََليَْهِ بِِلصه ههُ اَغضَُّ لِلبَْصََِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لمَْ يسَ ْ  . جْ، فاَِن

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para 

pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka 

nikah lah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan 

pandangan, lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum 

                                                             
1
 Abdul Rahman,  Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group : 2003), 86. 

2
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahannya (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 231. 
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mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) 

pengekang syahwat. (HR. Bukhori)
3
 

 

Pernikahan sebagai bagian dalam al-ahwal al-syakhshiyyah merupakan 

proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh umat manusia, karena pada saat 

mereka sampai pada tahap kedewasaan akan muncul perjalanan ikatan lawan 

jenisnya sebagai tujuan dari keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
4
. 

Pernikahan/ perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
 

Adapun perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan 

untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan ibadah.
6
 

Dengan jalan perkawinan yang sah laki-laki dan perempuan menjadi 

terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. 

Setiap orang melaksanakan pernikahan pasti menginginkan kehidupan 

berkeluarga sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Namun seringkali 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, terutama bagi kaum perempuan, 

                                                             
3 Lihat Hadis tentang mahar dalam Imâm al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî, (Beirut: Dâr al-Fikr, 

1978), 1021. 
4
 Sakinah itu artinya kedamaian yang didatangkan dari Allah untuk para Nabi dan orang-orang 

beriman agar tabah menghadapi rintangan apapun. Sakinah dalam keluarga dapat dipahami 

sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun mengahadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. 

Mawaddah itu artinya Cinta.  Dalam artian orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang 

dadanya, penuh harapan dan akan senantiasa menjaga cintanya. Sedangkan Rahmah artinya kasih 

sayang. Rasa kasih sayang menjadikan sesorang berusaha memberikan kebaikan, kekuatan dan 

kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran. Tim Penyusun  

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon 

Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11. 
5

 Perpustakaan Nasional RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 12. 
6
 Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, Ahkamul Mar’ati Fi Fiqhil Islamy (Semarang: Dina Utama, 1995), 

165. 
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maka Islam sangat memperhatikan kedudukan seorang perempuan dengan 

memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak menerima mahar. 

Adapun hak-hak yang berkaitan dengan mahar diantaranya adalah: hak 

Allah SWT, hak istri dan hak para wali isteri. Masing-masing dari hak 

tersebut mempunyai pengaruh secara syar’iyyah terhadap hukum mahar.
7
 

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada 

wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain 

tidak boleh menjamahnya apalagi menggunakannya meskipun suaminya 

sendiri, kecuali dengan kerelaan dari seorang istri.
8
 

Mahar dalam pengertina madzhab sebagai berikut; Mazhab Hanafi 

mendefinsikan sebagai suatu yang didapatkan oleh seorang perempuan akibat 

akad pernikahan ataupun persetubuhan. Mazhab Maliki mendefinisikannya 

sebagai suatu yang berikan kepada seorang istri sebagai imbalan 

persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai sesuatu 

yang diwajibkan sebab pernikahan dan persetubuhan atau lewatnya 

kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan 

mundurnya para saksi. Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai 

pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan didalam akad, atau 

ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau 

pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki 

syubhat, dan persetubuhan secara paksa.
9
 

                                                             
7
 Mustafa Kamal Pasha, Fiqih Islam, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), 274. 

8
 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqhu Islam wa Adillatuhu, (Beirut Libanon: Daru al-Fikr, Juz IX, t.th), 

6758. 
9
 Ibid., 230. 
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Pengertian mahar menurut  istilah  ilmu  fiqih  adalah  pemberian yang 

wajib dari calon suami kepada calon  istri  sebagai  ketulusan  hati  calon 

suami, untuk menimbulkan  rasa  cinta  kasih  bagi  seorang  istri kepada 

calon suaminya. Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang 

wajib diberikan oleh seseorang lelaki  kepada  perempuan  untuk dapat 

menguasai seluruh anggota badannya.
10

 

Menurut ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadist , para 

ulama sepakat bahwa pemberian mahar merupakan sesuatu yang wajib dan 

syarat sah perkawinan, tetapi bukan rukun perkawinan, karena mahar tidak 

harus ada pada saat ijab-kabul berlangsung.
11

 Hal ini sesuai dengan QS. Al-

Baqarah ayat 236-237 antara lain yang berbunyi: 

وا  رِضُ فْ ت ا أاوْ  نَّ  وهُ اسُّ تَا لَاْ  ا  ما ءا  ا نِّسا ل ا مُ  تُ طالَّقْ نْ  إِ مْ  كُ لايْ عا نااحا  جُ لَا 
رُهُ  قادا تِِِ  قْ مُ لْ ا لاى  عا وا رُهُ  قادا عِ  وسِ مُ لْ ا لاى  عا نَّ  وهُ عُ ت ِّ ما وا    ۚ ةً  ضا فاريِ نَُّ  لَا

نْ  مِ وهُ نَّ  مُ تُ طالَّقْ نْ  إِ وا يا   نِ سِ حْ مُ لْ ا لاى  عا ا  قًّ حا    ۚ رُوفِ  عْ ما لْ ا بِ ا  عً تاا ما
لََّ  إِ مْ  تُ راضْ ف ا ا  ما فُ  صْ فانِ ةً  ضا فاريِ نَُّ  لَا مْ  تُ راضْ ف ا قادْ  وا نَّ  وهُ تَااسُّ أانْ  لِ  بْ ق ا

وا  فُ عْ ت ا أانْ  وا    ۚ احِ  نِّكا ل ا ةُ  دا قْ عُ هِ  يادِ بِ ي  لَّذِ ا وا  فُ عْ ي ا أاوْ  ونا  فُ عْ ي ا أانْ 
بِاا  لَّها  ل ا نَّ  إِ    ۚ مْ  ناكُ  ْ ي ب ا لا  ضْ فا لْ ا وُا  سا نْ ت ا والَا     ۚ ىٰ  وا قْ ت َّ ل لِ رابُ   ْ أاق

ير  باصِ ونا  لُ ما عْ  ت ا
Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan 

sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu 

mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut 

kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu 

                                                             
10

 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 105. 
11

 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), 84 
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pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi 

orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kamu menceraikan isteri-isterimu 

sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah 

menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu 

tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh 

orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”
12

 

 

Sedangkan mahar dalam hadist Shohih Bukhori sebagai berikut: 

 

ُ  علَيَْهِ  وَسَلّهَ  قاَلَ  لِرَجُلٍ   :عَنْ  سَهلِْ  بْنِ  سَعْدٍ: أَنه  النهبِه  صَلّه  اللَّه

اتٍََ مِنْ حَدِيدٍ  جْ وَلوَْ بَِِ  تزََوه

Artinya: “Dari Sahl ibn Sa’d: Bahwa Nabi bersabda kepada seseorang: 

Menikahlah meskipun (maharnya) hanya dengan cincin besi” (HR Shahih 

Bukhori)
13

 

 

 

Mahar merupakan simbol dari calon suami untuk menghormati dan 

membahagiakan pihak istri dan menjadi bukti bahwasannya calon suami siap 

menafkahi isterinya ketika sedang menjalani kekeluargaan nantinya, sehingga 

pihak istri akan lebih menghormati suaminya. Dengan saling menghormati 

nantinya akan menjadi bekal penting untuk menjadi keluarga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah.
14

 

Dengan adanya dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, karena itu 

suatu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan 

tercapainya apa yang menjadi tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga 

sakinah, mawaddah, dan rahmah,
15

 namun seringkali terjadi suatu yang tidak 

                                                             
12

 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahannya (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 142. 
13

  Lihat Hadis tentang mahar dalam Imâm al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî, (Beirut: Dâr al-Fikr, 

1978),1201. 
14

 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), 224. 
15

 Ibid.,210. 
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diinginkan terutama pada perempuan, maka Islam sangat memperhatikan 

kedudukan seorang perempuan dengan memberikan haknya, diantaranya 

adalah hak menerima mahar. Mahar hanya diberikan calon suami kepada 

calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat 

dengannya. Orang lain tidak boleh menjamahnya apalagi menggunakannya 

meskipun suaminya sendiri, kecuali dengan kerelaan istri. Mahar merupakan 

simbol untuk menghormati dan membahagiakan pihak istri, karena menjadi 

suatu keharusan suami memberikan mahar kepada istrinya dalam sebuah 

ikatan perkawinan.  

Indonesia sendiri telah mengatur tentang mahar bagi seseorang yang 

hendak melakukan perkawinan, sebagaimana telah diatur pada Pasal 30 

Kompilasi Hukum Islam tentang Mahar yang menyatakan bahwa “calon 

mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang 

jumlah, bentuk dan jenisnya disepakatin oleh kedua belah pihak”.
16

 

Penentuan syaratnya mahar ditentukan dalam pasal 31 sampai pasal 38 

Kompilasi Hukum Islam.  

Namun sekitar tahun 2004, muatan yang ada dalam Kompilasi Hukum 

Islam mendapat respon dari kalangan masyarakat, terutama yang bersifat 

mengkritisi. Respon kebanyakan datang dari para pejuang gender dan para 

feminis. Satu diantaranya adalah Siti Musdah Mulia. Siti Musdah Mulia 

menyebut, bahwa pada dasarnya harus ada pembaharuan di tubuh Kompilasi 

Hukum Islam. 

                                                             
16

 Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam,…..Pasal 30. 
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Salah satu pasal yang dibicarakan oleh feminis Islam adalah mengenai 

mahar. Konsep mahar dalam KHI sudah perlu diperbaharui karena sudah 

tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yakni masyarakat modern. 

Keadaan masyarakat saat ini sudah tergolong masyarakat modern yang 

mampu bersaing antara perempuan dengan laki-laki baik dalam bidang 

intelektual maupun lainnya. Sehingga tidaklah pantas jika kaum perempuan 

disampingkan dalam berperan untuk berprestasi dan juga untuk 

memperlihatkan kualitas kemampuannya. Bahkan dalam wacana fiqih-fiqih 

klasik pun berbicara mahar lebih utama diperankan atau dilakukan oleh pihak 

laki-laki, sedangkan perempuan hanya menerima saja.  Hal ini ditentang Siti 

Musdah Mulia yang berpendapat hal itu jelas merupakan meneguhkan posisi 

perempuan yang marginal, karena di dalamnya mengandung dimensi 

pengekangan kebebasan.  

Atas dasar ini Siti Musdah Mulia bersama Tim Pengarus Utamaan 

Gender (PUG) sangat termotivasi untuk merevisi konsep mahar dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena menurut Siti Musdah Mulia konsep 

Mahar dalam KHI jelas meneguhkan posisi perempuan yang marginal karena 

didalamnya mengandung dimensi pengekangan kebebasan serta untuk meraih 

prestasi yang maksimal. Sementara peluang untuk meraih prestasi maksimum 

tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan  

Hal itu mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan 

memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual 

maupun urusan karir professional, tidak semestinya dimonopoli  oleh salah 
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satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan 

yang sama meraih prestasi yang maksimal dan optimal.
17

 Namun dalam 

kenyataannya yang terdapat di dalam masyarakat adalah konsep ideal 

(kesetaraan gender) ini memerlukan tahapan-tahapan dan sosialisasi, karena 

masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala dari segi budaya di 

Indonesia yang masih sangat kental dan kuat sehingga sangat sulit 

dipengaruhi dan diselesaikan. Seperti halnya konsep mahar yang sampai saat 

ini masih tetap menjadi monopoli laki-laki saja. 

Kemudian pertanyaanya adalah apakah konsep ideal mahar (dengan 

kesetaraan gender) ini akan bisa terwujudkan? Sehingga seorang perempuan 

juga bisa memiliki hak untuk memberikan mahar kepada calon suaminya? 

Apakah wajibnya seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada 

pasangan perempuannya itu sebagai wujud mengeksampingkan kemampuan 

kaum perempuan? Atau apakah perbedaan perlakuan hukum yang demikian 

terbuka kemungkinan dapat diubah? Ataukah diterima saja sebagai ibadah? 

Pemahaman mahar hanya diwajibkan kepada kaum laki-laki saja di 

dalam pelaku memberikannya juga didukung oleh bunyi redaksi ayat-ayat al-

Qur’an dengan jelas. Akan tetapi dalam beberapa ayat al-Qur’an juga 

menjelaskan posisi perempuan setara dengan laki-laki yakni terkandung 

dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 : 

                                                             
17

 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender (Perspektif Al-Qur’an) 
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  ۚ نَُّ  لَا سر  باا لِ مْ  تُ  ْ أان وا مْ  لاكُ سر  ا با لِ نَّ   هُ

Artinya: “..mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 

mereka.” 

 

Oleh karena hal tersebut diatas, Siti Musdah Mulia kemudian 

menganggap masyarakat Indonesia harus mempunyai kesadaran tinggi 

terhadap kesetaraan dalam pemberlakun mahar. Akan tetapi hal yang paling 

penting dalam membangkitkan kesadaran muslim Indonesia yang memiliki 

kesadaran egaliter dan berwawasan gender adalah dengan melakukan 

reinterpretasi atas ayat-ayat yang bertema hukum, khususnya yang mengatur 

aturan hukum keluarga yang menurutnya mengandung banyak sekali 

inrelevansi bagi generasi sekarang. 

Siti Musdah Mulia mengkritisi Kompilasi Hukum Islam yang 

merupakan produk hukum (dibuat dengan bersumberkan kitab-kitab fiqih 

klasik) yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat 

Indonesia dan perlu untuk diperbaharui kembali. Kemudian bersama Tim 

Pengarus Utamaan Gender (PUG) di lingkungan Departemen Agama, 

melakukan penelitian terhadap Kompilasi Hukum Islam dan merumuskan 

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) sebagai upaya 

untuk melahirkan hukum-hukum yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia, 

pluralisme dan kesetaraan gender. 

Dalam kerangka ini, menarik untuk dipertanyakan alasan mengapa 

mahar hanya berlaku bagi laki-laki. Untuk menjawab pertanyaan ini, tidak 

begitu sulit diterima secara taken for granted fiqih bahwa mahar disyari’atkan 
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dengan alasan pokok (‘illat al-hukm) untuk dilakukan oleh pihak laki-laki 

karena mahar ada kaitannya dengan nafkah yang mana kewajiban menafkahi 

seorang istri adalah tanggung jawab seorang suami. Akan tetapi dalam hal ini 

tidak menutup kemungkinan pihak perempuan sangat mampu untuk 

menafkahi keluarganya. Karena pada saat ini saja skill dan kemampuan dari 

seorang perempuan banyak yang mengimbangi atau bahkan melampaui dari 

kemampuan seorang laki-laki. Sehingga tidak menutup kemungkinan pihak 

perempuan pastinya juga mampu untuk memberikan mahar calon suaminya 

seiring dengan maju dan berkembangnya zaman yang semakin modern dan 

menjunjung tinggi status kesetaraan gender. 

Sebagai wujud pembaharuan hukum Islam dari sinilah pemikiran Siti 

Musdah Mulia itu menjadi sangat penting untuk dikaji sebagai suatu aktivitas 

dalam rangka melakukan pembaharuan hukum Islam. Karena menurutnya 

perempuan juga mampu dan bisa memberikan mahar seperti halnya yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki. Jadi, menurut Siti Musdah Mulia sangatlah 

tidak pantas jika perempuan itu dikesampingkan dari pada laki-laki. Selain 

alasan diatas Siti Musdah Mulia juga memiliki beberapa alasan yang menurut 

Siti Musdah Mulia dan Tim Pengarus Utamaan Gender (PUG) KHI di 

Indonesia sangat perlu untuk diperbarui. Adapun alasan-alasan tersebut 

diantaranya: 

1. Sebagian besar isinya tidak mengakomodasikan kepentingan publik untuk 

membangun tatanan masyarakat yang egalitir, pluralis, dan demokratis. 

Sejumlah bentuk penelitian, baik dalam bentuk tesis dan disertasi atau 
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lainnya menyimpulkan bahwa KHI di Indonesia dalam dirinya 

mengandung sejumlah persoalan. Misalnya, Pasal 79 KHI menyebutkan 

bahwa suami adalah kepala keluarga.
18

 Tandingannya pasal 50 ayat 2 CLD 

KHI menyebutkan bahwa suami dan isteri secara bersama-sama berhak 

memilih peran dalam kehidupan berkeluarga.  Suami sebagai kepala 

keluarga dianggap sebagai budaya arab dari dahulu hingga sekarang 

sehingga menurut para aktivis gender hal ini tidak sesuai lagi dengan 

kondisi masyarakat Indonesia. Menurut Siti Musdah Mulia, KHI tidak 

sesuai dengan realitas Indonesia sekarang. Biro Pusat Statistik pun 

mengatakan bahwa satu dari sembilan keluarga di Indonesia dikepalai oleh 

perempuan. Pendapat ini tidak sesuai dengan teks al-quran Q.S. Al-Nisa : 

34 yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. 

2. KHI tidak sepenuhnya digali dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan 

lebih banyak diambil dari penjelasan normatif tafsir-tafsir ajaran agama 

klasik, dan sangat kurang mempertimbangkan  kemaslahatan bagi umat 

Islam di Indonesia. KHI mengutip nyaris sempurna seluruh pandangan 

fiqih klasik sehingga tidak salah jika disimpulkan bahwa telah terjadi 

sakralisasi fiqih klasik.
19

 Misal, dalam KHI Pasal 2 disebutkan bawa 

Pernikahan adalah bentuk ibadah. Sedangkan dalam CLD-KHI hasil 

pemikiran Siti Musdah Mulia menyebutkan pada pasal 2 adalah 

Pernikahan bukan bentuk ibadah ('ibadah), tetapi milik mu'amalat (kontrak 

berdasarkan kesepakatan bersama antara dua pihak). Sehingga dengan 

                                                             
18

 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (Bandung: Mizan, 

2004), 283. 
19

 Ibid. 
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penjelasan pasal tersebut, Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa dalam 

tubuh KHI terdapat sakralisasi fiqih klasik. 

3. Sejumlah pasal KHI bersebrangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang 

universal, diantaranya prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-

maslahah), kerahmatan (al-rahmah), kebijaksanaan (al-hikmah), 

kesetaraan (al-musawah) dan persaudaraan (al-ikha).
20

 Misalnya pada 

pasal 153 KHI, 'Iddah hanya diterapkan pada istri. Sedangkan pada pasal 

88 CLD-KHI, 'Iddah diterapkan untuk kedua suami dan istri. Karena 

dalam pemberlakukan tersebut terdapat prinsip dasar Islam yang bersifat 

universal. 

4. Sebagian pasal-pasal KHI bersebrangan dengan peraturan perundang-

undangan yang ada, seperti amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 

tahun 1945, UU nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan 

dan penguatan terhadap hak asasi perempuan.
21

 Demikian juga KHI 

bersebrangan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah yang menekankan pada prinsip desentralisasi dengan ciri 

partisipasi seluruh masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan 

perempuan, lebih khusus lagi bertentangan dengan UU Nomor 23 tahun 

2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Misalnya, dalam 

pasal 25 KHI, perempuan tidak diizinkan untuk menjadi saksi. Sedangkan 

                                                             
20

 Ibid. 
21

 Ibid.,284. 
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dalam CLD-KHI pasal 11, perempuan sama halnya seperti laki-laki 

diperbolehkan untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Hal itu dikarenakan 

laki-laki dan perempuan adalah setara. Dimana kesetaraan adalah salah 

satu dari prinsip dasar Islam. 

5. Sebagian isinya bersebrangan dengan sejumlah instrumen hukum 

Internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM, antara lain 

Deklarasi Universal HAM (1948), Kovenan Internasional tentang Hak-

Hak Sipil dan Politik (1966), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966), CEDAW (The Convention on the 

Elimination of All Form of Discrimination Against Women) (1979), 

Deklarasi Kairo (1990), dan Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993), 

KHI seharusnya menyelaraskan diri dengan isi dari berbagai ketentuan-

ketentuan internasional tersebut jika akan bertahan lama.
22

 Misalnya, 

dalam pasal 44 dan 61 KHI, perkawinan beda agama benar-benar dilarang, 

sedangkan dalam CLD-KHI, Perkawinan orang Islam dengan bukan orang 

Islam dibolehkan (Pasal 54 ayat 1). Perkawinan orang Islam dengan bukan 

Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung 

tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-

masing (Pasal 54 ayat 2). 

6. Sebagian besar isinya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan 

sosial yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia, dan gagasan 

dasar bagi pembentukan masyarakat yang berkeadaban (civil society). 

                                                             
22

 Ibid. 
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Kenyataan di masyarakat Indonesia menjelaskan bahwa perempuan dan 

laki-laki sama-sama berposisi sebagai subjek hukum, perempuan dan laki-

laki sama-sama mencari nafkah, bahkan sejumlah perempuan justru 

menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, perempuan dan laki-laki 

sama-sama berkiprah di dalam publik, menjadi pemimpin, jaksa pengacara 

dan sebagainya dan kenyataan bahwa perempuan menjadi kepala keluarga, 

bahkan data Biro Pusat Statistik tahun 2002 menunjukkan satu dari 

sembilan kepala keluarga adalah seorang perempuan.
23

 Misalnya, Suami 

adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 79 KHI), 

sedangkan dalam pasal 49 CLD-KHI, hak dan kewajiban suami dan istri 

adalah sama. 

7. Sebagai hukum Islam adalah perlu membandingkan KHI dengan Hukum 

Keluarga (The Family Law) yang ada diberbagai negeri Muslim yang lain. 

Negara-negara muslim tersebut telah berkali-kali mengadakan sejumlah 

pembaharuan terhadap Hukum Keluarga, sementara KHI sejak dilahirkan 

13 tahun yang lalu belum terlihat adanya upaya evaluasi terhadapnya. 

Adapun Negara-negara dimaksud antara lain; Tunisia, Suriah, Yordania, 

Mesir, dan Irak.
24

 Sehingga dengan adanya hal tersebut CLD-KHI hadir 

sebagai bentuk pembaharuan hukum Islam yang lebih relevan sesuai 

dengan perkembangan zaman. Secara sekilas akan dipaparkan aspek 

pembaharuan yang akan dilakukan terhadap hukum keluarga tersebut.  

                                                             
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
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Di sisi lain, juga terdapat ketidakadilan di dalam hukum yang ada di 

Indonesia. Fakta tersebut berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus hukum 

yang mengungkapkan bahwa ketimpangan gender dalam bidang hukum 

dijumpai pada tiga aspek hukum sekaligus, yaitu pada materi hukum (content 

of law), budaya hukum (culture of law), dan struktur hukumnya (structure of 

law).
25

 

Atas dasar inilah Siti Musdah Mulia dan Tim Pengarus Utamaan 

Gender (PUG) merevisi hukum yang terdapat dalam KHI terutama pasal 

yang menjelaskan tentang mahar. Adapun definisi mahar dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), “Mahar adalah kewajiban calon suami yang harus 

dibayarkan kepada calon istri yang jumlah, bentuk, dan jenisnya dapat 

disepakati oleh kedua belah pihak, baik dibayar tunai ataupun secara 

utang.”
26

 Kemudian definisi mahar yang terdapat dalam KHI tersebut 

direvisi oleh Siti Musdah Mulia dan Timnya dalam CLD-KHI menjadi 

sebagai berikut: “Mahar adalah suatu harta atau benda yang wajib diberikan 

baik oleh calon suami ataupun calon istri kepada pasangannya sesuai dengan 

kebiasaan (budaya) setempat yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati 

oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan pemberi.
27

 

Dari beberapa definisi diatas terlihat perbedaan antara konsep pelaku 

pemberi mahar dalam KHI dan Counter Legal Draft –KHI. Dalam KHI 

pelaku pemberi mahar hanya dilakukan oleh calon mempelai suami saja, 
                                                             
25

 Ibid.,89. 
26

 Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2012), 331 
27

 Siti Musdah Mulia, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan 

Keadilan. Edisi 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 152-172. 
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sedangkan menurut Siti Musdah Mulia dalam CLD-KHI baik calon suami 

mampun calon isteri sama-sama memiliki hak dan peran untuk memberikan 

mahar. 

Siti Musdah Mulia bersama Timnya di lingkungan Departemen Agama 

berupaya untuk merevisi konsep mahar dalam KHI dengan menggunakan 

konsep mahar yang terdapat dalam Counter Legal Draft-KHI-nya sebagai 

usaha untuk melahirkan hukum-hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia, pluralism, dan kesetaraan gender. Dengan menjunjung tinggi Hak 

Asasi Manusia, pluralism, dan kesetaraan gender ini nantinya diharapkan 

melahirkan hukum yang lebih adil dan mashlahah sehingga manusia lebih 

setara antara laki-laki dan perempuan, terutama didalam pelaku pemberi 

mahar dalam perkawinan. 

B. Fokus Kajian 

 

Fokus kajian merupakan suatu masalah pokok yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti 

merumuskan fokus kajian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Epistimologi Konsep Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) ? 

2. Bagaimana Epistimologi Konsep Mahar Perspektif Siti Musdah Mulia 

dalam Counter Legal Darft-KHI? 

3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Konsep Mahar Perspektif  KHI dan 

Siti Musdah Mulia serta Relevansinya dengan Kesetaraan Gender dalam 
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Islam?  

C. Tujuan Kajian 

Berdasarkan fokus kajian yang telah disebutkan diatas, maka dapat 

diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan Epistimologi Konsep Mahar dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). 

2. Untuk mendeskripsikan Epistimologi Konsep Mahar Perspektif Siti 

Musdah Mulia dalam Counter Legal Darft-KHI. 

3. Untuk mendeskripsikan Persamaan dan Perbedaan Konsep Mahar 

Perspektif KHI dan Siti Musdah Mulia serta Relevansinya dengan 

Kesetaraan Gender dalam Islam. 

 

D. Manfaat Kajian 

Dalam penelitian kualitatif, manfaat penelitian bersifat teoritis, yaitu 

untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya 

untuk memeahkan masalah. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat secara Teoritis 

a. Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai ketentuan dan 

kepastian tentang Konsep Mahar dan Relevansinya dengan Kesetaraan 

Gender dalam Islam. 

b. Penelitian ini dapat menambah, memperdalam dan memperluas 

khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam, serta jika 

ada keterbatasan bahasan dalam penelitian ini, dapat dijadikan bahan 
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pertimbangan bagi penelitian selanjutnya secara akademis. 

c. Sebagai refleksi, sehingga dapat dibaca oleh siapa saja untuk 

mengetahui pasal yang tidak sesuai dengan tujuan hukum positif dan 

tujuan hukum islam 

d. Mengkaji teori-teori dan pandangan serta pemikiran tokoh seperti Siti 

Musdah Mulia. 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan pengetahuan kepada 

tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap apa yang terkandung 

dalam pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Mahar dan relevansinya 

dengan Kesetaraan Gender dalam Islam. 

b. Bagi IAIN Jember 

Bagi kepustakaan pascasarjana IAIN Jember penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi dalam kajian akademik serta menjadi bahan 

tambahan referensi dalam penelitian ilmiah di lingkungan IAIN Jember 

c. Bagi peneliti 

Bagi peneliti pribadi, penelitian ini akan menambah pengetahuan 

serta wawasan tentang Konsep Mahar dan relevansinya dengan 

Kesetaraan Gender dalam Islam, sehingga dapat dilakukan penelitian 

lebih lanjut. 

E. Metodologi Penelitian 
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Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya 

ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika 

penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui 

suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa 

teknik atau metode peneltian yang meliputi : 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, karena secara deskriptif 

data yang dikumpulkan dalam pendekatan kualitatif adalah berupa kata-

kata, gambar maupun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan 

penelitian dan bukan berupa angkat-angka.
28

 Penelitian kualitatif 

sebagaimana disimpulkan oleh Moleong adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang khusus alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
29

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitiannya dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan 

atau library research.  Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang 

dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi 

kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang 

disajikan dengan cara baru.
30

 Jenis penelitian ini bersifat peskriptif yaitu 

                                                             
28

  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 11. 
29

 Ibid.,6. 
30

 Padmo Sukoco, Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi (Jakarta: Gunung Agung, 

2002),209. 
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bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian yang 

dengan cara melakukan penelitian pustaka.  

3. Sumber Data 

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
31

 Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah terdiri dari 

Counter Legal Draft – Kompilasi Hukum Islam dab literatur yang terdapat 

dari buku-buku ilmiah diantaranya buku karya Siti Musdah Mulia yang 

berjudul “Muslimah Reformis (Perempuan Pembaharu Keagamaan) yang 

diterbitkan oleh Mizan serta beberapa karya Siti Musdah Mulia yang 

diterbitkan serta ditemukan oleh penulis . Sedangkan yang kedua, data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa 

sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data sekunder 

biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Data 

sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan proposal 

penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat penulis menggunakan jenis penelitian pustaka, maka untuk 

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penyusun mencari dan 

mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan dokumen yang 

berupa referensi seperti buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, atau 

                                                             
31

Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 12. 
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blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, yakni mengenai 

konsep mahar perspektif KHI dan Siti Musdah Mulia. 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis isi (Content Analisis). Definisi analisis ini dapat dikelompokkan 

menjadi dua, kelompok pertama adalah difinisi yang mengandung 

pengertian analisis isi dekskriptif. Sedangkan yang kedua adalah sebagai 

analisis ”makna” yang mensyaratkan pembuatan inferensi sehingga 

analisis isi disebut dengan analisis inferiansial. Analisis isi dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang 

menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu 

ditulis.
32

 Selain menggunakan analisis isi, peneliti juga menggunakan 

metode induktif dan deduktif. Metode induktif ini digunakan dalam 

menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak 

berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang 

berbentuk angka yang kemudian dideskriptifkan secara verbal. Teknik 

analisa data dengan menggunakan metode induktif merupakan teknik 

analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka 

yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain metode 

induktif adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor 

yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
33

 

Selain kedua metode di atas, peneliti juga menggunakan metode 

                                                             
32

Soejono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan  (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1999), 14. 
33

 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), h. 66   
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penelitian reflektif kritis. Menurut John Dewey metode reflektif di dalam 

memecahkan masalah, yaitu suatu proses berpikir aktif, hati-hati, yang 

dilandasi proses berpikir ke arah berpikir yang menguji, 

mempertanyakan, menghubungkan, mengevaluasi semua aspek yang ada 

dalam suatu situasi ataupun suatu masalah. Sebagai contoh, ketika 

seseorang sedang membaca suatu naskah ataupun mendengarkan suatu 

ungkapan atau penjelasan ia akan berusaha memahamai dan coba 

menemukan atau mendeteksi adanya hal-hal yang istimewa dan yang 

perlu ataupun yang penting.
34

 

6. Teknik Keabsahan Data 

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Dapaun uji 

keabsahan data yang dapat dilaksanakan antara lain: 

a. Credibility 

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang 

dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.
35

 

b. Transferability  

Merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas 

eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya 

hasil penelitian ke populasi di  mana  sampel  tersebut diambil 

                                                             
34

 Dahli Ahmad, Berfikir Reflektif pada http://dahli-ahmad.blogspot.com/2011/05/berfikir-

reflektif.html diakses pada, 17 Agustus 2020; 
35

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), 63. 

http://dahli-ahmad.blogspot.com/2011/05/berfikir-reflektif.html
http://dahli-ahmad.blogspot.com/2011/05/berfikir-reflektif.html
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Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer  sampai  saat  ini 

masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai  

transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika 

penelitian  dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi  

sosial  yang  berbeda validitas nilai transfer masih dapat 

dipertanggungjawabkan.
36

 

c. Depandability 

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain 

beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang 

sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah 

penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan 

proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama 

pula.
37

 

d. Confirmability 

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan  uji 

confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila 

hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian 

kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang  

dikaitkan  dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil  

penelitian  merupakan  fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, 

maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.
38

 

                                                             
36

 Ibid.,65. 
37

 Ibid.,67. 
38

 Ibid.,68. 
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Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara 

data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi 

sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang 

telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

F. Definisi Istilah 

Dengan adanya definisi istilah ini dimaksudkan agar penelitian ini 

menghindari terjadinya penafsiran lain atau kesalahpahaman terhadap istilah-

istilah yang dimaksud, maka sangat penting adanya penjelasan mengenai 

definisi istilah beserta batasan-batasannya.   

Adapun definisi dan batasan istilah yang berkorelasi dengan judul dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Konsep 

Dalam kamus ilmiah populer, konsep adalah ide umum; rancangan; 

rencana dasar.
39

 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dan 

peristiwa konkret.
40

 Jadi ide adalah rancangan segala sesuatu yang 

diabstrakkan dari peristiwa yang bersifat konkret, dalam penelitian ini, 

konsep yang dimaksud adalah rancangan tentang ketentuan mahar 

terhadap pelaku pemberi mahar. 

2. Mahar 

                                                             
39

 Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, Kamus Ilmiah Populer. (Surabaya: Arkola Offset, 2001), 

673. 
40

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed.3 Cet. 2 (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002), 943. 
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Mahar atau mas kawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh 

pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. 

Dalam fiqih Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang 

mempunyai konotasi yang sama, antara lain; shadaq, nihlah, dan thaul.
41

 

Mahar yang dimaksud dalam tesis ini adalah mahar dalam syarat 

sahnya suatu pernikahan dalam hukum Islam. Sedangkan dalam KHI 

mahar atau mas kawin merupakan rukun atau syarat sahnya perkawinan. 

Adapun mahar dalam KHI adalah kewajiban calon suami yang harus 

dibayarkan kepada calon istri yang jumlah, bentuk dan jenisnya dapat 

disepakati oleh kedua belah pihak, baik dibayar tunai atau secara hutang.
42

 

Begitu juga dalam counter legal draft-nya Siti Musdah Mulia, mahar 

adalah suatu harta atau benda yang wajib diberikan baik calon suami 

ataupun calon istri kepada pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya 

setempat) yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah 

pihak sesuai dengan kemampuan pemberi.
43

 Pada intinya peneliti 

membahas terkait tentang mahar dalam judul ini dari sudut pandang pelau 

pemberi mahar. 

3. Relevansi 

                                                             
41

 Husein Muhammad, Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. 

(Yogyakarta: LKis, 2001), 148.  
42

 Departeman Agama RI, Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2012), 331. 
43

 Siti Musdah Mulia. Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan 

Keadilan, Edisi I. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006). 152-172. 
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Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

hubungan; kaitan.
44

  Sedangkan dalam kamus ilmiah popular istilah 

relevansi adalah hubungan; keterkaitan.
45

Jadi yang dimaksud dengan 

relevansi dalam judul ini adalah keterkaitan atau kesesuaian antara konsep 

pelaku pemberi mahar dalam Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal 

Draft-KHI produk Siti Musdah Mulia. 

4. Kesetaraan Gender dalam Islam 

Kesetaran gender (gender equity) adalah suatu proses yang ditempuh 

untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk 

memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas 

kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan 

bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara 

kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik 

perempuan maupun laki-laki melalui affirmative action.
46

 

Sedangkan yang dimaksud dengan Kesetaraan Gender dalam Islam 

adalah mengedepankan keadilan dan proposional. Dalam hal ini 

mengedepankan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai hubungan 

yang saling melengkapi. Dari sisi kewajiban dan tuntutan laki-laki dan 

perempuan ada di posisi yang sama. Sama-sama dibebankan untuk 

menjalankan syariat. Namun jika berbicara laki-laki dan perempuan, maka 

                                                             
44

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 cet. 2 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002),  943. 
45

 Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, Kamus Ilmiah Populer. (Surabaya: Arkola Offset, 2001), 

673. 
46

 Hanif Ibrahim, Kesetaraan Gender menurut Perspektif Islam, Kompasiana.com dari 

https://kompasiana.com. Desember 2010 diakses pada 20 Juni 2020. 

https://kompasiana.com/
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seharusnya tidak ada unsur persaingan karena konsep kesetaraan gender 

dalam Islam adalah keadilan. Adil adalah menempatkan sesuatu pada 

tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya secara 

proposional. 

Dari beberapa uraian definisi istilah diatas, maka maksud dari judul 

penulis adalah mendeskripsikan tentang konsep mahar dan relevansinya 

dengan kesetaraan gender dalam Islam. Dimana konsep mahar yang 

dimaksud adalah konsep mahar dalam Kompilasi Hukum Islam dan 

Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil 

pemikiran tokoh feminis yaitu Siti Musdah Mulia. Kemudian konsep 

mahar tersebut dianalisis apakah sesuai dengan kesetaraan gender dalam 

Islam atau tidak.  

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tesis ini peneliti merujuk pada tekhnik penulisan yang 

ada pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” tahun 2019 IAIN Jember 

dengan tujuan tekhnik penulisan dalam tesis ini disusun secara sistematis agar 

dapat memenuhi persyaratan penulisan yang baik dalam suatu tulisan karya 

ilmiah. 

Dalam tesis ini, sistematika pembahaan merupakan gambaran singkat dan 

urutan antar bab dari tesis, yang dirumuskan secara berurutan dari bab per 

bab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami tesis ini. 
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BAB I PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus 

kajian, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Defisini 

Istilah dan Sistematika Penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Bab ini berisi kajian kepustakaan yang di 

dalamnya mencakup penelitian terdahulu, Kajian teori dan kerangka 

konseptual 

BAB III: Bab ini berisi tentang Biografi Siti Musdah Mulia mengenai 

pemikiran beliau serta pandangan beliau tentang konsep mahar. 

BAB IV: Bab ini memuat analisis. Pada bab ini akan dikaji tentang konsep 

mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta konsep mahar menurut Siti 

Musdah Mulia dalam Counter Legal Draft (CLD-KHI) serta relevansinya 

dengan kesetaraan gender 

BAB V: PENUTUP yang berisi tentang kesimpulan dan saran/ 

rekomendasi 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Telaah terhadap penelitian terdahulu tujuannya adalah untuk 

menghindari hasil penelitian yang sama pada tema atau judul yang sedang 

ditekuni atau diteliti. Karena penelitian ini tentu saja bukan merupakan 

penelitian pertama yang mengangkat permasalahan tentang mahar. 

Dalam permasalahan konsep mahar dan relevansinya dengan kesetaraan 

gender dalam Islam (telaah pemikiran Siti Musdah Mulia dalam counter legal 

draft-KHI), ada beberapa hal yang menjadi tujuan peneliti, kajian pustaka 

yaitu menelaah karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini, diantaranya : 

a. Tesis oleh Adolof Ronsumbre 
47

 yang berjudul “Studi tentang makna mas 

kawin Suku Biak Nunfor di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua.” 

Dalam tesis ini metode yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian 

field research. Penelitian ini membahas tentang perubahan nilai dan fungsi 

mas kawin yang sudah bergeser dari nilai aslinya yang dipengaruhi oleh 

kondisi sosial dan kebudayaan asing. Perbedaan tesis ini dengan tesis 

penulis yaitu jika tesis penulis membahas tentang makna mas kawin di 

Biak Nunfor di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua (studi lapangan), 

sedangkan tesis penulis lebih menekankan konsep mahar Siti Musdah 

Mulia dengan kesetaraan gender dalam Islam (studi pustaka). Sedangkan 

                                                             
47

 Adolof Ronsumbre, Studi tentang makna mas kawin Suku Biak Nunfor di Kabupaten Biak 

Numfor Propinsi Papua, tesis ini dipublikasikan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta 2010. 
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persamaannya adalah sama-sama membahas mahar/ mas kawin akan tetapi 

penulis sendiri lebih menekankan konsep mahar dalam KHI dan CLD-KHI 

Siti Musdah Mulia.  

b. Karya Dr. Nurjannah yang berjudul “Mahar Pernikahan (Mahar dalam 

perdebatan Ulama Fiqih)” yang merupakan buku hasil dari tesis yang ia 

buat di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “ Kadar Mahar dalam 

Pernikahan (Kajian terhadap pendapat Mazhab)”. Membahas secara jelas 

mulai dari pengertian, hukum, jenis, jumlah mahar yang disertakan dalil 

dan pendapat dari setiap ulama mazhab.
48

 Perbedaan tesis ini dengan tesis 

penulis yaitu jika tesis Dr. Nurjannah berisi tentang Mahar Pernikahan 

(Mahar dalam perdebatan Ulama Fiqih) dalam hal ini membahas tentang 

konsep mahar menurut ulama fiqih. Sedangkan tesis penulis isinya lebih 

menekankan kajian mahar dalam perspektif KHI dan CLD-KHI hasil 

pemikiran Siti Musdah Mulia yang direlevensikan dengan kesetaraan 

gender dalam Islam. Adapun persamaannya adalah sama dengan penelitian 

yang sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang mahar. 

c. Karya Marwan Saridjo berjudul “Cak Nur diantara Sarung dan Dasi, dan 

Musdah Mulia Tetap Berjilbab; Catatan Pinggir Tentang Pemikiran 

Indonesia.”
49

 Dalam tulisan ini menunjukkan kedekatan sang penulis 

dengan kedua tokoh yang dikaji, sehingga juga mengaitkan tentang 

biografi mereka. Akan tetapi, buku tersebut masih kurang terlalu dalam 

                                                             
48

 Nurjannah, Mahar Pernikahan (Mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqih). (Yogyakarta: 

Prismasophie Press, 2003). 
49

 Marwan Saridjo, Cak Nur diantara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab; 

Catatan Pinggir Tentang Pemikiran Indonesia. Cet. Ke.2 (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan 

Penamadi, 2006). 
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menjelaskan tentang tema penelitian yang dikaji dalam tulisan ini. 

Perbedaan buku ini dengan tesis penulis yaitu jika buku tersebut 

membahas tentang pemikiran tokoh sedangkan tesis penulis lebih 

menekankan konsep mahar Siti Musdah Mulia dengan kesetaraan gender 

dalam Islam (studi pustaka) 

d. Buku yang ditulis oleh Ipah Jahrotunasipah
50

 yang berjudul “Tradisi 

Mahar, Pemberian ataupun Pembelian.” Dalam bukunya menjelaskan 

tentang posisi mahar dalam masyarakat, karena mahar terkadang dinilai 

sebagai tukar tunai yang dalam hal ini diartikan sebagai bentuk pembelian 

bukan pemberian sesorang suami kepada istri. Perbedaan buku ini dengan 

tesis penulis yaitu Ipah Jahrotunasipah lebih membahas tentang apakah 

mahar itu sebuah pemberian atau pembelian, sedangkan tesis penulis 

membahas konsep mahar menurut Siti Musdah Mulia dan relevansinya 

dengan kesetaraan gender dalam Islam. 

Dari keempat penelitian terdahulu diatas, sangat jelas berbeda 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Keempat penelitian 

terdahulu diatas tidak berfokus pada konsep mahar menurut KHI dan Siti 

Musdah Mulia, maka dari itulah peneliti mencari fokus yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, posisi penulis dalam penelitian ini 

adalah menindaklanjuti hasil dari penelitian-penelitian terdahulu diatas 

dengan fokus dan sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan kajian 

penelitian terdahulu diatas memang terdapat kemiripan tentang masalah 

                                                             
50

 Ipah Jahrotunasipah, Tradisi Mahar: Pemberian ataukah Pembelian (Jakarta: Rahimah, 2012) 
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yang diteliti oleh penulis dengan masalah yang diteliti oleh penulis lain, 

akan tetapi tidak sampai kedalam titik yang sama. Dengan demikian 

terbukti bahwa judul ini adalah asli atau orisinil. 

B. Kajian Teori 

1. Konsep Mahar dalam Pernikahan 

Dalam Islam, disyari’atkannya membayar mahar hanyalah sebagai 

hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang 

dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai 

pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan 

kehormatan perempuan. Karena itu, dalam al-Qur’an Allah telah 

menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 4: 

لاةً  نِِْ تِِِنَّ  قاا دُ صا ءا  ا نِّسا ل ا وا  تُ آ هُ  ۚ  وا نْ مِ ءٍ  يْ شا نْ  عا مْ  لاكُ بْْا  طِ نْ  فاإِ
ا ئً ريِ ما ا  ئً ي نِ ها وهُ  لُ فاكُ ا  سً فْ  ن ا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 

sedap lagi baik akibatnya”.
51

 

Pengertiannya adalah, bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai 

pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar 

kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu 

harus dilakukan dengan ikhlas. Mahar merupakan kewajiban yang harus 

dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang 

dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan 

                                                             
51

 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 115. 
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hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad 

nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai ghayah 

(tujuan), karena itu islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin 

dalam perkawinan dipermudah.
52

 

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena 

adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain 

itu tiap masyarakat mempunyai adat dan radisinya sendiri, karena itu Islam 

menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan 

masingmasing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam 

keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tidaklah 

dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, 

tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi diperbolehkan memberi mahar 

misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat 

al-Qur’an dan lain sebagainya , dengan persyaratan sudah saling disepakati 

oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. 

Mahar adalah wajib dibayar suami kepada istrinya. Namun setelah 

pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi 

pasangan suami istri yang saling mencintai dan meridhoi dan menjadi 

pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga untuk menghadiahkan 

kembali mahar itu kepada suaminya demi kepentingan dan kesenangan 

bersama, sebab harta itu telah menjadi hartanya. Tentang hukum 

                                                             
52

 Ahmad Mudjab Mahalli, Wahai Pemuda Menikahlah, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), 148 
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memberikan mahar adalah wajib, sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. an-

Nisa ayat 4: 

لًََ    اٰتوُا الن ِسَاۤءَ صَدُقٰتِِِنه نِِْ ََ  و

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”. 
 

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan 

kepada suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Karena perintah itu 

tidak disertai dengan qarinah yang menunjukkan kepada sunnah ataupun 

mubah, maka ia menghendaki kepada makna wajib. Jadi mahar adalah 

wajib bagi suami terhadap istrinya, karena tidak ada qarinah yang 

memalingkannya dari makna wajib kepada makna yang lain. Pemberian 

tersebut juga sebagai pertanda eratnya hubungan dan cinta yang mendalam 

antara calon suami-istri, di samping jalinan yang seharusnya menyelimuti 

rumah tangga yang mereka bangun. 

Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka 

tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi diiringi dengan 

aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, 

peralatan rumah tangga, atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon 

suami kepada calon istri tercinta yang nantinya akan mendampingi 

hidupnya. 

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada 

sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, 
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sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon 

mempelai pria. 

Kalau mahar atau mas kawin itu adalah hak seorang perempuan (istri) 

maka istri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal 

mas kawin. Kini, tidak sedikit dari kaum muslimin yang telah teracuni 

paham materialisme. Mereka memandang mahar dengan pandangan materi 

semata. Mahar mereka jadikan sebagai asas dalam akad nikah. Padahal 

sebenarnya mahar hanyalah sebagai lambang penghormatan terhadap 

kaum wanita. Namun ternyata sekarang menjadi tuntutan yang paling 

utama. Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan syari’at Islam 

yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk mempermudah masalah 

mahar. Mempermahal mas kawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, 

karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. 

Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (wanita yang 

memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa 

setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam 

kehidupan suami istri (berumah tangga). 

Masalah nominal mahar, Islam tidak mengatur tentang berapa 

banyak dan sedikitnya jumlah mahar tersebut. Dalam hal ini jumlah mahar 

tergantung pada keadaan pihak suami serta kedudukan si istri. Kewajiban 

seorang muslim agar memberikan mahar atau maskawin kepada wanita 

yang akan dipersunting menjadi istrinya terdapat dalam al-Qur’an surat 

an-Nisa ayat 25, dan Ia pun mengingatkan kaum muslimin agar menikahi 
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wanita dengan seijin walinya dan membayarkan maskawinnya. 

رُوفِ  عْ ما لْ ا بِ نَّ  وراهُ جُ أُ نَّ  وهُ تُ آ وا نَّ  هِ لِ أاهْ نِ  ذْ إِ بِ نَّ  وهُ حُ كِ نْ فاا
  ۚ نٍ  ا دا أاخْ تِ  ا ذا تَّخِ مُ والَا  تٍ  ا حا فِ ا سا مُ را   ْ ي غا تٍ  ناا صا  مُُْ

Artinya: “Karena itu kawinilah mereka (wanita-wanita) dengan seijin 

keluarganya, dan berikanlah kepada mereka maskawinnya”. 

 

Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya alFiqh al-Islamy wa Adillatuhu 

mengatakan bahwa mahar yang disepakati oleh pengantin lakilaki dan 

perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad sesudahnya. Berdasarkan 

definisi tersebut, dapat dimengerti bahwa penetapan jumlah mahar telah 

ditentukan ketika akad nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar 

secara penuh sekaligus atau melakukan penundaan. Hal ini tentunya sangat 

didukung oleh kerelaan kedua belah pihak. 

Hal-hal yang termasuk dalam ke dalam mahar musamma dalam 

akad adalah apa saja yang diberikan oleh suami untuk istrinya menurut 

adat yang berlaku sebelum pesta pernikahan ataupun sesudahnya, seperti 

gaun pengantin atau pemberian yang diberikan sebelum dukhul 

(bersetubuh) atau sesudahnya. Karena yang ma’ruf (baik) dalam 

masyarakat seperti yang disyaratkan dalam akad adalah lafdziyah (yang 

dilafalkan atau diucapkan). Pemberian itu wajib disebutkan pada saat 

akad, suami harus menyebutkan kecuali bila disyaratkan untuk tidak 

menyebutkan dalam akad. Sedangkan mahar yang tak ditentukan adalah 

merupakan mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya 

yang ketentuan besar kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya juga tidak 
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disebutkan. Akan tetapi mahar ini disesuaikan dengan kedudukan wanita 

dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek atau pertimbangan 

seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, 

kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan, dan kemuliaan leluhurnya. Mahar 

mitsil itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh 

kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya. 

Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati 

bersama, dan sunnah tatkala mengucapkan ijab kabul pernikahan, agar 

para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk dari mahar 

tersebut. Penentuan mahar serta pemberiannya baik dengan cara memberi 

kontan atau menangguhkannya adalah suatu hal yang diperbolehkan, akan 

tetapi ketentuan dari mahar musamma ini telah ditetapkan ketika ijab 

kabul pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat 

menjadi tolak ukur pemberian mahar secara kontan ataupun penundaan. 

2. Konsep Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam 

Formalisasi syariat Islam di Negeri ini sebenarnya sudah berjalan 

sejak lama. KHI adalah representasi dari syariat Islam yang meskipun 

eksistensinya baru berupa inpres, namun terlihat sangat efektif dan menjadi 

rujukan Pengadilan Agama di setiap level. Sehingga dengan hal tersebut 

sangat jelas bahwa pemerintah saat itu sangat mendukung terhadap lahirnya 

dan keberlakuan dari KHI bahkan hingga sampai saat ini KHI tetap menjadi 

pedoman para hakim untuk memutus suatu perkara. Seperti regulasi yang 
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lain, KHI juga mempunyai banyak regulasi terkait hukum Islam salah satunya 

adalah aturan mengenai mahar/ mas kawin. 

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam KHI Pasal 1 

huruf d, yaitu mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon 

mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam.
53

 KHI dalam mengartikan mahar pastinya 

tidak lepas dari keterangan para ulama fuqaha karena KHI dari penggalian 

dan pengambilan hukum dari al-Qur’an, hadist dan kitab-kitab miliknya 

ulama fiqih. Definisi mahar menurut ulama fuqaha adalah sebagai berikut: “ 

Mahar yaitu nama bagi suatu harta yang wajib atas orang laki-laki kepada 

perempuan dengan sebab pernikahan atau persetubuhan.
54

  

Dari beberapa pengertian mahar di atas, pada dasarnya mahar adalah 

pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri yang melalui 

pemberian mahar itu dapat menghalalkan terjadinya hubungan suami isteri. 

Jadi mahar itu memang benar-benar menjadi hak penuh bagi isteri yang 

menerimanya, bukan hak bersama dan bukan juga hak walinya kecuali ada 

kerelaan dari pihak isteri. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), permasalah mahar terdapat 

dalam BAB V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Adapun materi dari 

pasal-pasal tersebut sebagai berikut : 

                                                             
53

 Departeman Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 331. 
54

 Achmad Sunarto, Terjemah Fathal Qarib (Surabaya: ALHIDAYAH, 1992), 47 
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BAB V MAHAR
55

 

Pasal 30 : 

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon 

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh 

kedua belah pihak.   

Pasal 31 

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan 

yang dianjurkan oleh ajaran Islam.   

Pasal 32 

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak 

itumenjadi hak pribadinya.   

Pasal 33 

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon 

mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh 

ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang 

belumditunaikan penyerahannya menjadi hutangcalon mempelai 

pria.   

Pasal 34 

(1) Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun 

dalm perkawinan. (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumalh mahar 

pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. 

Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak 

mengurangi sahnya perkawinan.   

Pasal 35 

(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar 

setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (2) 

Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya 

mahar belum ditetapkan, maka sumai wajib membayar mahar mitsil.   

Pasal 36 
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Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti 

dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan 

barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai 

dengan harga barang mahar yang hilang.   

Pasal 37 

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar 

yang ditetapkan,penyelasaian diajukan ke Pengadilan Agama.   

Pasal 38 

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, 

tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, 

penyerahan mahal dianggap lunas. (2) Apabila isteri menolak untuk 

menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan 

mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum 

diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pada pasal 30 sampai 33 

menyebutkan bahwa mahar merupakan kewajiban calon suami yang harus 

dibayarkan kepada calon isteri kedua belah pihak, baik dibayar tunai ataupun 

secara utang. Dalam surat An-Nisa’ ayat 4 dijelaskan bahwa: 

ريِئْاً نْهُ نفَْسًا فكَُُُوْهُ هَنِيْئاً مه ءٍ م  لًََ، فاَِنْ طِبَْْ لكَُُْ عَنْ شََْ نه نِِْ  وَ اتوُا الن سَآ ءَ صَدُقاَتِِِ

Artinya: 

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan k

epada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanl

ah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan)yang sedap lagi baik akibat

nya. [QS. An-Nisaa’ : 4]
56

 

Dari ayat diatas mahar menurut hukum Islam adalah merupakan hak 

isteri secara individual, bukan hak keluarga, dan tidak berpengaruh terhadap 
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kondisi masyarakat.
57

 Ayat tersebut diturunkan sangat jelas untuk menjunjung 

tinggi derajat dari seorang perempuan. Allah sendiri yang memerintahkan 

kepada calon suami (mempelai pria) untuk memberikan mahar kepada calon 

istrinya. Kemudian perintah kepada calon suami agara memberikan mahar 

kepada calon istrinya yang telah mereka janjikan dan sepakati.  Dengan 

demikian mahar sangatlah jelas bahwa mahar adalah sepenuhnya hak seorang 

istri baik dari hak milik, ataupun hak mengatur status penggunaan dari mahar 

tersebut. Hikmah dari penjelasan diatas adalah al-Qur’an sangat 

memperhatikan kedudukan derajat seorang perempuan karena mahar tersebut 

bukanlah untuk membeli seorang perempuan yang akan dinakahi, melainkan 

tujuan dari pemberian mahar tersebut merupakan tanda kasih sayang dan 

menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan untuk membangun rumah tangga yang nantinya dijalani bersama. 

Jadi konsep hak pelaku pemberi mahar hanya diberlakukan untuk seorang 

laki-laki (calon suami) saja, tidak diberlakukan kepada seorang perempuan 

(calon isteri) 

3. Epsitimologi Hukum Islam 

 Istilah “Epistemologi” sendiri berasal dari bahasa Yunani 

epesteme = pengetahuan dan logos = perkataan, pikiran, ilmu. kata 

“epesteme” dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, 

mendudukan, menempatkan atau meletakan. maka harfiah “epesteme” 

bearti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk ”menempatkan sesuatu 
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dalam kedudukan setepatnya” Epitemologi kadang juga disebut teori 

pengetahuan (theory of knowledge; Erkenistheorie).
58

 

Sebagai cabang ilmu filsafat, epistemologi bermaksud mengkaji 

dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan 

manusia. bagaimana pengetahuan itu pada dasaranya diperoleh dan diuji 

kebenaranya? manakah ruang lingkup dan batas-batas kemampuan 

manusia untuk mengetahui? epistemologi juga bermaksud secara kristis 

mengakaji pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis yang 

mendasari dimungkinkanya serta memberi pertanggungjawaban rasional 

terhadap klaim kebenaran dan objektivitasnya pertanyaan pokok 

“bagaimana saya tahu bahwa saya dapat tahu?” mau dicoba untuk 

menjawab secara seksama. epestimologi atau filsafat pengetahuan pada 

dasranya juga merupakan suatu uapaya rasional untuk menimbang dan 

menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksinya dengan 

diri, lingkungan sosial, dan alam sekitarnya. maka epistemologi adalah 

suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif dan kritis. evaluatif 

bearti bersifat menilai ia menilai apakah suatu keyakinan, sikap ,dan 

penyataan pendapat, teori pengetahuan dapat dibenarkan dijamin 

kebenaranya, atau memeiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara nalar. noramatif bearti menentukan norma atau tolok ukur penalaran 

bagi kebenaran pengetahuan. sedangkan kritis berarti banyak 
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mempertanyakan dan menguji kenalaran cara maupun hasil kegiatan 

manusia mengetahui. 

Menurut definisi Mutakalimin, agama Allah (ad-Din) ditujukan 

“untuk kemaslahat hamba di dunia di akhirat”.tujuan hukum islam baik 

secara global maupun diteail, ialah “mencegah kerusakan pada manusia 

dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka; mengarahkan mereka pada 

kebenaran, keadilan dan kebajikan, serta menerangkan jalan yang harus 

dilalui manusia. Para mudjahid berupaya keras merumuskan epistemologi 

hukum islam yang memang tidak bisa diingkari. Mereka membangun 

epistemologi hukum islam itu dengan penuh kesadaran tentang pentingnya 

pengembangkan pengetahuan hukum islam. Banyak bangunan 

epistemology hukum islam itu yang mereka wariskan kepada kita sampai 

sekarang dan masih tetap kita pakai dalam memproses hukum islam. 

Terlepas dari masih banyak kekeirangankekurangan, sehingga 

mengundang berbagai kritik, bangunan epistemology hukum islam itu 

telah banyak kontribusinya dalam membangun ilmu hukum Islam yang 

disebut fiqh.
59

 

Tujuan hukum Islam tertumpu pada pemeliharaan lima hal yang 

penting, yang berdasarakan skala prioritas, berurutan sebagai berikut; 1. 

memelihara agama 2. memelihara jiwa 3. memelihara akal 4. memelihara 

keturuanan, 5. Memelihara harta. 
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Dalam catatan sejarah, eksistensi mashlahah sebagai pendekatan 

atau metode perumusan hukum telah membentuk satu polarisasi tersendiri, 

yang secara simplistik mengarah pada hirarki-hirarki perumusan konsep 

yang khas dan berbeda, terkait peran akal didalamnya. dengan batasan dan 

bangunan epistemologi yang berbeda, corak mashsalah versi AL- Gazali 

dan asy-Syatibi akan berbeda secara diametral dengan konsep mashalaha 

dari Najmuddin athThufi. untuk dua nama yang pertama, toleransi 

terhadap legal formal dalam teks Al-Quran atau hadits masih kentara 

diperhitungkan. sedangkan dalam pardigma ath-Thufi, apabila dalam ayat 

Al-quran dan hadits bertentangan dengan akal sehat dan menghalangi 

lahirnya kemashlahatan manusia maka suatu makna ekplisit-apalagi 

implisit dari ayat atau hadits tersebut boleh dinafihkan keberadaanya. 

4. Kesetaraan Gender dalam Islam 

a. Pengertian Gender 

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris, dan berikut beberapa definisi 

gender yang terangkum dengan lengkap.
60

 

Dalam Webster New Word Dictionary, gender diartikan sebagai 

perbedaan tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai 

dan tingkah laku. Di dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan 

bahwa gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat 

pembedaan (distinction) dalam berperan, perilaku, mentalitas, dan 
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karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang 

dalam masyarakat. 

Menurut Hilary M. Lips, gender adalah sebagai harapan-harapan 

budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women 

and men). Pendapat ini sejalan dengan pendapat pada umumnya para 

kaum feminis seperti Linda L. Lindsey, yang menganggap semua 

ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau 

perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (What a given society 

defines as masculineor feminine is a component of gender).
61

 Kemudian 

definisi gender menurut Siti Musdah Mulia ialah seperangkat sikap, peran, 

tanggung jawab, fungsi, hak, serta perilaku yang melekat pada setiap diri 

laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya masyarakat tempat 

manusia itu tumbuh dan dibesarkan.
62

 Islam sangat tegas membawa 

prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. 

Karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, 

terutama terkait relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki, 

budaya feudal dan semua system tiranik, despotik dan totaliter.
63

 

Sedangkan Kesetaraan Gender menurut Tutik Hamidah dalam 

bukunya “Fiqih Perempuan Berwawasan Gender” yang dikutip oleh Nurul 

Astitin adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam 
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memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktifitas 

kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, dan berbangsa serta 

bernegara.
64

 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah 

suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki 

dan perempuan dilihat dari segi social-budaya.
65

 Gender dalam arti ini 

mendefinisikan antara laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis. 

Adapun definisi gender dari segi biologis yaitu sifat yang melekat pada 

kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social 

maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, 

cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dikenal dengan dan 

dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat tersebut 

merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang 

emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang 

kuat, rasional dan perkasa. Perubahan tersebut dapat berubah dari waktu 

ke waktu, dari tempat ke tempat. Oleh karena itu dengan atas nama gender 

ini tidak menutup kemungkinan peran seorang laki-laki bisa digantikan 

oleh seorang perempuan begitu juga sebaliknya. 

b. Identitas Gender 
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Ketika seorang anak dilahirkan, saat itu juga dapat diketahui apakah ia 

laki-laki atau perempuan. Jika ia memiliki alat kelamin laki-laki, maka ia 

dikonsepsikan sebagai laki-laki yang kemudian mendapatkan peran serta 

beban gender menurut konstruksi sosio-kulturalnya. 

Pada masyarakat patrilinial, beban gender laki-laki lebih dominan 

dibandingkan beban gender kaum perempuan. Oleh karena itu, ia diajari 

bagaimana berperilaku, bersikap, beraktifitas, berperan, cara berhubungan 

dengan masyarakat dan sebagainya yang berbeda dengan yang diajarkan 

kepada anak perempuan. Demikian juga jika ia perempuan, maka ia 

dikonsepsikan sebagai perempuan dan akan mendapat peran atau beban 

gender menurut setting sosio-budaya setempat.
66

 

Adapun di Indonesia, sejarah gender tidak bisa dilepaskan dari kisah 

emansipasi, pembebasan perempuan dari kebebasan berperan dan 

perjuangan meraih hak yang adil dan sejajar dengan laki-laki. Secara 

personal, wacana emansipasi mencuat dengan diterbitkannya surat-surat 

pribadi RA. Kartini dengan istri Gubernur Hindia Belanda di Indonesia, 

Abendanon antara tahun 1899-1904 M. Terbitan dalam Bahasa Belanda itu 

diberi judul “Door Duisternis tot Licht” (Habis gelap terbitlah terang) 

dicetak sebanyak lima kali sejak tahun 1911 M. Pada tahun 1912 M 

Gubernur Van Deventer mendirikan “Yayasan Kartini”. Geliat emansipasi 

perempuan ini kemudian dilanjutkan secara berkelompok dan dalam 

Aisyiyah Muhammadiyah tahun 1917 M, Fatayat NU tahun 1950 M, dan 
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Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) 1950 M sebuah under bow PKI. 

Gerakan emansipasi perempuan di Indonesia mengalami perubahan 

orientasi dari sekedar menuntut hal pendidikan, kesehatan dan kehidupan 

yang baik, menjadi sebuah arus feminis. Yaitu gerakan yang menuntut 

penyetaraan dan persamaan mutlak antara kaum laki-laki dan perempuan. 

Gerakan inipun berubah menjadi sangat liberal dengan berkembangnya 

aliran liberal di Indonesia, terutama pasca euphoria kebebasan pasca 

reformasi 1998.
67

 

Gender adalah himpunan karakteristik yang terlihat membedakan laki-

laki dan perempuan. Kata “Gender” dapat diperpanjang dari sekedar kata 

“Seks” sampai dengan “peran sosial atau identitas gender.
68

 Berbeda 

dengan seks, pengertian gender tidak sekedar merujuk pada perbedaan 

biologis semata, tetapi juga perbedaan perilaku, sifat, dan ciri-ciri khas 

yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, seks (jenis 

kelamin) tidak akan pernah berubah dari waktu ke waktu. Sementara 

konsep gender selalu berubah akibat perubahan waktu dan tempat. 

Begitupun antara gendernya seorang laki-laki tidaklah sama dengan 

gendernya seorang perempuan. 

Dengan adanya perbedaan tersebut telah melahirkan perbedaan peran 

social antara seorang laki-laki dan perempuan. Kadangkala peran social 

tersebut dibakukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada kesempatan bagi 

laki-laki dan perempuan untuk berganti peran. Jika melihat kaidah ushul 
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fiqih “al-adatu muhakkamah” (suatu kebiasaan dapat melahirkan hukum) 

maka kaidah tersebut sangat sesuai dengan peran social yang telah 

dibakukan oleh masyarakat sehingga menjadi suatu hokum tersendiri yang 

berlaku dikalangan masyarakat tersebut. Mungkin atas dasar itulah 

sehingga peran laki-laki dan perempuan menjadi sangat kental 

perbedaannya sehingga tidak ada kesempatan bagi laki-laki atau 

perempuan untuk berganti peran. 

c. Kesetaraan Gender dalam Islam 

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu diciptakan Allah 

dengan kodrat. Hal ini sesuai dengan bunyi QS. al-Qur’an Surat  al-Qamar 

ayat 49; 

رٍ  دا قا بِ هُ  ا نا لاقْ خا ءٍ  يْ شا لَّ  نَّا كُ  إِ
Artinya:“Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar.”  

Oleh para pakar, qadar di sini diartikan sebagal: “ukuran-ukuran, 

sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu,” dan itulah kodrat. 

Dengan demikian, laki-laki atau perempuan, sebagai individu dan jenis 

kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Namun demikian, seperti 

ditulis mantan Pemimpin Tertinggi Al-Azhar, Syeikh Mahmud Syaltut: 

“Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat 

(dikatakan) Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana 
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menganugerahkan kepada laki-laki, kepada mereka berdua dianugerahkan 

Tuhan potensi dan kemampuan.”
69

 

Dalam Islam, posisi perempuan sangat dimuliakan, meski tidak perlu 

dipahami sebagai setara dengan laki-laki. Ada banyak dalil dalam Alquran 

yang menjadikan kedudukan perempuan sangat istimewa dan mulia. 

Kesetaraan gender sebagaimana yang kerap digaungkan kaum modern 

cenderung menyisakan bias tersendiri. Kesetaraan belum tentu berarti 

keadilan gender bagi perempuan. Sedangkan dalam Islam, 

keadilanterutama bagi perempuan sangatlah dijunjung tinggi. 

Kemampuan fisik perempuan dengan laki-laki pada umumnya 

memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Secara hormonal 

laki-laki lebih berotot dan memiliki tulang serta kulit yang lebih keras 

dibandingkan perempuan. Perempuan memiliki hormonal yang berbeda. 

Kaum Hawa dapat mengandung, melahirkan, hingga menyusui. Hal ini 

disebut sebagai perbedaaan kodrati. 

Secara sosial, peran serta kedudukan perempuang dengan laki-laki 

pun berbeda dalam keadilan yang diatur dalam agama. Untuk urusan 

rumah tangga, aktivitas, seperti menyapu, mengepel, hingga memasak 

kerap diidentikkan merupakan kewajiban kaum perempuan. Padahal, 

sejatinya hal itu merupakan kewajiban laki-laki. 
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Dalam kitab Hasyiyatul Jamal karya Sulaiman al-Jamal disebutkan, 

wajib bagi suami untuk memberitahukan istrinya pekerjaan-pekerjaan 

rumahan seperti itu merupakan kewajiban suami. Wajib diberitahu karena 

apabila istri menyangka kewajiban itu adalah tugasnya, jika tidak ia 

lakukan, dirinya merasa tidak berhak mendapatkan nafkah.
70

 

Sedangkan dalam lingkup sosial, seperti pekerjaan, para ulama 

sepakat, nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri dengan syarat-

syarat yang tidak dilanggar istri.  

Istri pun diperkenankan mencari nafkah atas seizin suami baik untuk 

mengembangkan diri, membantu ekonomi keluarga, hingga mem be 

baskan keluarga dari jeratan utang. Da lam kitab Thabaqah karya Ibnu 

Sa'ad disebut kan mengenai seorang Muslimah di zaman Nabi bernama 

Rithah yang bekerja membantu suaminya. Rithah yang merupakan istri 

dari sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud, bahkan berkonsultasi 

langsung dengan Rasulullah SAW perihal boleh atau tidaknya ia mencari 

nafkah.
71

 

Rasulullah pun membolehkan langkah Rithah dalam mencari nafkah. 

Kesetaraan gender yang digaungkan kaum feminis belakangan ini 

tampaknya harus diiringi dengan keadilan gender. Baik itu keadilan untuk 

perempuan maupun untuk laki-laki. Kedua jenis manusia ini diciptakan 
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Allah dengan kapasitas yang berbeda, berhak mendapatkan keadilan dan 

hak yang diperlukan.  

d. Indikator Kesetaraan Gender dalam Islam 

Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut: 

1) Kemashlahatan 

Pada dasarnya al-maslahah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat 

atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami 

maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan 

tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai 

maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah 

memelihara tujuan-tujuan syara'. 

2) Keadilan dan Kesetaraan Gender 

Keadilan gender adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki 

sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Keadilan gender 

mengantarkan lak-laki dan perempuan kepada Kesetaraan Gender. 

Kesetaraan gender adalah keadaan bagi laki-laki dan perempuan 

menikmati status kondisi yang sama untuk merealisasikan hak asasinya 

secara penuh. 

3) Penegakan Hak Asasi Manusia 

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi 

manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan, mencakup hak 

hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu. 
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Penegakan hak Asasi Manusia dimaksudkan agar hak asasi manusia 

dapat diterpenuhi. 

4) Pluralisme 

Secara sederhana pluralisme dapat diartikan sebagai paham yang 

mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban, agama, dan 

budaya. Bukan hanya menoleransi adanya keragaman pemahaman 

tersebut, tetapi bahkan mengakui kebenaran masing-masing 

pemahaman, setidaknya menurut logika para pengikutnya. 

5) Nasionalitas 

Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja, yang 

menyatukan seluruh warga negara Indonesia bukanlah basis 

keagamaan, melainkan basis nasionalitas (muwâthanah). Kemerdekaan 

Indonesia merupakan hasil jerih payah seluruh warga bangsa, bukan 

hanya masyarakat Islam melainkan juga non Islam, bukan hanya 

masyarakat Jawa melainkan juga masyarakat luar Jawa. Dengan nalar 

demikian, Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas dua. 

Umat non-Islam Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai dzimmi atau 

ahl aldzimmah dalam pengertian fikih politik. 

6) Demokratis 

Demokrasi sebagai sebuah gagaasan yang percaya pada prinsip 

kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil 

keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan 
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parallel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, pada 

dataran prinsipiil antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. 

C. Kerangka Konseptual 

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir 

dalam menyoroti masalahnya. Untuk itu perlu disusun sebuah kerangka teori 

yang memuat pikiran guna menggambarkan dari sudut mana penelitian itu 

dilakukan. 

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1.1 

Konsep Mahar 

Konsep Mahar perspektif Siti 
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Kompilasi Hukum Islam 

Kesetaraan Gender 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA 

A. Epistimoligi Konsep Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam 

1. Konsep Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam 

Dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 30 sampai 33 

menyebutkan bahwa mahar merupakan kewajiban calon suami yang harus 

dibayarkan kepada calon isteri yang jumlah, bentuk dan jenisnya dapat 

disepakati oleh kedua belah pihak, baik dibayar tunai ataupun secara hutang. 

Dalam surat al-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi:  

ةً  لا نِِْ تِِِنَّ  قاا دُ صا ءا  ا نِّسا ل ا وا  تُ آ   ۚ  وا
 

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 

maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 

baik akibatnya.” 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa mahar menurut hukum Islam adalah 

merupakan hak isteri secara individual, bukan hak keluarga, dan tidak 

berpengaruh terhadap kondisi masyarakat.
72

 Jadi konsep hak pelaku pemberi 

mahar hanya diberlakukan untuk seorang laki-laki (calon suami) saja, tidak 

diberlakukan untuk seorang perempuan (calon isteri).  

Konsep mahar dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sesuai dengan 

konsep mahar dalam al-Qur’an QS. Al-Nisa ayat 4 yang berbunyi: 
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ةً  لا نِِْ تِِِنَّ  قاا دُ صا ءا  ا نِّسا ل ا وا  تُ آ هُ  ۚ  وا نْ مِ ءٍ  يْ شا نْ  عا مْ  لاكُ بْْا  طِ نْ  فاإِ
ا ئً ريِ ما ا  ئً ي نِ ها وهُ  لُ فاكُ ا  سً فْ  ن ا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 

sedap lagi baik akibatnya.”
73

 

Selain ayat di atas mahar dalam al-Qur’an juga disebutkan dengan 

jelas dalam QS; al-Nisa’:34 yang berbunyi:  

لاىٰ  عا مْ  هُ ضا عْ ب ا لَّهُ  ل ا لا  فاضَّ بِاا  ءِ  ا نِّسا ل ا لاى  عا ونا  امُ وَّ ق ا لُ  ا رِّجا ل ا
لَِِمْ  ا وا أامْ نْ  مِ وا  قُ فا  ْ أان بِِاا  وا ضٍ  عْ تر  ۚ  ب ا ا تا نِ قاا الِِااتُ  صَّ ل فاا

لَّهُ  ل ا ظا  فِ حا بِ بِاا  يْ غا لْ لِ تر  ظاا فِ ا نَّ  ۚ  حا وزاهُ شُ نُ ونا  فُ اا تَا تِِ  للََّّ ا وا
رُ  جُ هْ ا وا نَّ  وهُ ظُ نَّ فاعِ وهُ ربُِ اضْ وا عِ  جِ ا ضا ما لْ ا فِِ  نَّ  نْ  ۚ  وهُ فاإِ

لًَّ  ي بِ سا نَّ  هِ يْ لا عا وا  غُ  ْ ب ت ا فالَّا  مْ  ناكُ ياً ۚ  أاطاعْ بِ يًّا كا لِ عا نا  ا لَّها كا ل ا نَّ   إِ
 

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang 

saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita 

yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari 

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 

Maha Besar”. 

Dalam al-Qur’an Surat Al-Nisaa’ ayat 24 yang berbunyi: 
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مْ  كُ نُ تْ أايْْاا لاكا ما ا  ما لََّ  إِ ءِ  ا نِّسا ل ا نا  مِ تُ  ا نا صا حْ مُ لْ ا با   ۚ  وا ا تا كِ
مْ  كُ يْ لا عا لَّهِ  ل و  ۚ  ا غُ ت ا بْ ت ا أانْ  مْ  كُ لِ ذاٰ ءا  راا وا ا  ما مْ  لاكُ لَّ  حِ أُ ا وا

يا  حِ فِ ا سا مُ را   ْ ي غا يا  نِ صِ مُُْ مْ  كُ لِ ا وا أامْ هِ  ۚ  بِ بِ مْ  تُ عْ ت ا تامْ سْ ا ا  فاما
ةً  ضا فاريِ نَّ  وراهُ جُ نَّ أُ وهُ تُ فاآ نَّ  هُ  ْ ن ا  ۚ  مِ ما ي فِ مْ  كُ لايْ عا احا  نا والَا جُ

ةِ  ضا ريِ فا لْ ا دِ  عْ ب ا نْ  مِ هِ  بِ مْ  تُ يْ ضا راا ا ۚ  ت ا مً ي كِ ا حا مً ي لِ عا نا  ا لَّها كا ل ا نَّ   إِ
 

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum 

itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain 

yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini 

bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) 

di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), 

sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap 

sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar 

itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

Dalam al-Qur’an Surat Al-Nisaa’ ayat 25 yang berbunyi: 

اتِ  نا صا حْ مُ لْ ا حا  كِ نْ ي ا أانْ  طاوْلًَ  مْ  كُ نْ مِ عْ  طِ تا ياسْ لَاْ  نْ  ما وا
تْ  لاكا ما ا  ما نْ  فامِ اتِ  نا ؤْمِ مُ لْ تِ ا ناا ؤْمِ مُ لْ ا مُ  كُ تِ ا يا ت ا ف ا نْ  مِ مْ  كُ نُ أايْْاا

مْ  ۚ   كُ نِ يْاا إِ بِ مُ  لا أاعْ لَّهُ  ل ا ضٍ  ۚ  وا عْ ب ا نْ  مِ مْ  كُ ضُ عْ  ۚ  ب ا
رُوفِ  عْ ما لْ ا بِ نَّ  وراهُ جُ أُ نَّ  وهُ تُ آ وا نَّ  هِ لِ نِ أاهْ ذْ إِ بِ نَّ  وهُ حُ كِ نْ فاا

نٍ  ا دا أاخْ اتِ  ذا تَّخِ مُ والَا  تٍ  ا حا فِ ا سا مُ را   ْ ي غا تٍ  ا نا صا ذا  ۚ  مُُْ ا فاإِ
لاى  عا ا  ما فُ  صْ نِ نَّ  هِ يْ لا عا ف ا ةٍ  شا احِ فا بِ يْا  نْ أات ا فاإِ نَّ  صِ حْ أُ

بِ  ا ذا عا لْ ا نا  مِ اتِ  نا صا حْ مُ لْ مْ  ۚ  ا كُ نْ مِ ناتا  عا لْ ا يا  شِ خا نْ  ما لِ كا  لِ ذاٰ
مْ  ۚ   لاكُ رر   ْ ي خا بُِِوا  تاصْ أانْ  مر  ۚ  وا ي راحِ ورر  فُ غا لَّهُ  ل ا  وا
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Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak 

cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia 

boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu 

miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari 

sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan 

mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang 

merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan 

(pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan 

apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka 

melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman 

dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan 

mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada 

kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan 

kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” 

Dalam al-Qur’an Surat Al-Baqarah’ ayat 237 yang berbunyi: 

نَُّ  لَا مْ  تُ راضْ ف ا قادْ  وا نَّ  وهُ تَااسُّ أانْ  لِ  بْ ق ا نْ  مِ نَّ  وهُ مُ تُ طالَّقْ نْ  إِ وا
ي  لَّذِ ا وا  فُ عْ ي ا ونا أاوْ  فُ عْ ي ا أانْ  لََّ  إِ مْ  تُ راضْ ف ا ا  ما فُ  صْ فانِ ةً  ضا فاريِ

احِ  نِّكا ل ا ةُ  دا قْ عُ هِ  دِ يا ىٰ  ۚ  بِ وا قْ ت َّ ل لِ رابُ   ْ أاق وا  فُ عْ ت ا أانْ  والَا  ۚ  وا
لا  ضْ فا لْ ا وُا  سا نْ مْ  ت ا ناكُ  ْ ي ير  ۚ  ب ا باصِ ونا  لُ ما عْ ت ا بِاا  لَّها  ل ا نَّ   إِ

 

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 

maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan 

itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang 

yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan” 

Kemudian dalam hadist Rasulullah juga menjelaskan dalam hadistnya 

yang diriwaayatkan oleh Imam Achmad, Imam Bukhari, dan Imam 

Muslim sebagai berikut: 
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ائ اتْهُ امْراأاةر وا قاالاتْ: ياا راسُوْلا الِله، اِنِِّّ  عْدٍ اانَّ النَّبَِّ ص جا هْلِ بْنِ سا عانْ سا
: ياا راسُوْلا  الا الا راجُلر ف اقا تْ قِياامًا طاويِْلًَّ. ف اقا اما ، ف اقا بْتُ ن افْسِى لاكا قادْ واها

ةر  اجا ا حا ها ْ ياكُنْ لاكا فِي ْ ا اِنْ لَا ها لْ الِله، زاوِّجْنِي ْ الا راسُوْلُ الِله ص: ها . ف اقا
الا  ا. ف اقا ا عِنْدِيْ اِلََّ اِزااريِْ هذا : ما الا ا ايَِّاهُ؟ ف اقا يْءٍ تُصْدِقُ ها كا مِنْ شا عِنْدا

 : الا يْئًا. ف اقا ، فاالْتامِسْ شا لاسْتا لَا اِزاارا لاكا ا اِزااراكا جا ها النَّبُِّ ص. اِنْ ااعْطايْت ا
الا  يْئًا. ف اقا ا ااجِدُ شا دْ ما سا ف الامْ يَاِ دِيْدٍ. فاالْتاما اً مِنْ حا اتَا لاوْ خا : الِْتامِسْ وا

: ن اعامْ. سُوْراةُ   ؟ قاالا يْئر عاكا مِنا الْقُرْآنِ شا لْ ما الا لاهُ النَّبُِّ ص: ها يْئًا. ف اقا شا
الا لاهُ النَّبُِّ ص: قادْ زاوَّجْتُكا  ا. ف اقا ها ي ْ مِّ ا لِسُوارٍ يُسا ذا ا وا سُوْراةُ كا ذا ا بِاا كا ها

عاكا مِنا الْقُرْآنِ  . احمد و البخارى و مسلمما  

Artinya:”Dari Sahl bin Sa’ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah dida

tangi seorang wanita lalu berkata,“Ya Rasulullah, sesungguhnya aku meny

erahkan diriku untukmu”. Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirila

h seorang lakilaki dan berkata,“Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengann

ya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya”. Kemudian Rasulullah S

AW bertanya,“Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergun

akan sebagai mahar untuknya ?”. Ia menjawab,“Saya tidak memiliki apapu

n melainkan pakaian ini”. Lalu Nabi bersabda,“Jika pakaianmu itu kamu b

erikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu 

yanglain”. Kemudian lakilaki itu berkata,“Saya tidak mendapatkan sesuatu

 yanglain”. Lalu Nabi SAW bersabda,“Carilah, meskipun cincin dari besi”.

 Lalu lakilaki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi

 SAW bertanya kepadanya,“Apakah kamu memiliki hafalan ayat AlQur’an

 ?”. Ia menjawab,“Ya. Surat ini dan surat ini”. Ia menyebutkan namanama 

surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya,“Sungguh aku tel

ah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-

Qur’an itu”.[HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].
74

 

 

Menganalisa dasar hukum diatas pelaku pemberi mahar sangatlah 

jelas diperankan oleh pihak laki-laki (calon mempelai pria), bukan 

                                                             
74

 Wikipedia Online. Diambil pada tanggal 24 Juni 2020, diakses tanggal 21 September 2010, dari 

http://almanhaj.or.id/3554-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-mahar.html,562.  
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diperankan oleh pihak perempuan (calon mempelai wanita) bahkan 

pengertian dan ketentuan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

sesuai dengan hukum Islam. 

2. Nalar Epistimologi Konsep Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) 

Sebelum menjelaskan tentang hukum mahar, maka perlu adanya 

penjelasan mengenai latar belakang diberlakukannya mahar. Terlebih 

dahulu akan dikemukakan bagaimana keadaan kaum perempuan dan 

perlakuan yang mereka terima dari masa lalu sampai saat Islam datang 

dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pembahasaan ini amat penting 

karena sangat terkait dengan sebab munculnya syariat mahar dalam Islam. 

Sehingga dengan demikian akan diketahui seberapa besar Islam ingin 

memuliakan kaum perempuan dengan mengangkat derajatnya dari lembah 

kehinaan. 

Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah 

kaum perempuan punya derajat yang tidak berguna kecuali untuk 

memelihara keturunan dan mengatur rumah tangga. Pada masa Yunani 

apabila isteri melahirkan seorang anak yang tidak cantik, mereka 

membunuhnya. Begitu pula bagi perempuan yang subur bisa dipinjam 

orang lain (bukan suaminya) untuk melahirkan anak. Sejalan dengan hal 

ini seorang filosof menyatakan bahwa keberanian laki-laki adalah dalam 

kepemimpinan, sedangkan keberanian perempuan adalah dalam 

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Meskipun bangsa Yunani 
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sangat terkenal dengan pemikiran filsafatnya, namun terhadap hak dan 

kewajiban kaum perempuan diabaikan. Di kalangan elite, para perempuan 

ditempatkan (disekap) dalam istana, sedangkan di kalangan bawah, kaum 

perempuan diperjualbelikan. Bagi yang sudah menikah berada 

sepenuhnya dalam kekuasaan suami, di mana mereka tidak punya hak 

sipil termasuk hak waris. Bahkan ketika bangsa Yunani mencapai puncak 

peradaban, para perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk 

memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas 

tidak dianggap melanggar kesopanan dan tempat pelacuran menjadi pusat 

kegiatan politik dan seni. Pendek kata pada masa ini perempuan hanya 

melayani cinta dan hawa nafsu. 

Di kalangan masyarakat Arab Jahiliyyah kaum perempuan juga 

mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Sesuai dengan namanya 

jahiliyyah yang berarti bodoh, namun kebodohan yang dimaksud adalah 

dari sisi rohani, moral, dan hukum. Bukan bodoh dari sisi pengetahuan, 

karena menurut catatan sejarah masyarakat arab saat itu dikenal sangat 

mahir dalam bidang syair dan memiliki hapalan yang kuat. Di antara 

kebodohan masyarakat arab jahiliyyah adalah kaum perempuan mereka 

tidak mendapat warisan baik dari orang tua, anggota keluarga, maupun 

dari suaminya jika meninggal. Malah sebaliknya ia bisa menjadi harta 

warisan untuk dibagi-bagi kepada ahli waris laki-laki khususnya jika 

suaminya meninggal. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 

berikut: 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

62 
 

فا  لا سا قادْ  ا  ما لََّ  إِ ءِ  ا نِّسا ل ا نا  مِ مْ  ؤكُُ باا آ حا  ناكا ا  ما وا  حُ كِ نْ ت ا والَا 
لًَّ  ۚ   ي بِ سا ءا  ا سا وا ا  تً قْ ما وا ةً  شا حِ فاا نا  ا نَّهُ كا  إِ

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini 

oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya 

perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang 

ditempuh).” 

Ayat di atas turun guna menanggapi kebiasaan kaum arab jahiliyyah di 

mana seorang anak laki-laki bisa menikahi ibu tiri yang ditinggal mati 

oleh bapaknya. Sampai suatu ketika seorang Anshar yang bernama Abu 

Qays meninggal dan isterinya akan dinikahi oleh anak laki-lakinya. 

Namun ia (isteri Abu Qays) berkata bahwa hal tersebut akan 

ditanyakannya dahulu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ia menemui 

rasul dan menceritakan permasalahannya sembari meminta jalan 

keluarnya. Setelah itu turunlah ayat di atas sebagai jawaban atas kasus 

isteri Abu Qays dan melarang pernikahan seorang anak dengan ibu 

tirinya. Di samping itu ada lagi kebiasaan buruk masyarakat arab saat itu 

yaitu jika dalam suatu keluarga lahir seorang anak perempuan yang 

seharusnya merupakan berkah, namun bagi mereka hal tersebut 

merupakan bencana. Mereka merasa malu dengan kelahiran tersebut 

karena dianggap sebagai sebuah aib. Untuk menghilangkan aib itu, maka 

mereka menguburkan anak perempuannya hidup-hidup.  

Setelah kedatangan Islam, derajat kaum perempuan mulai diangkat 

dan dimuliakan. Mereka tidak lagi mendapat diskriminasi, dan kehinaan, 

akan tetapi posisi mereka diangkat menjadi lebih baik, terhormat, dan 
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mulia. Islam melarang mewarisi perempuan seperti yang biasa dilakukan 

oleh masyarakat Arab Jahiliyyah. Dalam pandangan Islam kaum 

perempuan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu serta jelas dalam 

kehidupan, baik dalam keluarga, maupun masyarakat. Adapun di antara 

hak perempuan adalah hak mewarisi harta peninggalan kerabatnya dan 

hak meminta cerai dari suaminya melalui khulu’ karena perlakuan suami 

yang melanggar aturan. Sedangkan kewajibannya adalah menjaga dan 

memelihara rumah tangga serta patuh pada suami selaku kepala rumah 

tangga.  

Al-Qur’an dan Hadis memberi perhatian yang sangat besar dan 

kedudukan yang terhormat kapada perempuan baik sebagai anak, isteri, 

ibu, saudara, maupun peran lainnya. Begitu pentingnya hal ini Allah 

SWT mewahyukan sebuah surat dalam al-Qur’an kepada Nabi 

Muhammad SAW yang diberi nama surat An-Nisa’. Sebagian besar ayat 

di dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan 

perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan, peranan, dan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. 

Selanjutnya dalam aspek pernikahan yang merupakan pintu 

gerbang dalam pembentukan suatu keluarga, derajat kaum perempuan 

juga dimuliakan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang dibutuhkan 

oleh setiap manusia dalam rangka menyalurkan kebutuhan biologis secara 

benar sehingga melahirkan generasi penerus guna memakmurkan 

kehidupan di dunia. Saat akan dilangsungkan pernikahan, Islam 
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menganjurkan kepada calon suami untuk memberi sesuatu yang bernilai 

harta kepada perempuan yang akan dinikahinya guna menunjukkan 

maksud baiknya tersebut. Pemberian sesuatu ini bisa didasari oleh 

permintaan calon isteri atau keluarganya. Pemberian tersebut, yang 

menurut mayoritas ulama merupakan pemberian wajib suami saat akan 

menikahi seorang perempuan, dinamakan mahar.  

Dalam Islam mahar yang telah diberikan oleh suami merupakan 

hak penuh isteri. Tidak ada seorangpun, baik suami, orang tua, maupun 

kerabatnya, yang bisa mengambil mahar dengan semena-mena. Kecuali 

isteri atau perempuan tersebut memberikannya dengan sukarela. 

Sebagaimana Aisyah ra menyatakan bahwa siapapun tidak boleh memakai 

atau mengambil mahar kecuali dengan izin isteri. Terlebih lagi kalau isteri 

tersebut anak yatim, maka mengambil dan memakan maharnya 

diharamkan. 

Pemberian mahar ini merupakan bukti upaya Islam dalam 

meninggikan harkat kaum perempuan yang sebelumnya hanya dipandang 

sebelah mata. Sehingga semenjak saat itu dengan adanya mahar kaum 

perempuan tidak bisa dengan seenaknya saja dinikahi oleh orang lain. 

Setiap laki-laki yang berniat menjadikan seorang perempuan sebagai 

isterinya, maka ia harus mempersiapkan sesuatu yang bernilai guna 

diberikan kepada isterinya saat akad nikah. 

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bagaimana kompleksnya 

persoalan dan masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan dari masa ke 
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masa. Dari yang semula berada dalam kondisi terhina, terkebelakang, dan 

mendapat perlakuan yang tidak baik, sampai akhirnya mendapat 

kemuliaan dengan Islam. Kedatangan Islam memberi warna tersendiri 

bagi kaum perempuan, sehingga sampai sekarang keberadaan kaum 

perempuan dalam berbagai aspek kehidupan tidak lagi tertinggal dan 

terhinakan. 

Sebagaimana di Indonesia, masalah perkawinan diatur sedemikian 

rupa, misalnya pada regulasi yang berbentuk Kompilasi Hukum Islam. 

Dimana Kompilasi Hukum Islam ini lahir karena timbulnya berbagai 

keresahan di Masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan 

Agama untuk suatu kasus yang sama. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 

tiga buku; Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan 

Buku III tentang Perwakafan. Mahar adalah bagian pembahasan bab 

perkawinan yang pembahasannya terdapat pada Buku I. 

KHI dalam mengartikan mahar pastinya tidak lepas dari keterangan 

para ulama fuqaha,  karena KHI lahir dari penggalian dan pengambilan 

hukum mengambil dari al-Qur’an, al-Hadist dan kitab-kitab miliknya 

ulama fiqih. Definisi mahar menurut ulama fuqaha adalah nama bagi 

suatu harta yang wajib atas orang laki-laki kepada perempuan dengan 

sebab pernikahan atau persetubuhan. 

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai 

wanita bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah–olah perempuan yang 

hendak dinikahi telah dibeli seperti barang, pemberian mahar dalam 
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syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum 

perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. 

Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status 

perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan.  

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam ialah mesti 

memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan, yaitu 

memberinya hak memegang urusannya.
75

 Sebab pada zaman jahiliyah, 

hak-hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan, sehingga perempuan 

tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan 

semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Dalam syariat Islam, 

wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki 

membayar mahar jika menikahinya. Pengangkatan hak-hak perempuan 

pada zaman jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan 

hak-hak perempuan lainnya sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana 

adanya hak waris menerima wasiat.  

Mungkin seseorang menanyakan dasar syariat mahar dan mengatakan: 

perempuan dan laki-laki satu sama lain membutuhkan hubungan seksual. 

Dan melalui jalan ini satu sama lain tertarik dan mereka menikah. Lalu 

apa artinya mahar? Dengan adanya syariat mahar, perempuan terhina dan 

turun hingga batasan barang yang diperjual belikan. Laki-laki dengan 

mahar menjadikan perempuan dalam kepemilikannya seperti budak. 
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Dalam menjawab harus dikatakan: Dalam Islam perempuan bukan 

barang ataupun budak. Mahar juga bukan harga jual beli (transaksi) tetapi 

mahar adalah pemberian dan hadiah dari seorang laki-laki yang dia 

persembahkan kepada istrinya untuk menghormatinya dan menunjukkan 

tingkatan-tingkatan kasih sayangnya. Dalam menjelaskan pokok 

permasalahan dan filosofi mahar, akan dijelaskan dengan dua poin 

penting: 

Poin pertama: Kendatipun perempuan dan laki-laki dari sisi keinginan 

seksual satu sama lain saling membutuhkan dan tentu sama lain saling 

menginginkan namun setiap dari mereka memiliki ciri-ciri (kekhususan-

kekhususan). Salah satu dari ciri-ciri seorang perempuan adalah 

kelembutan dan kecantikannya. Dan melalui cara ini dia mempunyai daya 

tarik bagi laki-laki. Faktor terpenting pengaruh perempuan adalah 

kecantikannya, dan laki-laki mempunyai perhatian khusus kepadanya 

perempuan dengan ilham dari fitrahnya mengetahui tema ini. Dan dengan 

sisi ini dia berhias sehingga menampakkan dirinya lebih cantik (elok) dan 

lebih mempengaruhi hati laki-laki.
76

 

Ciri kedua seorang perempuan adalah dengan adanya naluri seksual, 

dia lebih kuat menyimpan keinginan nalurinya sendiri. Dan 

menampakkan dirinya tidak perlu dan tidak pergi meminang laki-laki. Dia 

lebih suka mempengaruhi hati seorang laki-laki dan membuatnya tertarik 

padanya serta membuatnya meminang dirinya berhias, memamerkan diri, 
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pesona dan kehidupan mata perempuan muncul dari sini. Oleh karena itu, 

perempuan lebih dari itu ingin menundukkan hati laki-laki dan 

menginginkan cintanya. Adapun seorang laki-laki tidak mampu 

menghadapi daya seksualnya dan tidak bisa menyembunyikan keinginan 

dalam dirinya. Dari sinilah, dia pergi mencari dan menginginkan 

perempuan serta pergi mengikutinya, karena dia mengetahui bahwa 

perempuan menginginkan cintanya. Dia menampakkan cintanya, dan 

membeli pesona dan kedipan matanya. Dia menggunakan segala media 

untuk menetapkan cintanya. Dia menggunakan uangnya dan membawa 

hadiah untuknya dan mengadakan pertemuan perayaan akad dan malam 

pengantin. Persetujuan /perjanjian mahar juga termasuk salah satu media 

ini. Seorang laki-laki mempersembahkan sesuatu sebagai mahar untuk 

menetapkan cinta dirinya dan untuk menghargai istrinya serta untuk 

memperoleh hatinya. Al-Qur’an juga menjelaskan mahar dengan bentuk 

ini, karena dijelaskan dengan ungkapan, “maskawin (mahar) kepada 

perempuan” dan menjelaskannya dengan kata Nihlah yang berarti hadiah 

atau pemberian.  

Poin kedua: Perjanjian / persetujuan mahar memberikan ketenteraman 

dan ketenangan relatif kepada perempuan (istri) sehingga dia bisa 

melakukan tugas-tugas yang diletakkan oleh penciptaan di atas 

pundaknya. Kendatipun perempuan dan laki-laki di saat menikah saling 

berjanji supaya satu sama lain tetap setia dan bekerja sama dalam 

mendidik dan menjaga anak-anak namun beberapa hal perbedaan juga 
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tampak dimana suami tidak melaksanakan tugasnya dan enggan menjamin 

nafkah kehidupan dan mendidik anak-anak, sementara alam meletakkan 

tanggung jawab-tanggung jawab khusus kepundak perempuan yang tidak 

bisa dielakkan dalam melaksanakannya. Karena suami laksana penanam 

dan istri laksana ladang. Suami menanam sperma anak di dalam rahim 

istri dan setelah itu tentunya dia bebas. Secara syariat hukum dan akhlak 

seorang suami mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. 

Tetapi alam tidak meletakkan sesuatu ke atas pundaknya, dia bisa 

meninggalkan istrinya dengan janin yang berada dalam rahimnya dan 

melarikan diri. Namun kebanyakan (mayoritas) suami tidak seperti 

demikian. Tetapi bagaimanapun juga hal itu adalah mungkin adanya. Dan 

contoh-contoh orang-orang seperti ini bisa dilihat. Istri sama sekali tidak 

bebas dan dia terpaksa menanggung masa mengandung dan melahirkan 

serta kesakitan yang ditimbulkan darinya. Setelah melahirkan, dia juga 

tidak bisa melemparkan jauh bayinya yang masih lemah dan tak berdosa 

atau dalam keadaan lapar. Terpaksa dia harus memberikan air susu 

padanya dan menjaganya. Dengan memperhatikan perasaan dan kasih 

sayang yang sangat seorang ibu dan cintanya kepada sang anak, setelah 

itu dia tidak bisa menggantikannya dan harus menjaganya. Dalam periode 

ini, dia memerlukan nafkah kehidupan dan tempat tinggal, makanan serta 

pakaian. Dalam asumsi seperti ini apa yang harus dilakukan oleh 
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perempuan (istri) yang sengsara? Para perempuan (istri) tentu cemas dari 

kemungkinan seperti ini.
77

 

Mungkin salah satu sebab-sebab adanya syariat mahar adalah 

menjamin ketentraman dan keamanan relatif bagi istri dalam kasus 

kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Apabila mahar berupa property 

atau uang tunai, istri lasngung mengambilnya dan menjaganya untuk 

kemungkinan seperti ini. Dan seperti halnya mahar yang berbentuk kredit, 

dia juga bisa menuntutnya. Dengan kata pendek, mahar bisa sebagai 

media asuransi istri dan jaminan untuk pernikahan. 

Dalam Islam, mahar bagian pernikahan adalah hak finansial 

perempuan dari suami yang dinikahinya. Bagian pernikahan ini atau 

mahar merupakan haknya baik tertulis maupun tidak tertulis. Al Qur’an 

menyatakan, Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan...(QS. An-

Nisa:4). 1) Sebagai sebuah syarat pernikahan atau pemberian dari suami, 

perempuan yang meminta mahar yang akan diberikan. Dan atas kerelaan 

seorang suami memberikan mahar tersebut. Mahar juga sebagai tanda 

cinta dan kasih sayang kepada orang yang kita nikahi serta untuk 

mendapat ridho Ilahi. Karena mahar menjadi hak milik perempuan saat 

menikah, tidak untuk orang tua atau orang lain.
78
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 http://www.ibrahimamini.com/id/node/2132 diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 
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Al Qur’an dalam An-Nisa: 4 telah menunjukan tiga pokok dasar pada 

ayat tersebut: 2) Pertama, mahar disebut sebagai shaduqah dan tidak 

disebut mahr. Shaduqah berasal dari kata shadaq; mahar adalah shidaq 

atau shaduqah karena ia merupakan suatu tanda kebenaran dan 

kesungguhan cinta dan kasih pria. Kedua, kata ganti hunna (orang ketiga 

jamak femina) dalam ayat ini berarti bahwa mahar itu menjadi milik 

perempuan itu sendiri, bukan hak ayah atau ibunya. Mahar bukanlah upah 

atas pekerjaan membesarkan dan memelihara anak perempuan itu. Ketiga, 

nihlatan (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan) 

menjelaskan kesempurnaan bahwa mahar tidak mengandung maksud lain 

kecuali sebagai pemberian atau hadiah. Dalam tradisi Islam, laki-laki 

yang melakukan pendekatan terhadap perempuan untuk pernikahan, 

karena dalam makrokosmos perempuan yang menjadi bagian dari 

keseluruhan laki-laki. Tuhan begitu melindungi perempuan, sehingga 

perempuan dijaga kehormatannya karena alam ada ditangan perempuan. 

Perempuan mendapatkan hak untuk memilih pasangannya yang dia cintai 

dan mencintainya, sehingga dalam rumah tangga kelak terbangun 

hubungan yang harmonis, mawadah dan warahmah. Bentuk kecintaan 

suami adalah pemberian mahar dan nafkah, karena istrinya telah 

menyenangkan hatinya dalam rumah tangga. Besar kecilnya pemberian 

mahar tentu seharusnya tidak diukur dari materinya saja, tetapi makna 

dibalik pemberian mahar tersebut. Sebuah cinta kasih dan kerelaan dari 

pihak laki-laki untuk memberikan mahar, serta penuh tanggungjawab 
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untuk menjaga pemberian mahar itu bagi perempuan demi menjaga 

kehormatannya.
79
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BAB IV 

KONSEP MAHAR PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA DALAM 

COUNTER LEGAL DRAFT-KHI 

A. Biografi Siti Musdah Mulia 

1. Tanah Kelahiran dan Keluarga Siti Musdah Mulia 

Siti Musdah Mulia lahir di dalam keluarga yang sangat kental 

dengan nuansa Islami. Siti Mudah Mulia lahir pada tanggal 03 Maret 

1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Siti Musdah Mulia merupakan anak 

pertama dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad. 

Suaminya yang bernama Achmad Thib Raya yang menjadi guru besar di 

Universitas Islam Indonesia (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
80

 

Ibunya seorang aktivis sosial dan keagaman di masyarakat. 

Kemudian ayahnya adalah aktivis organisasi Islam yang dikenal sebagai 

organisasi Islam fundamentalis, DI/TII. Kakeknya yang dari ayah, (KH. 

Abdul Fatah) adalah seorang mursyid ternama di dalam Tarekat 

Khalwiyah Naqsabandiyah. Sedangkan kakek yang dari ibu adalah 

seorang ulama NU tradisional dengan pandangan ke-Islaman yang sangat 

konservatif.  Siti Musdah Mulia merupakan anak yang sangat ketat 

pendidikannya. Dengan dorongan dari keluarganya Siti Musdah Mulia 

benar-benar menjadi orang yang sangat berpengaruh di Indonesia. 

2.  Jenjang Pendidikan Siti Musdah Mulia 

Siti Musdah Mulia memulai pendidikan formalnya di Pesantren, 

lalu menyelasikan Strata 1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di IAIN 

                                                             
80

 Musdah Mulia, Muslimah Reformis,……..13. 
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Alauddin Makasar. Kemudian melanjutkan Strata 2 bidang Sejarah 

Pemikiran Islam dan Strata 3 bidang Pemikiran Politik Islam, keduanya di 

Pascasarjana UIN Jakarta. 

Selain itu, Siti Musdah Mulia mengikuti sejumlah pendidikan 

nonformal, seperti kursus singkat Islam dan Civil Society di Melbourne, 

Australia tahun 1998, kursus singkat Pendidikan Hak Asasi Manusia di 

Universitas Chulalongkorn, Thailand tahun 2000, kursus singkat 

Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (International 

Visitor Program) di Amarika Serikat tahun 2000, kursus singkat 

Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George 

Mason, Virginia, Amarika Serikat tahun 2001, Pelatih Hak Asasi Manusia 

di Universitas Lund,Swedia tahun 2001, dilanjutkan kursus singkat dalam 

bidang Manajemen Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute Of 

Administration And Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh tahun 

2002.
81

 Jika melihat sejarah pendidikan Siti Musdah Mulia tidak 

diragukan lagi prestasi materi ilmiah yang didapatkan sehingga tidak bisa 

dianggap remeh atas kualitasnya. 

3. Peran Aktif Siti Musdah Mulia 

Dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa hingga sekarang, Musdah 

aktif di beberapa organisasi, antara lain: Korp Perempuan Majelis 

Dakwah Islamiyah, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Kajian Agama 

dan Gender, ICRP dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. 
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Musdah selalu hadir dalam berbagai program advokasi, pelatihan, 

penelitian dan konsultasi untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya 

yang bertemakan demokrasi, pluralism, Hak Asasi Manusia, dan keadilan 

demi membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual 

dan nilai-nilai kemanusiaan.
82

 

Pada tahun 1985 Musdah mulai bekerja sebagai Dosen Luar Biasa 

di IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia, Makasar, disamping 

menjadi peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makassar. Sejak 

1990 Musdah pindah ke Jakarta menjadi peneliti pada Balitbang 

Departemen Agama Pusat, dan menjadi Dosen di beberapa tempat, seperti 

Institut Ilmu Al-Qur’an, dan program Pascasarjana UIN Jakarta. 

Siti Musdah Mulia pernah menjabat sebagai Kepala Balai 

Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Departemen Agama, staf Ahli 

Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia, Bidang Pencegahan 

Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas tahun 2000-2001, Anggota Tim 

Ahli Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia pada tahun 2000-2001, 

dan staf Ahli Menteri Agama, Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan 

Internasional tahun 2001-2007,
83

 dan Visiting Professor di EHESS Paris, 

Prancis tahun 2006. 

Siti Musdah Mulia juga rajin menuangkan ide dan gagasannya di 

sejumlah buku-buku dan tulisan di media-media, seperti bukunya yang 

berjudul, Mufradat Arab Populer tahun 1980, Pangkal Penguasaan Bahasa 

                                                             
82

 Ibid.,15. 
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 Ibid.,371. 
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Arab tahun 1989, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist tahun 1995, Sejarah 

dan Pengantar Ilmu Tafsir tahun 1995, Negara Islam: Pemikiran Politik 

Haikal yang diterbitkan oleh Paramadina tahun 1997, Lektur Agama 

dalam Media Masa yang diterbitkan oleh Departemen Agama pada tahun 

1999, Anotasi Buku Islam Kontemporer yang diterbitkan oleh 

Departemen Agama tahun 2000, Poligami dalam Pandangan Islam yang 

diterbitkan oleh LKAJ, tahun 2000, Kesetaraan dan Keadilan Gender, 

Perspektif Islam yang diterbitkan oleh LKAJ tahun 2001, Pedoman 

Dakwah Muballighat yang diterbitkan oleh KP-MDI tahun 2000, Analisis 

Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Muslimat NU tahun 2002, 

Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak 

Reproduksi yang diterbitkan oleh LKAJ tahun 2002, Seluk Beluk Ibadah 

dalam Islam yang diterbitkan oleh As-Sakinah tahun 2002, Perempuan 

dan Politik yang diterbitkan oleh Gramedia tahun 2005, Muslimah 

Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan yang diterbitkan oleh 

Mizan tahun 2005, Islam and Violence Againts Woment yang diterbitkan 

oleh LKAJ tahun 2006, Islam dan Isnpirasi Kesetaraan Gender yang 

diterbitkan oleh Kibar tahun 2007, Poligami: Budaya Bisu yang 

Merendahkan Martabat Perempuan yang diterbitkan oleh Kibar tahun 

2007, Islam Menggugat Poligami, Membangun Surga di Bumi tahun 

2011.
84
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 Siti Musdah Mulia. Membangun Surga di Bumi. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 

373 
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Siti Musdah Mulia juga menulis puluhan entri dalam Ensiklopedia 

Islam pada tahun 1993, Ensiklopedia Hukum Islam tahun 1997, dan 

Ensiklopedia Al-Qur’an tahun 2000, serta sejumlah artikel yang disajikan 

dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri.
85

 Siti 

Musdah Mulia juga tergolong tokoh perempuan yang sangat kuat dan 

tegas. 

Sejak tahun 1986 Musdah banyak melakukan penelitian, khususnya 

penelitian social-antropologi dan teks (filologi), diantaranya: “Agama dan 

Realitas Sosial Komunitas Towani dan Amatowa pada tahun 1987, 

Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Etnis Sasak tahun 1989, 

Naskah Kuno Bernapaskan Islam di Nusantara tahun 1995 dan Potret 

Buruh Perempuan dalam Industri Garmen di Jakarta tahun 1998”.
86

 

Beberapa penghargaan juga pernah disabet beliau, seperti GTZ 

Award di Jerman, Tribute to Women Award, International Women of 

Courage Award di USA tahun 2007, Yap Thiam Hien Human Right 

Award pada 2008, dan The International Prize for the Women of the Year 

di Aosta, Italia, pada tahun 2009.
87

 

Menurut beberapa tokoh Islam seperti KH. Abduم Muchith 

Muzadi, Siti Musdah Mulia adalah tokoh feminis Muslim yang Progresif-

Liberal. Musdah menggagas pentingnya mensosialisasikan agenda 
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 Musdah Mulia, Membangun Surga.,……374. 
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pembaharuan dan reinterpretasi ajaran Islam yang egalitarian dan 

berwawasan gender pada masyarakat luas.
88

 

B. Konsep Mahar Perspektif Siti Musdah Mulia dalam Counter Legal Draft-

KHI (CLD-KHI) 

Dalam tradisi masyarakat dan kalangan Islam memandang posisi dan 

kedudukan perempuan memang rendah, yakni lebih rendah dari pada laki-laki. 

Oleh karena itu pemahaman Siti Musdah Mulia dan Tim Pengarus Utamaan 

Gender (PUG) sangat perlu diklarifikasi karena pemahaman seperti ini jelas 

bertentangan dengan penjelasan teks ayat suci al-Qur’an bahwa setiap manusia, 

tanpa mempertimbangkan apapun jenis kelaminnya, adalah sama dan setara 

dihadapan Allah SWT. Selanjutnya, dinyatakan bahwa yang membedakan 

diantara mereka hanyalah kualitas dan prestasi takwanya.
89

 

Seiring berjalannya waktu, perubahan dan dinamika masyarakat yang terus 

bergerak maju mengharuskan peninjauan ulang atas rumusan KHI. Untuk itu Siti 

Musdah Mulia dengan Tim Pengarus Utamaan Gender (PUG) Departement 

Agama pimpinan Siti Musdah Mulia berinisiatif untuk mengkaji draft KHI lama 

yang menurut mereka sangat problematis. 

Adapun kajian mengenai CLD-KHI ini melewati beberapa tahap:
90

 

1. Studi kepustakaan dengan mengumpulkan seluruh hasil penelitian terdahulu 

baik dari tesis, disertasi, dan laporan ilmiah. 

2. Melakukan survey lapangan di lima wilayah yaitu Aceh, Sumatra Barat, Jawa 
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 M.N. Harisuddin, Kyai Nyentrik Menggugat Feminisme (Jember: STAIN Jember, 2013), 195. 
89

 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati.,…..34. 
90

 Marzuki Wahid, “Counter Legal Draft KHI Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia”, artikel 
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Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. 

3. Melakukan kajian perbandingan di Negara Islam yaitu Tunisia, Irak, Syiria, 

Yordan, dan Mesir. 

4. Melakukan kajian kritis terhadap literature fiqih klasik menyangkut 

perkawinan, waris dan wakaf. 

5. Merumuskan kesimpulan penelitian dengan format Counter Legal Draft 

6. Melakukan verifikasi (uji shahih) terhadap draft awal, khususnya menyangkut 

argumentasi teologis, hukum, sosiologis, dan politis dengan mengundang 

pakar agama, hukum, sosiologis, politik, dan pakar gender. 

7. Melakukan revisi draft berdasarkan input dan masukan yang diterima 

8. Melaunching CLD-KHI kepada public agar dapat mendorong dan mengkritisi 

perubahan KHI, merevisi kembali hal-hal yang sulit diterima publik. 

Diantara tiga bidang dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditelaah, 

hukum perkawinan mendapat porsi revisi paling besar. CLD-KHI menyoroti 

paling tidak 16 hal yang dianggap isu krusial diantaranya, masalah pengertian 

perkawinan, wali nikah, pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan, 

mahar, kawin beda agama, poligami, hak cerai isteri dan rujuk, iddah, ihdad, 

pencarian nafkah, perjanjian, perkawinan, nusyuz, hak dan kewajiban, waris 

beda agama, bagian hak anak laki-laki dan perempuan, wakaf beda agama, 

anak di luar nikah, dan soal ‘aul dan radd. 
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Adapun daftar isu krusial dalam Counter Legal Draft-KHI adalah sebagai 

berikut:
91

 

No Menururt CLD-KHI Menurut Syari’at Islam 

1 Pasal 3:  

1. Azas perkawinan adalah 

monogami 

2. Perkawinan yang dilakukan di luar 

azas sebagaimana pada ayat(1) 

dinyatakan batal secara hukum 

An-Nisa ayat 3 

1. boleh poligami dengan syarat adil 

2. perkawinan poligami sah 

3. tidak ada nash al-Qur’an atau 

Hadits yang mengatakan hukum 

perkawinan poligami tidak sah . 

2 Pasal 7: 
1. Calon suami atau isteri dapat 

mengawinkan dirinya sendiri  

Pasal 9: 
1. Ijab dan Kabul dapat dilakukan 

oleh calon suami atau calon isteri 

2. Apabila ijab dilakukan oleh calon 

isteri, maka Kabul dilakukan oleh 

calon suami 

Al-Baqarah ayat 232 dan An-Nur ayat 

32 

nikah harus dilaksanakan oleh wali 

atas persetujuan wanita menurut 

Jumhur Ulama 

Hadits Nabi s.a.w.: 

- tidak sah nikah tanpa wali 

- wanita yang menikahkan dirinya 

sendiri, status hukumnya sama dengan 

orang berzina (psk)  

3 Pasal 11:  
1. Posisi perempuan dan laki-laki 

dalam persaksian adalah sama 

2. Perkawinan harus disaksikan 

sekurang-kurangnya oleh dua orang 

perempuan atau dua orang laki-laki 

atau satu orang laki-laki dan satu 

orang perempuan  

Al-Baqarah: 282, Hadits: tidak sah 

kesaksian wanita dalam masalah 

pidana, nikah dan talak.  

1. Mazhab Syafi’i dan Hambali 

mensyaratkan saksi nikah dua orang 

laki-laki. Tidak sah akad nikah dengan 

kesaksian perempuan 

2. Mazhab Hanafi boleh saksi satu 

orang laki-laki dan dua orang 

perempuan 

4 Pasal 16:  
Calon suami dan isteri harus 

memberikan mahar kepada calon 

pasangannya sesuai dengan 

kebiasaan (budaya) setempat  

Pasal 18: 
Mahar menjadi milik penuh 

An-Nisa' ayat 4: 

1. Calon suami wajib memberikan 

mahar kepada calon isteri sebagai 

pemberian berdasarkan kerelaan. 

2. Mahar adalah milik penuh isteri. 

Suami tidak boleh 

memakan/mengambilnya kecuali bila 

isteri rela, suami boleh memakan 
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pasangan penerima setelah akad 

perkawinan dilangsungkan 

sebagian atau menggunakan sebagian.  

5 Pasal 21:  
Sebelum perkawinan dilangsungkan, 

calon suami dan calon isteri dapat 

mngadakan perjanjian tertulis ….  

Pasal 22: 
Perjanjian perkawinan dapat 

meliputi pembagian harta, perwalian 

anak, jangka mas aperkawinan, dan 

perlindungan kekerasan 

Pasal 28: 
(3) Apabila jangka waktu 

perkawinan telah berakhir, maka 

suami dan isteri dapat 

memperpanjang waktu perkawinan 

sesuai dengan kesepakatan bersama 

dihadapan pegawau pencatat 

perkawinan 

Perjanjian perkawinan dengan jangka 

waktu tertentu, sama dengan nikah 

mut’ah. Nikah mut’ah haram 

hukumnya, berdasarkan al-Qur’an, 

Hadits dan UU Perkawinan No. 

1/1979 dan KHI  

1. Surat Al-Mukminum ayat 5,6, dan 7 

2. Hadits: Nikah mut’ah telah 

diharamkan sampai hari kiamat. 

3. Mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

berarti mematuhi penguasa 

(pemerintah). Lihat surat An-Nisa' 

ayat 59 

4. Qaidah fiqhiyah: keputusan 

pemerintah itu mengikat untuk 

dilaksanakan dan menghilangkan 

perbedaan pendapat  

6 Pasal 50:  
(2) Suami dan isteri secara bersama-

sama berhak: 

b. memilih peran dalam kehidupan 

berkeluarga 

c. menentukan jangka waktu 

perkawinan  

Pasal 22: 
Perjanjian perkawinan dapat 

meliputi pembagian harta, perwalian 

anak, jangka mas aperkawinan, dan 

perlindungan kekerasan 

1. Surat An-Nisa’: 34: laki-laki 

(suami) sebagai kepala keluarga 

2. Hadits: perempuan sebagai 

pemimpin rumah tangga, 

bertanggungjawab atas 

kepemimpinannya, dan perkawinan itu 

untuk selama-lamanya.  

7 Pasal 54: 
1. Perkawinan orang Islam dengan 

bukan orang Islam dibolehkan 

2. Perkawinan orang Islam dengan 

bukan Islam dilakukan berdasarkan 

prinsip saling menghargai dan 

menjunjung tinggi hak kebebasan 

menjalankan ajaran agama dan 

keyakinan masing-masing  

1. Al-Baqarah ayat 221 

2. Al-Mumtahanah ayat 10: haram 

hukumnya menikah dengan penganut 

agama selain Islam, laki-laki atau 

perempuan 

3. Al-Maidah ayat5: laki-laki muslim 

boleh menikah dengan wanita Ahlu 

Kitab yang menjaga kehormatan 

dirinya, tetap karena mafsadah 

perkawinan ini lebih besar dari 
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maslahatnya, maka MUI menfatwakan 

hukumnya haram. Fatwa ini sama 

dengan pendapat Ibnu Umar 

4. Ulama sepakat, bahwa haram 

wanita muslimah menikah dengan 

lelaki non-muslim, ahlu kitab atau 

yang selainnya.  

8 Pasal 55:  
(1). Dalam perkawinan orang Islam 

dan bukan Islam, anak berhak untuk 

memilih dan memeluk suatu agama 

secara bebas 

(2) Dalam hal anak belum bisa 

menentukan pilihan agamanya, maka 

agama anak untuk sementara 

ditentukjan oleh kesepakatan kedua 

orang tuanya  

An-Nisa’ ayat 141: tidak boleh orang 

kafir menjadi wali/pengasuh anak 

orang Islam atau anak yang beragama 

Islam. Dalam pengasuhan anak, 

pengasuhnya harus orang yang 

beragama Islam, agar anak tidak 

mengikuti agama pengasuhnya yang 

non muslim. Oleh sebab itu, anak 

tidak boleh memilih suatu agama 

secara bebas.  

9 Pasal 61: 
(1) Dalam hal perceraian pertama 

dan kedua, atau disebut perceraian 

raj’i, suami dan isteri berhak 

rujuk…. Selama isteri dan suami 

masih dalam masa iddah dan setuju 

untuk rujuk 

(3) Perceraian yang ketiga atau 

disebut perceraian ba’in, 

menyebabkan suatu atau isteri tidak 

dapat rujuk dan tidak dapat 

mengawini kembali mantan isterinya 

atau suaminya, kecuali apabila 

mantan isteri atau mantan suami 

kawin dengan orang lain dan 

kemudian terjadi perceraian dan 

habis masa iddahnya  

Al-Baqarah ayat 231: dalam hal talak 

satu dan dua, suami berhak meruju’ 

isterinya selama isterinya itu masih 

iddah dan setuju untuk dirujuki 

Al-Baqarah ayat 230: suami tidak 

boleh mengawini kembali isterinya 

yang telah ditalaknya,s ebelum 

isterinya itu menikah dengan laki-laki 

yang sah, kemudian suami keduanya 

menceraikannya dan sudah selesai 

masa iddahnya. 

10 Pasal 76:  
(2) Selama berlangsungnya sidang 

perceraian atas permohonan atau 

termohon, Pengadilan Agama dapat: 

b. Menentukan nafkah yang harus 

ditanggung oleh suami isteri  

Di dalam ajaran islam, isteri yang 

dicerai dengan talak satu atau talak 

dua (talak raj’i), suami berhak ruju’ 

kepadanya dalam masa ini (al-Baqarah 

228), maka suami masih berkewajiban 

membayar nafkah selama dalam masa 

iddah itu, tidak melihat sedang 

perceraian atau tidak. Bukan isteri 

yang berkewajiban menanggung 

nafkah.  
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11 Pasal 88: 
(1) Bagi suami dan isteri yang 

perkawinannya telah dinyatakan 

putus oleh Pengadilan Agama 

berlaku, berlaku masa transisi atau 

iddah 

(7) Masa iddah bagi seorang duda 

ditentukan sebagai berikut: 

a. Apabilla perkawinan putus karena 

kematian, maka masa transisi 

ditetapkan seratus tigapuluh hari 

b. Apabila perkawinan putus karena 

perceraian, maka masa transisi 

ditetapkan mengikuti masa transisi 

mantan isterinya  

1. Al-Baqarah ayat 234: isteri (janda 

cerai karena kematian suaminya, wajib 

beriddah 4 bulan 10 hari (130 hari) 

2. Al-Baqarah ayat 228 adan At-

Thalaq ayat 4: isteri putus perkawinan 

karena talak, masa iddahnya 3 quru’ 

yaitu 3 kali suci. Sebagian ulama 

mengatakan 3 kali haid. Tetapi jika 

isteri itu sudah menopause, maka 

iddahnya 3 bulan 

3. Tidak ada nash al-Qur’an dan 

Hadits atau Ijma’ Ulama yang 

mengatakan bahwa suami (duda) 

wajib beriddah, baik cerai mati atau 

cerai hidup.  

12 Pasal 92:  
(2) Semua biaya penyusuan anak 

dibebankan kepada orang tuanya  

Al-Baqarah ayat 233: 

1. Semua biaya penyusuan anak 

dibebankan kepada suami 

2. Kalau isteri memberi biaya 

penyusuan dan lain-lain, berkenaan 

dengan biaya/nafkah rumah tangga, itu 

hanya tabarru  

13 Pasal 94:  
(3) Anak yang memperoleh status 

hukum adalah anak suami isteri di 

luar rahim dan dilahirkan oleh 

perempuah lain dengan penetapan 

pengadilan  

Fatwa Al-Azhar, Mahmud Syaltut, 

mantan Syekh Al-Azhar, Syakh 

Sya’rawi dan lain-lain, bahwa bayi 

tabung dari suami isteri, dititip pada 

rahim perempuan lain, statusnya sama 

dengan anak hasil zina  

14 Pasal 112:  
(1) Suami atau isteri yang 

pasangannya meninggal dunia wajib 

melaksanakan masa berkabung 

selama masa transisi  

Berdasarkan hadits Nabi s.a.w., ulama 

sepakat menetapkan bahwa isteri yang 

suaminya meninggal dunia, wajib 

berkabung selama masa iddah. 

Dengan demikian, tidak halal bagi 

seorang wanita yang beriman kepada 

Allah dan hari kiamat berkabung 

kepada orang yang meninggal lebih 

dari tigas hari, kecuali kepada suami. 

Jadi isteri yang cerai karena kematian 

suami, wajib berkabung atas 

kematianya suaminya itu.  
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15 BAB III (tentang Kewarisan), 

Pasal 5: 
Seseorang terhalang menjadi ahli 

waris 

1. Telah membunuh atau mencoba 

membunuh pewaris 

2. Telah memfitnah pewaris, 

sehingga menyebabkan pewaris 

diancam dengan hukuman 5 tahun 

penjara atau hukuman yang lebih 

berat.  

Hadits: 

Orang muslim tidak mewarisi orang 

non muslim, bergitu pula sebaliknya, 

yaitu orang non muslim tidak 

mewarisi orang muslim  

16 BAB IV: Bagian Warisan, Pasal 7: 
Pembagian harta warisan pada 

prinsipnya didasarkan atas kerelaan 

dan kesepakatan para ahli waris  

Pembagian harta waris harus 

disesuaikan dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan Allah dalam al-

Qur’an, seperti dalam surat ayat 11 

dan 12, kecuali para ahli waris 

bersepakat melakukan perdamaian 

dalam pembagian harta warisan, 

setelah masing-masing menyadari 

bagiannya 

 

Dari beberapa isu krusial di atas, penulis mengungkapkan satu 

pembahasan yakni mengenai konsep mahar menurut Siti Musdah Mulia. 

Dimana dalam hukum Islam mahar adalah sepenuhnya hak calon istri dan 

kewajiban calon suami untuk memberikan maharnya kepada calon istri 

atau calon pasangannya. 

Sementara menurut Siti Musdah Mulia dalam Counter Legal 

Drafting-nya menawarkan pada pasal 16, ayat 1) calon suami dan calon 

isteri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan 

kebiasaan (budaya) setempat, kemudian ayat 2) jumlah, bentuk, dan jenis 

mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan 

pemberi. Tujuan dengan tawaran Counter Legal Drafting-nya Siti Musdah 
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Mulia ini diharapkan akan lebih menjunjung tinggi keadilan atau 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. 

Dengan mahar, laki-laki (suami) semakin digdaya dihadapan 

perempuan (isteri). Terdapat anggapan yang menggumpal di alam bawah 

sadar seorang suami bahwa dirinya telah “membeli” (alat kelamin dan 

vagina) isteri sehingga dapat dengan leluasa memperlakukannya. Untuk 

itu mereka menawarkan konsep bahwa mahar itu tidak selalu dari calon 

suami kepada calon isteri, tetapi juga bisa sebaliknya dari calon isteri 

kepada calon suaminya. 

Islam menjadikan mahar sebagai simbol penghormatan terhadap 

perempuan yang diangkat martabatnya sederajat dengan laki-laki. Akan 

tetapi, di masyarakat mahar mengalami distorsi makna, lebih banyak 

dimaknai sebagai harga tubuh perempuan (price of the body) atau 

pembayaran harga vagina. Karenanya, jika seorang laki-laki telah 

memberikan mahar, dia lalu mengklaim berhak memiliki tubuh perempuan 

tersebut dan berhak menyetubuhinya kapan saja sesuai dengan 

keinginannya. Pemaknaan seperti itu bukan tanpa sadar, melainkan 

mengacu pada ulama fiqih khususnya ulama empat madzhab. 

Selain itu, mahar selalu dikaitkan dengan dukhul (bersenggama), 

misalnya jika kedua mempelai bercerai sebelum bersenggama maka suami 

hanya berhak mengembalikan setengah dari mahar yang telah 
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ditetapkannya, dan sebaliknya jika telah bersenggama, suami wajib 

melunasi seluruhnya.
92

 

C. Epistimologi Nalar Fiqih Gender Siti Musdah Mulia tentang Konsep 

Mahar dalam Counter Legal Draft-KHI 

Sejumlah pemikir Islam telah menilai beberapa sisi 

ketidakrelevanan fiqih-fiqih klasik karena ia disusun dalam era, kultur, dan 

imajinasi sosial yang berbeda. Bahkan, disinyalir bahwa fiqih klasik bukan 

saja tidak relevan dari sudut materialnya, melainkan juga bermasalah dari 

metodologisnya sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, 

khususnya kaum perempuan. Oleh karena itu reaktualisasi hukum Islam 

sangat mungkin terjadi disebabkan dinamika dan perkembangan zaman 

melahirkan berbagai bentuk perubahan sosial. Selain itu, reaktualisasi 

hukum Islam hanya terkait pada masalah-masalah furu’ yang bersifat 

parsial dan subtansial bahkan reaktualisasi hukum Islam juga didasarkan 

pada prinsip menjaga yang lama yang masih relevan dan merumuskan 

serta menawarkan yang baru yang lebih baik. Kemudian dari hal tersebut 

diikuti dengan sikap kritis terhadap khazanah ulama klasik namun tetap 

berpegang teguh pada maqashid al-ahkam al-syar’iyyah dan kemaslahatan 

umat. 

Dari hal tersebut juga lahir Counter Legal Draft Kompilasi Hukum 

Islam yang diharapkan bisa sesuai dengan kehidupan demokrasi dan 

mencerminkan karakter kebudayaan Indonesia. Dan pada gilirannya nanti, 
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 Musdah Mulia. Menuju Hukum.,…….159. 
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semua warga Negara berkedudukan sama dan memperoleh perlakuan yang 

adil, kaum perempuan dan kelompok minoritas dilindungi dan dijamin 

hak-haknya secara setara. 

Dimana Counter Legal Draft- KHI disusun dengan menggunakan 

sejumlah prinsip dasar sebagai berikut: 

1. Prinsip Kemaslahatan (al-Maslahah) 

Sesungguhnya syariat Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk 

mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (jalb al-mashalih) 

dan menolak segala bentuk kemafsadatan (dar’ al-mafasid). Ibn al-

Qayyim Al-Jauziyah, seorang tokoh Islam bermazhab Hanbali 

menyimpulkan bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan 

manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu  

kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, kebijaksanaan. Prinsip-prinsip ini 

haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum 

Islam. 

2. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender (Al-Musawaih Al-Jinsiyah) 

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan tidak ada 

yang perlu dipersoalkan. Tidak mengapa bahwa karena kodratnya, 

perempuan harus melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan lain 

sebagainya. Problem baru muncul tatkala perbedaan jenis kelamin 

tersebut melahirkan ketidakadilan perlakuan sosial antara laki-laki dan 

perempuan. Disinilah letak pentingnya memisahkan seks dan gender 

secara proporsional. Dari sudut gender, antara laki-laki dan perempuan 
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mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Sebab, 

ketidakadilan gender disamping bertentangan dengan spirit Islam, juga 

hanya akan memarginalkan perempuan. Islam dengan sangat tegas 

telah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat 

yang sama. Yang membedakan diantara mereka hanyalah kadar 

ketakwaaan saja. 

3. Prinsip Penegakan Ham 

Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai hak-hak yang dimiliki 

manusia. Hak asasi mengungkapkan segi-segi kemanusiaan yang perlu 

dilindungi dan dijamin dalam rangka memartabatkan dan menghormati 

eksistensi manusia secara utuh. Oleh karena manusia dengan 

martabatnya merupakan ciptaan Allah, maka dapat dikatakan bahwa 

hak asasi manusia dimiliki manusia karena diberikan oleh Allah 

sendiri. Dengan demikian hak asasi manusia secara otomatis akan 

dimiliki oleh setiap insane yang lahir di bumi ini. Islam adalah agama 

yang memiliki komitmen dan perhatian cukup kuat bagi tegaknya hak 

asasi manusia di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya yang awal, 

Islam hadir justru untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama hak 

kaum lemah yang banyak dirampas oleh para penguasa 

Dalam Islam, ada sejumlah hak asasi manusia yang harus diusahakan 

pemenuhannya, baik oleh diri sendiri maupun Negara. Masing-masing 

adalah hak hidup, hak kebebasan berpikir, hak property, hak 

mempertahankan nama baik, dan hak untuk memiliki garis keturunan. 
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4. Prinsip Pluralisme (Al-Ta’addudiyyah) 

Tak terbentahkan bahwa Indonesia adalah Negara yang sangat plural. 

Pluralitas ini terjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya dan 

bahasa, melainkan juga agama. Sehingga, kemajemukan di Indonesia 

tidak mungkin bisa dihindari. Keberagaman telah menyusup dan 

menyangkut dalam berbagai ruang kehidupan. Menghadapi pluralitas 

tersebut, yang dibutuhkan tentu saja bukan pada bagaimana 

menjauhkan diri dari kenyataan pluralism tersebut, tetapi pada 

bagaimana cara dan mekanisme yang bisa diambil di dalam menyikapi 

pluralitas itu. Sikap antipati terhadap pluralitas, disamping bukan 

merupakan tindakan yang cukup tepat, juga akan berdampak 

kontraproduktif bagi tatanan kehidupan manusia yang damai. 

5. Prinsip Nasionalitas (Muwathanah) 

Telah maklum bahwa sebagai sebuah Negara, Indonesia dibangun 

bukan oleh satu komunitas agama saja. Yang menyatukan seluruh 

warga Negara Indonesia bukanlah basis keagamaannya, melainkan 

basis nasionalitas. Oleh karena itu menjadikan nasionalitas sebagai 

poros di dalam perumusan hukum Islam khas Indonesia adalah 

niscaya. Artinya kenyataan nasionalitas Indonesia mestinya merupakan 

batu pijak dari hukum Islam. Ini penting dilakukan. Sebab sebagai 

agama mayoritas, Islam dan segala urusan yang berkaitan dengannya 

tidak pernah menjadi urusan umat Islam sendiri. Apa yang terjadi pada 

Islam dan umatnya kerap membawa dampak yang besar buat orang 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

90 
 

lain. Tentu, upaya ini tidak mudah dilakukan ditengah kecendrungan 

untuk menghidupkan secara terus menerus hukum Islam klasik.  

6. Prinsip Demokratis (Al-Dimuqratiyah) 

Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip 

kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil 

keputusan menyangkut urusan public, secara mendasar bisa dikatakan 

pararel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, pada 

dataran prinsipil antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. 

Sejumlah konsep ajaran Islam yang dipandang sejalan dengan prinsip 

demokrasi adalah; al-musawah (egalitarianisme), al-hurriyah 

(kemerdekaan), al-ukhuwah (persaudaraan), al-adalah (keadilan), dan 

al-Syura (musyawarah). 

Keenam prinsip tersebut dapat disebut sebagai visi dari Kompilasi 

Hukum Islam baru (CLD-KHI) yang ditawarkan oleh tim Pengarus 

Utamaan Gender (Siti Musdah Mulia). Berdasarkan visi tersebut 

dirumuskanlah pasal-pasal yang ada di dalamnya seperti pasal-pasal yang 

membahas tentang perkawinan yang didalamnya terdapat pembahasan 

mengenai mahar. 

Sebelum membahas mengenai mahar, menurut Siti Musdah Mulia, 

pencatatan dalam al-Qur’an yang membahas soal perkawinan secara rinci 

dalam banyak ayat, tidak kurang dari 104 ayat, baik dengan menggunakan 

kosa kata nikah (berhimpun) yang terulang sebanyak 23 kali, maupun zauj 
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(pasangan) yang dijumpai berulang 80 kali.
93

 Termasuk konsep mahar 

yang ada didalamnya, dalam pembahasan perkawinan. Siti Musdah Mulia 

melihat bahwa memahami hakikat perkawinan dalam Islam tidak bisa 

kecuali mengurai seluruh ayat yang berbicara tentang perkawinan dengan 

menggunakan metode tematik dan holistik sekaligus, lalu mencari benang 

merah yang menjadi intisari dari seluruh penjelasan ayat-ayat tersebut. 

Dalam al-Qur’an tema tentang perkawinan itu sendiri satu bahasan 

dari sekian banyak persoalan yang dibahas. Selain perkawinan, ada lagi 

tema tentang waris, perwakafan dan sebagainya. Signifikansi bahasan 

tentang perkawinan dapat dilihat dari banyaknya ayat yang membahas 

tentang perkawinan.
94

 Interpretasi terhadap konsep perkawinan itu sendiri 

didekati oleh Musdah melalui tafsir maudhu’iy.
95

 Artinya perkawinan itu 

menjadi tema al-Qur’an yang harus ditafsirkan. Sementara perkawinan 

mengandung banyak dimensi diantaranya perceraian, rujuk, talak, ‘iddah, 

mahar dan lain sebagainya. 

Untuk memahami konklusi dari pemikiran Siti Musdah Mulia 

tentang mahar, maka hal yang penting untuk diketahui adalah memahami 

                                                             
93

 Ibid., 85. 
94

 Musdah Mulia, Muslimah Sejati.,..187. 
95

 Nama dan istilah tafsir maudhu’iy ini dalam bentuk yang kedua adalah istilah baru dari ulama 

zaman sekarang dengan pengertian menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai maksud 

yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topic masalah dan menyusunnya berdasarkan 

kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Al-Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’iy 

(Suatu pengantar). (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 36. Atau pengertian yang lain 

pembahasan berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam al-Qur’an. Ada dua cara dalam 

tata kerja metode tafsir maudhu’iy: pertama, dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur’an 

yang berbicara tentang satu masalah tertentu serta mengarah kepada satu tujuan yang sama, 

sekalipun turunnya berbeda dan tersebar dalam berbagai surat al-Qur’an. Kedua, penafsiran yang 

dilakukan berdasarkan surat al-Qur’an. Abd. Muin Salim, Metodologi Ilmu Tafsir (Yogyakarta: 

Teras, 2005), 46. 
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cara Siti Musdah Mulia dalam memaknai dan menarik prinsip universal 

dari perkawinan. Prinsip itulah yang pada nantinya menjadi fondasi bagi 

konsep-konsep yang ada dalam perkawinan termasuk konsep mahar. 

Adapun prinsip dasar dari perkawinan menurut Siti Musdah 

Mulia ada lima prinsip yang menjadi fondasi bagi terciptanya model 

perkawinan yang egalitarian, diantaranya:
96

 

1. Perkawinan sebagai ikatan yang serius (mitsaqon ghalidzon). 

Perkawinan itu sejatinya adalah suatu komitmen yang besar, ikatan 

yang amat serius diantara dua pihak yang memiliki posisi setara dan 

sederajat. 

2. Perkawinan harus dilandasi dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan 

rahmah. Perkawinan dibangun diatas landasan cinta, kesetiaan, dan 

kasih sayang.
97

 

3. Prinsip mu’asyaroh bil ma’ruf (pergaulan yang sopan dan santun), baik 

dalam relasi seksual maupun relasi kemanusiaan.
98

 

4. Prinsip kesetaraan atau equality (persamaan) 

5. Prinsip monogami. Prinsip perkawinan Islam yang disebutkan terdahulu 

hanya dapat terealisasi melalui perkawinan monogamy, bukan 

                                                             
96

 Marzuki Wahid, “Counter Legal Draft KHI Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia”, artikel 

pada tanggal 27 Juni 2020 dari http//www.doctoc.com/…/COUNTER-LEGAL-DRAFT-

KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-(CLD-KHI) 
97

 Ibid., 188. Cinta, kasih sayang dan kesetiaan tidak boleh pudar, apapun yang terjadi. Semua itu 

harus terpelihara meski salah satu pasangan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti 

kecelakaan yang menyebabkan lumpuh, cacat fisik dan mental, sakit berkepanjangan dan lain 

sebagainya.  
98

 Ibid., 189. Suami istri harus dapat bergaul dengan jujur, sopa dan santun, jauh dari perilaku 

kekerasan, dominasi, diskriminasi dan eksploitasi, apapun alasannya. Keduanya harus membangun 

komunikasi yang santun, serta penuh kejujuran dan keterbukaan. 
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poligami. 

Prinsip dasar ini yang kemudian ia tarik dalam pemahaman tentang 

mahar. Berdasarkan lima dasar yang sudah dipaparkan, Siti Musdah Mulia 

membuat regulasi tentang mahar. Yang paling esensial, Musdah Mulia 

menyebut bahwasannya mahar tidak hanya dibebankan kepada laki-laki 

akan tetapi juga dibebankan kepada perempuan. 

Siti Musdah Mulia selain menggunakan pendekatan tafsir 

maudhu’iy, Ia juga menggunakan pendekatan gender yang mengacu pada 

teori maqashid al-syari’ah. Musdah menyebut teori maqashid al-syari’ah 

harus mengacu pada tujuan hakiki syariat, yaitu nilai-nilai keadilan (al-

‘adl), kemashlahatan (al-mashlahah), kerahmatan (al-rahmah), 

kebijaksanaan (al-hikmah), pluralism (al-ta’aduddiyah), dan hak asasi 

manusia (al huqaq al-insaniyah).
99

 

Nilai keadilan dalam ketentuan mahar menurut Siti Musdah Mulia 

adalah antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban 

menjalankan ketentuan mahar agar mendapat perlakuan adil. Sedangkan 

nilai kemashlahatannya adalah apabila diaplikasikan akan menghormati 

nilai-nilai persaudaraan bagi kerabat umumnya dan suami istri pada 

khususnya. 

Adapun dasar pemikiran Siti Musdah Mulia menggunakan pendekatan 

maqashid al-syari’ah tersebut adalah sebagai teori dan falsafah hukum 

                                                             
99

 Musdah Mulia, Muslimah Sejati,….100. 
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dalam merumuskan CLD-KHI yang tidak sesuai dengan surat al-Baqarah 

228 yang berbunyi: 

مر   ي كِ حا زر  زيِ عا لَّهُ  ل ا وا    ۚ ةر  راجا دا نَّ  هِ لايْ عا لِ  ا رِّجا ل لِ   وا

Artinya “Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 

daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

Siti Musdah Mulia dan tim perumus CLD-KHI menggunakan kaidah 

“menganulir ketentuan-ketentuan ajaran dengan menggunakan logika 

kemashlahatan adalah diperbolehkan (جوزنسخ النسخ باالمصلحح)
100

 dan mereka 

menggunakan metode akal memiliki kewenangan untuk mentakhsis atau 

mengkhususkan suatu nash agama. 

Kaidah tersebut sengaja ditetapkan, karena syariat hukum Islam 

bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan kemanusiaan dan menolak 

segala bentuk kemafsadatan yaitu untuk kepentingan manusia dan tujuan-

tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemashlahatan, keadilan, 

kerahmatan, dan kebijaksanaan. 

Selain itu, Siti Musdah Mulia bersama timnya juga menggunakan 

kaidah yang menyatakan bahwa, “akal publik memiliki kewenangan untuk 

mengamandemen sejumlah ketentuan dogmatik agama yang menyangkut 

perkara-perkara publik”.
101

 Sehingga ketika terjadi pertentangan antara 
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 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117. 
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 Ibid.,132. 
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akal publik dengan bunyi harfiyah teks ajaran, maka akal publik 

berotoritas untuk mengedit, menyempurnakan dan memodifikasinya. 
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BAB V 

PERBANDINGAN KONSEP MAHAR DALAM KOMPILASI HUKUM 

ISLAM DAN SITI MUSDAH MULIA DALAM COUNTER LEGAL 

DRAFT-KHI 

A. PERSAMAAN 

Antara Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft –KHI  berangkat 

dari dasar argumen yang sama dengan CLD-KHI, yakni pembacaan terhadap 

teks-teks alQur’an dan hadis yang universal (tidak menafikan nilai-nilai hak 

asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, pluralisme). Dengan demikian, 

meski tampak paradoksal, sesungguhnya terdapat ruang kompromi dari dua 

produk pemikiran hukum keluarga tersebut. Bukankah dari sekian banyak 

jumlah pasal yang terdapat dalam KHI dan CLD-KHI, hanya sebagian kecil 

saja pasal di antara keduanya yang dianggap berbenturan, atau dipandang 

berseberangan dengan ‘keyakinan’ masyarakat Islam Indonesia? 

 

B. PERBEDAAN 

 

1. Alur Penafsiran 

Berbasiskan naskah KHI, tim CLD KHI mengubah kerangka 

berfikir pembentukan hukum Islam” dalam teosentrisme ke 

antroposentrisme dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif 

dan dari eisegese ke exegese
102

. Hal ini dilakukan karena 

                                                             
102

 Dalam buku pembaruan hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam 

dijelaskan “Eisegese adalah tindakan membawa masuk pikiran atau ideologinya 

sendiri ke dalam nash, lalu menariknya ke luar dan mengklaimnya sebagai maksud 

Tuhan” sedangkan exegese adalah tindakan para penafsir untuk berusaha semaksimal 

mungkin untuk menempatkan nash sebagai obyek” dan penafsir sebagai subjek “ 

dalam suatu dialektika yang seimbang, baca Tim Pengarusataman Gender 
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mempertimbangkan realitas kebudayaan masyarakat Indonesia 

yang berbeda dengan arab dan timur tengah, juga memperhatikan 

kondisi banyak perempuan Indonesia yang dewasa ini mampu 

membiayai diri dan keluarga dari pekerjaan produktifnya dan 

banyak perempuan yang menjadi pemimpin publik, mulai dari 

kepala desa, kepala kepolisian hingga presiden. 

CLD-KHI mencoba menafsirkan ayat alquran dan hadist dengan 

berbagai pendekatan di  antaranya  pendekatan  kemashlahatan, 

kearifan lokal, maqashid al-syari’ah dan akal publik. Ini tercermin 

dari kaidah ushul fiqih yang digunakan dalam merumuskan 

ketentuan dalam kaidah-kaidah Islam. Adapun kaidah tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) al-ibrah bi al-maqashid la bi al-afadh, pengambilan 

keputusan hukum dilakukan dari maqashid [tujuan-tujuan, 

konteks] yang dikandung, bukan dari huruf aksara ayat-ayat 

alquran atau hadist. Dalam hal konsep mahar, pada CLD-

KHI mengesampingkan konsep mahar dalam al-Qur’an dan 

Hadist, dan lebih mendahulukan tujuan-tujuan hukum.  

2) Jawaz al-naskh al-nushush bi al- maslahat, (ketentuan teks 

al-quran dan hadist dapat diganti/dihapus dengan logika 

kemashlahatan). Dalam konsep mahar, pada CLD-KHI 

ketentuan mahar dalam al-Qur’an dihapus dan diganti 

                                                                                                                                                                       
Departemen Agama RI. Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi 

Hukum Islam, Jakarta, 2004, h. 22- 23 
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dengan ketenuan mahar berdasarkan logika kemashlahatan 

menurut manusia. Kaidah ini digunakan karena tujuan syariat 

Islam adalah mewujudkan kemashlahatan kemanusiaan 

universal dan menolak segala bentuk kemafsadatan. 

3) Tanqih al-nushush bi al-aql al-mujatama’ (akal publik 

memiliki kewenangan untuk mengamandemen teks-teks 

alquran dan hadist). Sehingga apabila terjadi pertentangan 

antara akal public dan bunyi nash secara tekstual, maka akal 

publik memiliki orotitas untuk membatasi, mentakhshis, 

menafsirkan nash tersebut. Dalam konsep mahar, tim 

perumus CLD-KHI merubah teks al-Qur’an dan Hadist 

sehingga ketentuan mengenai mahar juga berubah.  

4) Takhshish bi al-aql wa takhshish bi al-‘urf (akal dan tradisi 

memilki kewenangan untuk mengkhususkan teks-teks 

alquran dan al-hadist). Menurut Tim perumus CLD-KHI, 

akal manusia serta tradisi yang terjadi di sekitar manusia 

dapat mengkhususkan kandungan hukum al-Qur’an dan 

hadist yang bersifat global. Dalam hal ini, konsep mahar 

menurut CLD-KHI, sebab adanya akan dan tradisi, maka 

mahar dapat berlaku untuk laki-laki dan perempuan. 

5) Al-ibroh bi khushush al- sabab la bi umum al- fadh 

(pengambilan keputusan hukum terhadap teks selalu terkait 

dengan konteks turunnya, bukan didasarkan pada 
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keumumam teks al-quran dan hadist.) dalam hal ini, CLD-

KHI, dalam memahami nash mendasarkan sebab dan latar 

belakang mengapa nash tersebut muncul, bukan bunyi 

nashnya itu sendiri. Disinilah pentingnya mengetahui 

konteks ketika ayat atau hadist itu diturunkan, baik konteks 

spesifik berkaitan suatu ayat dan hadist atau konteks umum 

keadaan masyarakat dan peradaban saat ini. 

Berbeda dengan KHI, alur penafsirannya adalah dengan 

mempertimbangkan juga nash lain, akal dan al-‘urf yang ada dalam 

masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, akal, mashlahah, dan al-

‘urf pada tingkat tertentu dapat membatasi dan mentakhshis maksud 

nash. Demikian juga dalam menggunakan analogi dan metode yang 

didasarkan pada maslahah, KHI menjadikan al-‘urf sebagai dasar 

pertimbangan dalam menetapkan hukum.  

Menurut KHI, pembatasan makna nash oleh akal, mashlahah 

dan al-‘urf ini sebagai langkah alternatif terakhir yang digunakan 

apabila memang dibutuhkan secara mendesak. Dengan demikian 

pembatasan dan takhshis makna nash oleh mashlahah dan al’urf 

bersifat pengecualiaan untuk suatu kondisi dan waktu yang benar-

benar dibutuhkan.  

2. Metodologi Istinbath Hukum 

Pada umumnya proses legal drafting, CLD-KHI hadir 

melalui serangkaian kegiatan yang terkait dan dilakukan secara 
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bertahap, sistematis, dan melibatkan sejumlah pihak yang 

berkompeten. Tim Pengarusataman gender merangkai dan 

merencanakan sejumlah aktifitas yang mereka lakukan dalam 

perumusan CLD-KHI. Dianataranya adalah (1) Review 

(mengkaji ulang) KHI, (2) studi literatur klasik Islam, (3) studi 

lapangan di lima daerah ( Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, 

Jawa Barat, aceh, Nusa Tenggara Barat). (3) pengujian ilmiah 

dan penyerapan pendapat ulama dan ahli hukum, (4) desiminasi 

hasil dan pengujian publik. 

Metodologi dan pandangan literalistik terhadap KHI terus 

mendapatkan pengukuhan dari kalangan Islam fundamentalis. 

Mereka selalu berupaya untuk menunndukkan realitas ke dalam 

kebenaran dogmatik nash,dengan pengabaian nyaris sempurna 

terhadap kenyataan konkrit di lapangan. Bahkan seringkali 

terjadi, mereka melakukan tindakan eisegese (membawa masuk 

pikiran atau ideologinya sendiri ke dalam teks). Bagi Musdah 

Mulia dan kawan- kawan, klaim semacam ini sangat berbahaya 

karena akan membuat umat Islam semakin eksklusif dalam 

pergaulan yang multireligius multikultural. Klaim-klaim 

semacam itu tidak berpengaruh positif apapun dalam usaha-

usaha membangun kehidupan bersama yang toleran dalam 

masyarakat majemuk.  
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Oleh karena itu, ide lahirnya CLD-KHI ini muncul dengan 

basic metodologinya menggunakan pendekatan literalistik, 

karena pendekatan ini sering berupaya menundukkan realitas ke 

dalam kebenaran dogmatik nash dan mengabaikan kenyataan 

konkrit yang ada di lapangan. Bahkan pendekatan ini digunakan 

dalam bentuk eisegese yaitu membawa masuk pikiran atau 

ideologinya sendiri ke dalam nash kemudian menariknya keluar 

dan mengklaimnya sebagai maksud Tuhan.  

Adapun landasan pendekatan ini adalah maqashid al 

syariah (tujuan dasar syariat Islam). Tujuan dasar dari syariat ini 

adalah berupa penegakan nilai dan prinsip keadilan sosial, 

kemashlahatan umat manusia, dan kearifan local. 

Sedangkan pada KHI, dalam menetapkan hukum adalah dengan 

menganalisis nash dengan metodologi pendekatan bahasa, baru kemudian 

menggunakan analogi terhadap nash  dan terakhir menggunakan dasar 

mashlahah. 

3. Perspektif Hukum 

CLD-KHI lebih menekankan perspektif pluralisme, kesetaraan 

gender, HAM, dan demokrasi secara bebas, sehingga – misanya- dalam 

gagasan kontroversialnya tentang mahar tampak jelas bahwa tawaran itu 

sangat kental dengan ide-ide liberal. Sementara KHI berangkat dari 

pendekatan maqasid alsyari‘ah dengan penggunaan metodologi Ushul 
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Fikih yang sudah mapan, sehingga hukum-hukumnya lebih moderat 

meski cenderung berbau klasik. 

D. Konsep Mahar dalam KHI dan Counter Legal Darft KHI (CLD-KHI) 

serta Relevansinya dengan Kesetaraan Gender dalam Islam  

Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, kesetaraan 

meniscayakan tidak adanya diskriminasi, tidak adanya kecondongan kearah 

jenis kelamin tertentu dan pengabaian jenis kelamin yang lain. Kesetaraan 

juga memberikan bobot yang sepadan antara hak dan kewajiban di antara 

laki-laki dan perempuan. Kesetaraan tidak meletakkan perempuan pada pihak 

yang lebih rendah, dan berada di bawah dominasi dan kekuatan laki-laki. 

Pada saat yang sama, kesetaraan juga tidak memberi kesempatan laki-laki 

untuk berbuat seperti penguasa yang mempunyai hak penuh atas diri 

perempuan. Kesetaraan memang tidak menafikan perbedaan antara keduanya, 

namun kesetaraan sama sekali tidak menghendaki perbedaan itu dijadikan 

alasan untuk membeda-bedakan. Inilah prinsip kesetaraan dalam hubungan 

antara laki-laki dan perempuan yang berkonsekuensi terhadap lahirnya 

sebuah rasa keadilan. 

Adapun berkaitan dengan kesetaraan gender, persoalan yang muncul 

dalam hubungannya dengan mahar adalah mengapa pemberian mahar hanya 

berlaku bagi laki-laki dan tidak berlaku bagi perempuan?. Dari segi historis, 

pada masa Arab Pra-Islam perempuan berada dibawah kekuasaan laki-laki, 

mendapat perlakuan tidak adil dan mengalami masa-masa yang dianggap 

tersubordinasi. Dimana mahar yang diberikan kepada perempuan-perempuan 
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dulu dimaksudkan untuk membayar sebuah harga perempuan dan bisa secara 

bebas memiliki perempuan tersebut. Dari segi historis itulah para pejuang 

gender menganggap bahwa pemberlakuan mahar adalah bentuk diskriminasi 

lain yang harus dan mau tidak mau diamandemen aturannya dan fakta historis 

tersebut secara jelas menunjukkan bahwa bahwa sejak awal mahar 

berhubungan dengan gender dalam pengertian peran yang harus dimainkan 

oleh laki-laki zaman Arab Pra-Islam. 

Berdasarkan fakta diatas, Siti Musdah Mulia kemudian berpendapat bahwa 

masing-masing calon pasangan memberikan maharnya kepada calon 

pasangan yang lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sesuai dengan latar 

belakang organisasi dan pemikirannya, Siti Musdah Mulia adalah tokoh 

gender dan seringkali melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

gender, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang konstruk pemikirannya 

tentang kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan termasuk 

pemberlakuan yang sama terhadap ketentuan mahar. Apabila ketentuan mahar 

direlevansikan dengan kesetaraan gender perspektif Siti Musdah Mulia, maka 

sangat relevan dengan kesetaraan gender yang menjadi latar belakang 

pemikiran tokoh feminis yang menurut beberapa kalangan Musdah adalah 

feminis liberal. Dimana pendekatan gender yang dilakukan Musdah menuntut 

adanya kesamaan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam public maupun 

domestik. Oleh karena itulah mahar dalam pendapat Siti Musdah Mulia 

diberlakukan kepada laki-laki dan perempuan. Padahal kesetaraan gender 
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yang dimaksud lahir karena masih dibayang-bayangi historitas masa lalu 

yang menjadikan perempuan sebagai barang yang bisa diperjual belikan. 

Akan tetapi, apabila mahar direlevansikan dengan kesetaraan gender 

dalam Islam, maka ketentuan mahar dalam pemikiran Siti Musdah Mulia 

tidak relevan dengan kesetaraan gender yang tercantum dalam al-Qur’an dan 

Hadist. Karena ketentuan mahar dalam nash adalah bukan berarti harus sama 

antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing mempunyai fungsi dan tugas 

tersendiri. Seperti yang dijelaskan dalam beberapa surat dalam al-Qur’an 

diantaranya; 

1. Tentang hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan 

Menurut Q.51. al-Zariyat :56, Dalam kapasitas sebagai hamba dalam 

Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya 

mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. 

Hamba ideal dalam Qur’an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang 

bertaqwa (mutaqqun), dan untuk mencapai derajat mutaqqun ini tidak 

dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok 

etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Q.49. al-Hujarat:13. Dalam 

Kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing 

akan mendapatkan penghargaan dari Allah dengan kadar pengabdian, 

sebagaimana disebutkan dalam (Q.16.an-Nahl: 97) yangartinya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki dan 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami 
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beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan. 

2. Perempuan dan Laki-laki sebagai khalifah di Bumi 

Islam mengajarkan kepada kita bahwa selain menjadi hamba yang 

mengabdi kepada Allah SWT. juga menciptakan manusia menjadi 

khalifah. Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (khalifah fi 

al’ard) ditegaskan dalam Q.6. al-An’am:165), dan dalam Q.2. al-

Baqarah: 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata ‘khalifah" tidak menunjuk 

pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya, baik perempuan maupun 

laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi. 

3. Perempuan dan laki-laki menerima perjanjia awal dengan Tuhan 

Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima 

perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dalam Q.7. al A’raf :172 yakni 

ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak 

awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi 

jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar 

ketuhanan yang sama. Al-Qur’an juga menegaskan bahwa Allah SWT. 

memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa pembedaan jenis kelamin. 

(Q.17. al-Isra’:70) 

4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis 

Kadakh Pernyataan-pernyataan pada semua ayat al-Qur’an yang 

menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam 
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dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan 

keterlibatan keduanya secara aktif, dengan penggunaan kata ganti untuk 

dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa sebagai 

pelaku dan bertanggung jawab terhadap drama kosmis tersebut, seperti 

yang terlihat dalam beberapa kasus berikut: 

 Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga 

(Q.2.al-Baqarah:35) 

 Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (Q.7.al-

A’raf:20) 

  Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.7.al 

A’raf:23) 

  Setelah di bumi keduanya mengembangkan keturunan dan saling 

melengkapi dan saling membutuhkan (Q.2.al Baqarah:187). 

5. Perempuan dan Laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi 

Dalam peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada pembedaan 

antara perempuan dan laki-laki ditegaskan secara khusus dalam 3 (tiga) 

ayat, yakni: Q.3. Ali Imran :195; Q.4.an-Nisa:124; Q.16. an-Nahl:97. 

Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan 

memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang 

spiritual maupun karier profesional, tidak mesti didominasi oleh satu 

jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan 

yang sama dalam meraih prestasi optimal. 
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Secara umum jelas al-Qur’an mengakui adanya perbedaan 

(distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut 

bukanlah pembedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan 

merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung 

obsesi al Qur’an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa 

kasih sayang (mawaddah wa rahmah) di lingkungan keluarga (Q.30. Ar-

Rum: 21), sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu 

negeri yang damai penuh ampuna ALLah SWT. (baldatun thayyibatun wa 

rabbun ghafur) (Q.34 Saba’: 15). Konsep tentang relasi gender dalam Islam 

mengacu kepada ayat-ayat esensial yang sekaligus menjadi tujuan umum 

syari’ah (maqa’aid al syari’ah), seperti mewujudkan keadilan dan kebaikan 

(Q.16 an-Nahl: 90), keamanan dan ketentraman (Q.4. an-Nisa’: 58), dan 

menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan (Q.3. al- Imran: 104) 

Oleh karena pemikiran Siti Musdah mulia tidak relevan dengan 

ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an, maka banyak tokoh muslim yang 

bertentangan dengan pemikirannya.  

Menurut Ali Mustafa Ya’qub, “Ini hukum Iblis, jika diikuti kita bisa 

menjadi murtad,”Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat. Umar Shihab, salah 

seorang Ketua MUI Pusat, berpendapat bahwa CLD KHI selain bertentangan 

dengan syariat Islam juga bertentangan dengan KHI yang sudah menjadi 

kesepakatan seluruh umat Islam. Tim CLD KHI bukan hanya menafsirkan, 

tetapi menyalahartikan al-Qur’an. “Hanya akal-akalan saja,” katanya. Dien 

Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, cenderung tidak sepakat 
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dengan CLD KHI. “CLD KHI mengandung absurditas,” katanya. Alasannya, 

karena CLD KHI tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan pemimpin 

agama. CLD KHI hanya diusulkan oleh kelompok kecil umat, tidak 

mencerminkan suara mayoritas masyarakat.
103

 “Jika CLD KHI diteruskan, 

padahal tidak diterima umat Islam, maka itu berarti pemaksaan, bertentangan 

dengan pluralisme dan sebagai tirani minoritas,” komentarnya.
104

 Majelis 

Mujahidin Indonesia (MMI), melalui juru bicara Fauzan al-Anshari, 

memberikan protes kepada Menteri Agama tentang CLD KHI. Menurutnya, 

sebagian besar pasal dalam CLD KHI bertentangan dengan ajaran Islam dan 

dapat menimbulkan fitnah yang sangat serius.
105

  

Hal senada dikatakan oleh Huzaemah Tahido Yanggo (A’wan Syuriyah 

PBNU). Huzaemah menilai bahwa CLD KHI bertentangan dengan maqâshid 

al-syarî’ah atau penegakkan nilai serta prinsip keadilan sosial, kemaslahatan 

umat manusia, kerahmatan semesta, dan kearifan gender. Artinya, CLD KHI 

telah merusak ajaran Islam itu sendiri.
106

  

“CLD KHI bukan menggunakan pendekatan hukum Islam, namun 

menggunakan pendekatan ideologi sekuler,” tutur Nabilah Lubis, dosen UIN 

Jakarta. Menurutnya, pemikiran CLD KHI seperti “sel kanker” yang sangat 
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berbahaya karena tampil dalam wujud cara berfikir atau pandangan ideologis 

beserta langkah politik praktis untuk menghancurkan keterikatan umat Islam 

pada al-Qur’an dan al-Hadits 
35

“CLD KHI ini hukumnya wajib dilanggar,” 

tutur KH Mas Subadar, Pengasuh Pesantren Rawdlatul Ulum Pasuruan Jawa 

Timur, yang bertekad mengganjal CLD KHI dengan mempengaruhi ulama- 

ulama yang duduk di DPR. Dalam banyak hal, Subadar tidak sepakat dengan 

tawaran CLD KHI. 

Dia membantah tawaran ini. Selalu dengan mengutip pendapat empat 

imam madzhab, menurutnya. Meski begitu, Subadar sepakat dengan tim CLD 

KHI bahwa perkawinan bukan ibadah, tetapi hubungan kemanusiaan biasa. 

Menurutnya, ini sejalan dengan pandangan empat imam madzhab dalam 

fikih. Athian Ali, Ketua Forum Ulama Ummat Islam (FUUI) di Bandung, 

menolak CLD KHI dengan alasan bahwa pemikiran CLD KHI tidak 

didasarkan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah, tetapi kepada nilai-nilai dari 

Barat, yakni demokrasi, pluralisme, gender, dan hak asasi manusia.  

Huzaemah Tohido Yanggo memberikan ulasan yang cukup akademis 

dengan mengungkapkan sejumlah argumen, baik al-Qur’an, Hadits, maupun 

pendapat ulama fikih. Huzaemah mengungkapkan sejumlah kesalahan CLD 

KHI yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan Hadits serta 

fikih yang dianut mayoritas Muslim. Berikut catatan Huzaimah atas CLD-

KHI: 

a. Sudut pandang yang digunakan subyektif, sesuai dengan karakter dan 

kecenderungan para penulisnya. 
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b. Sudut pandang gaya bahasa dan ungkapan yang dipakainya terkesan 

sentimental, sinis, menggugat, arogan, dan inkonsisten. 

c. Sudut pandang visi dan misi yang dibawa: pluralisme, demokrasi, 

dan HAM, keseteraan gender, emansipatoris, humanis, inklusif, dan  

d. dekonstruksi syariat Islam, dan lain-lain. Pendekatan utama yang 

dilakukan oleh Tim Perumus CLD adalah gender, pluralisme, hak 

asasi manusia, dan demokrasi, tidak melakukan pendekatan 

metodologi istimbâth hukum Islam, yang disebutkan sendiri oleh tim 

perumus CLD tersebut, yaitu berdasarkan maqâshid al-syarî’ah. 

Tetapi perumusan CLD KHI justru bertentangan dengan maqâshid 

al-syarî’ah tersebut. 

e. Sudut pandang masalah yang dibahas dan digugat adalah: [1] al-

Qur’an dan Hadits disesuaikan dengan rasio dan adat serta kondisi 

sosial di masyarakat, al-Qur’an dan Hadits harus dipahami dari sudut 

maqâshid-nya (tujuannya) untuk kemaslahatan, tidak hanya melihat 

harfiyahnya; [2] Karya para ulama klasik dituding sangat arabis dan 

sudah purba, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan 

zaman. Oleh sebab itu harus ditinggalkan; [3] Paradigma dan 

orientasi keberagamaan (dari teosentris ke antroposentris); [4] 

Problem kemanusiaan dan hubungan antaragama, antara lain nikah 

beda agama, nikah kontrak, waris beda agama, perwalian anak dari 
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perkawinan beda agama.
107

 

f. Kaidah-kaidah yang digunakan: ”Yang menjadi perhatian mujtahid 

(dalam mengistimbatkan hukum dari al-Qur’an dan al-Hadits) adalah 

pada maqashid yang dikandung nash, bukan pada lafaz atau 

aksaranya.” ”Boleh menganulir ketentuan-ketentuan nash (ajaran 

agama Islam) dengan menggunakan logika kemaslahatan, serta 

“Mengamandemen nash-nash (sejumlah ketentuan dogmatika agama) 

dengan akal/rasio berkenaan dengan perkara-perkara publik.
108

 

Dengan catatan ini, menurut penulis, ada pasal dalam CLD KHI yang 

bertentangan dengan ayat al-Qur’an dan Hadits. Di salah satu pasal 

dalam CLD KHI adalah yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri 

harus memberikan mahar kepada pasangannya sesuai dengan kebiasaan 

(budaya) setempat (pasal 16 ayat 1). Pasal ini bertentangan dengan al-

Qur‘an Surat an- Nisa’ ayat 4 yang membolehkan perempuan 

memberikan mahar. Dari salah satu pasal mengenai mahar dalam CLD 

KHI, menurut Prof Huzaemah di atas barangkali bisa menjelaskan 

sebagian alasan-alasan teologis penolakan dari kelompok yang kontra 

terhadap CLD KHI. Akan tetapi sayangnya, tidak pernah terjadi dialog 

akademis yang serius antara Huzaemah dengan tim CLD KHI, masing-

masing menyampaikan pendapatnya di dalam forum publik yang 
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berbeda. 

Namun, meskipun pemikiran Siti Musdah Mulia ini mendapat banyak 

penolakan dari berbagai pihak, Musdah Mulia masih tetap merasa draft 

tandingan KHI ini merupakan kajian ilmiah yang sewaktu-waktu bisa 

menjadi wacana alternatif apabila terjadi pembicaraan tentang hukum 

perkawinan dan hukum keluarga di legislatif. Lebih lanjut Siti Musdah 

Mulia menyatakan sesuatu yang tidak kalah pentingnya, yaitu CLD-KHI 

merupakan upaya penting untuk melakukan deklarasi KHI, suatu hukum 

positif yang sudah disakralkan sedemikian rupa padahal didalamnya 

banyak mengandung kelemahan. Oleh karena itu, kita patut waspada 

karena sewaktu-waktu sebuah wacana ini akan diwacanakan kembali 

melalui lembaga legislative yang merupakan lembaga Negara yang 

berwenang dalam membuat aturan hukum positif di Indonesia. 

Selain banyak yang menolak keberadaan CLD-KHI, banyak pula 

yang menunjukkan dukungannya terhadap ide tersebut. Dalam hal ini, 

dapat dicatat bahwa hampir semua Organisasi Swadaya Masyarakat 

(LSM) yang menegakkan keadilan dan kesetaraan gender seperti Komisi 

Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Fahmina-institute, Institut 

Agama dan Jender Studi (LKAJ), Rahima, Puan Amal Hayati, Jurnal 

Perempuan, Wanita Pusat Studi (PSW), Kalyana Mitra, Kapal 

Perempuan, Solidaritas Perempuan, LBH Apik, Fatayat NU-, Rifka An-

Nisa ', dll menghargai dan mendukung pekerjaan Pokja PUG Depag 

untuk meng-upgrade CLD-KHI untuk menjadi tindakan atau ketentuan 
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sebagai counter untuk RUU HTPA. Setidaknya, draft dapat menjelaskan 

kepada mereka yang memiliki hak untuk membuat ketentuan mengenai 

hukum keluarga Islam.
109

 

Dukungan juga telah ditangani oleh beberapa LSM yang concern 

terhadap penegakan hak asasi manusia dan pluralisme, seperti 

International Center for Islam and Pluralism (ICIP), Konferensi 

Indonesia untuk Agama dan Perdamaian (ICRP), The Wahid-lembaga, 

Jaringan Islam Liberal ( JIL), Lakpesdam NU-, Lembaga Kajian Islam 

dan Sosial (LKiS), Desantara, Masyarakat Dialog Antar Agama 

(MADIA), beberapa anggota beberapa pesantren, beberapa akademisi, 

beberapa ahli hukum, dan sebagainya. Mereka menghargai ide-ide 

dalam CLD-KHI sebagai ide ideal hukum Islam.
110

 

Masdar F Mas'udi, anggota dewan kepala PBNU, juga mendukung 

CLD-KHI, meskipun ia tidak setuju dengan gagasan bahwa poligami 

adalah batal. Dia menghargai tim karena mereka telah berhasil 

merumuskan CLD-KHI. Dia memprediksi bahwa CLD-KHI akan 

menjadi obyek kritik keras dari mayoritas umat Islam Indonesia, karena 

perkawinan dan warisan adalah bagian dari hukum keluarga Islam yang 
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secara langsung menyentuh urusan publik.
111

 

Moeslim Abdurrahman yang merupakan tokoh Muhammadiyah 

memiliki pendapat yang berbeda dari Pemimpin Umum 

Muhammadiyah. Dia memuji CLD-KHI. Ia percaya bahwa Islam 

mendorong pemeluknya untuk melakukan ijtihad hukum Islam untuk 

membuat doktrin Islam yang cocok untuk perubahan sosial. CLD-KHI 

merupakan produk ijtihad kolektif tentang hukum Islam yang dipercepat 

untuk perubahan sosial di Indonesia kontemporer.
112

 

Namun perlu ditekan sekali lagi semangat ini harus sejalan dengan 

garis-garis besar syariah begitu juga tataran semangat untuk membela 

hak-hak wanita bersenergi dengan maqashid syari’ah yakni hifzul i’rdi 

juga harus sejalan dengan garis-garis besar syariah yang paling pokok 

yaitu al-Qur’an dan Hadits. Sehingga Tak bisa dipungkiri, modernisasi 

hukum Islam yang sesuai dengan garis-garis besar syariah dalam rangka 

membela hak-hak wanita mutlak yang diperlukan. 

Sejauh pengamatan penulis, setidaknya konsepsi mahar yang tertuang 

dalam pasal 16 CLD KHI dinilai kebablasan dan telah melenceng dari 

apa yang telah digariskan oleh syariat Islam. Pertama, CLD KHI  

menganut  paham teori receptie. Indikasi ini tercium dari pasal 16 ayat 2 

yang merumuskan bahwa jumlah kadar mahar disesuaikan adat dan 
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budaya setempat. Secara tidak langsung CLD KHI menomorduakan 

hukum Islam dan menomorsatukan hukum adat. Kedua, menurut CLD 

KHI, mahar membuat laki-laki (suami) semakin digdaya dihadapan 

perempuan (istri). Terdapat anggapan yang mengumpal di alam bawah 

sadar seorang suami bahwa dirinya telah “membeli” (alat 

kelamin,vagina) istri, sehingga dapat dengan leluasa 

memperlakukannya. Untuk itu, CLD KHI menawarkan posisi yang 

seimbang, dimana masalah mahar bisa diberikan oleh pihak suami 

maupun istri. 

Mahar, dimana di syariatkan oleh Allah sebagai kewajiban laki-laki 

kepada calon istrinya yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis 

merupakan tetntuan Allah yang berlaku sepanjang masa, dimana syariat 

tersebut memiliki nilai dan hikmah yang tidak seluruhnya didapat 

dengan pemahaman akal manusia terbatas. 

Kesetaraan yang telah di akui oleh Al Qur’an tersebut, bukan berarti 

harus sama antara laki- laki dan ayang berbeda, yang masing-masing 

mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu , dunia, bahkan alam 

ini akan berhenti dan hancur. Oleh karenanya, sebgai hikmah dari Allah 

untuk menciptakan dua pasang manusia yang berbeda, bukan hanya 

pada bentuk dan postur tubuh serta jenis kelaminnya saja, akan tetapi 

juga pada emosional dan komposisi kimia dalam tubuh. Hal ini akibat 

membawa efek kepada perbedaan dalam tugas ,kewajiban dan hak. Dan 

hal ini sangatlah wajar dan sangat logis. Ini bukan sesuatu yang di 
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dramatisir sehingga merendahkan wanita. 

Anggapan ini jelas kurang tepat jika saja mengetahui apa 

sesungguhnya filosofi mahar dalam hukum Islam. Al-Qur’an surat An-

Nisa ayat 4, menyebut mahar sebagai nihlah, yang artinya: pemberian 

cuma-cuma tanpa ada kewajiban memberikan imbalan apapun bagi 

pihak yang menerimanya. Nihlah adalah pemberian dari pihak laki-laki 

kepada calon istri sebagai simbol hubungan yang bertanggungjawab, 

dan simbol kasih sayang.
41

 Menurut Murtadha Muthahhari, kata 

“nihlatan” berarti pemberian dengan sukarela, secara spontan, tanpa 

rasa enggan, dan sama sekali tidak mengandung maksud lain kecuali 

sebagai hadiah. Itulah sebabnya, kadar mahar, menurut hukum Islam, 

tidak ditarif dengan batas nominal layaknya harga sebuah barang. Jadi, 

mahar, dalam Islam, sama sekali bukan nilai beli untuk sebuah transaksi. 

Orang awam pun tentu tahu dan dapat membedakan antara hadiah, tanda 

mata, tanda ikatan kasih sayang, dengan harga sebuah transaksi. 

Bahkan, mahar telah direncanakan Tuhan sesuai dengan hukum alam, 

sesuai dengan tabiat laki-laki dimana ia secara alamiah senang 

menunjukkan cinta kasihnya kepada kekasihnya dan pihak perempuan 

juga merasa bahagia dengan mengetahui betapa seorang lelaki telah  
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BAB IV 

PEMBAHASAN TEMUAN 

A. Konstruksi Konsep Mahar dan Epistimologi Mahar dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) 

Mahar merupakan salah satu faktor penting dalam akad nikah. Mahar ini 

biasa juga disebut dengan shadaq atau maskawin dalam bahasa Indonesia. 

Tujuan utama dari kewajiban pemberian mahar ini ialah untuk menunjukkan 

kesungguhan (shidq) niat suami untuk menikahi istri dan menempatkannya 

pada derajat yang mulia. Dengan mewajibkan mahar ini, Islam menunjukkan 

bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk 

memilikiharta. 

Mahar ini memiliki makna yang cukup dalam, hikmah di disyariatkannya 

mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus 

dihormati dan dimuliakan. Oleh karena itu, pemberian mahar juga harus 

dengan ikhlas dan tulus serta benar-benar diniatkan untuk memuliakan 

seorang wanita. Mahar atau mas kawin nantinya diberikan kepada istri 

menjadi hak istri sepenuhnya. 

Perlu di ketahui bahwa mahar hanyalah sebuah media, bukan sebuah 

tujuan utama. Tujuan menikah dalam Islam bukanlah sarana untuk mencari 

mahar yang mahal ataupun mahar yang besar. Mas kawin atau mahar juga 

bukan untuk di jadikan bahan pameran kepada khalayak. Mahar bertujuan 

untuk memuliakan mempelai wanita. Jadi jika kamu mau menikah, sebaiknya 
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tidak dipusingkan dengan urusan mahar, meynusahkan diri dengan urusan 

mas kawin, karena tujuan utama menikah dalam Islam bukanlah mahar.  

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan 

memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (mas 

kawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan 

kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. 

Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakan mahar tersebut, 

meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridlo dan kerelaan sang  istri. 

Para ulama’ sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada 

istrinya, baik kontan ataupun dengan cara tempo. Begitupun mahar dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada Pasal 1 huruf d, yaitu mahar 

adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, 

baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum 

Islam. Sedangkan dalam pasal 30 sampai 33 menyebutkan bahwa mahar 

merupakan kewajiban calon suami yang harus dibayarkan kepada calon isteri 

yang jumlah, bentuk dan jenisnya dapat disepakati oleh kedua belah pihak, 

baik dibayar tunai ataupun secara hutang. Mahar yang diberikan oleh 

mempelai laki-laki kepada mempelai wanita bukan diartikan sebagai 

pembayaran, seolah–olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli 

seperti barang, pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk 

mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. 
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B. Konsep Mahar Perspektif Siti Musdah Mulia dalam Counter Legal Draft-

KHI 

Kompilasi Hukum Islam sejatinya adalah legalisasi hukum Islam di 

Indonesia. Karena materi-materi hukum Islam sudah diintegrasikan dalam 

bahasa hukum sehingga ia tidak muncul berwajahkan Islam. Siti Musdah 

Mulia berpendapat bahwa pembaharuan hukum formal di Indonesia harus 

dimulai dari Kompilasi Hukum Islam minimal empat alasan. Pertama, KHI 

dipandang sebagai jantung syariat atau inti ajaran Islam sehingga menjadi 

rujukan nilai di masyarakat. Kedua, KHI merupakan panduan hukum hakim 

di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara keluarga, 

khususnya di bidang perkawinan. Ketiga, upaya mengeliminasi bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan harus dimulai dari keluarga. Sebab keluarga 

yang katanya merupakan wilayah yang paling aman itu justru paling banyak 

merekam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, sejumlah 

pasal dalam KHI bertentangan dengan Undang-undang atau regulasi baru. 

Landasan epistimologi dalam melakukan pembaharuan pada KHI 

berlandaskan pada semangat upaya pembumian hukum Islam yang sesuai 

dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter kebudayaan 

Indonesia. Cita-cita dasar dari ide pembaharuannya adalah semua warga 

Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan memperoleh perlakuan 

yang adil, kaum minoritas dan perempuan dilindungi dan dijamin hak-

haknya. 
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Adapun landasan yang metodologis yang digunakan merumuskannya 

mengunakan teori maqashid syariah. Secara teknis dalam perumusannya 

merevitalisasi bangunan ushul fiqih klasik yang dirasa masih literalistik 

dalam mendekati persoalan hukum sehingga lebih berorientasi pada pencarian 

kebenaran normatif. Oleh sebab itu, prinsip dasar yang dipegangi dalam 

memahami nash adalah menempatkan nash sebagai cita-cita etik moral dari 

sebuah ayat dan bukan legislasi-spesifik atau formulasi-literalistik. Berpijak 

dari bangunan metodologis serta menjawab realitas sosial maraknya 

permasalahan keluarga di Indonesia, maka dekonstruksi isu-isu krusial dalam 

Undang-undang Perkawinan atau KHI merupakan sebuah keharusan, karena 

merupakan sebuah struktur yang sangat berpengaruh dalam membangun dan 

menciptakan kultur yang berkeadilan.  

Salah satu yang menjadi permasalahan hukum keluarga menurut Siti 

Musdah Mulia khsusunya yang terdapat pada KHI adalah tentang Mahar. 

Dimana pada pasal pemberlakuan mahar dirasa terdapat unsur diskriminasi 

terhadap perempuan. Sehingga Siti Musdah Mulia berpendapat dalam 

Counter Legal Draft-KHI bahwa pemberlakuan mahar tidak hanya 

diwajibkan kepada laki-laki saja, akan tetapi juga diberlakukan kepada 

perempuan. Dari hal tersebut, maka menurut Siti Musdah Mulia, 

pemberlakuan mahar dirasa adil untuk semua pihak, baik pihak calon suami 

maupun pihak calon isteri.  

Dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam, terdapat pada  BAB 

IV Pasal 16 yang berbunyi : 
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 Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon 

pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat. 

 Jumlah, bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai 

dengan kemampuan pemberi. 

Pasal 16 yang terdapat dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum 

Islam diatas dapat disimpulkan bahwa, mahar bukanlah hanya pemberian 

dari  calon suami kepada istrinya saja, melainkan calon istri juga memiliki 

kewajiban untuk memberikan mahar kepada suaminya. Hal ini secara jelas 

diterangkan dalam ayat pertama yaitu “Calon suami dan calon istri harus 

memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan 

(budaya) setempat” 

Pasal ini memiliki perberbedaan dengan pembahasan mengenai mahar 

yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 30 Kompilasi Hukum 

Islam dijelaskan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada 

calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh 

kedua belah pihak”.  

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam hanya wajib diberikan oleh calon 

mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai bukti cinta dan 

kesungguhannya ingin menikahi calon mempelai wanita tersebut. 

Kesimpulannya bahwa Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam yang 

merupakan hasil pemikiran Siti Musdah Mulia berpandangan apabila hanya 
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mempelai pria saja yang memberikan mahar, maka derajat perempuan berada 

jauh di bawah laki-laki. Dan pada akhirnya bisa menimbulkan suatu persepsi 

jika calon mempelai pria telah membeli calon mempelai wanita dan dapat 

memperlakukannya dengan leluasa 

C. Konsep Mahar dalam KHI dan Counter Legal Draft-KHI serta 

Relevansinya dengan Kesetaraan Gender dalam Islam  

Mahar sudah dikenal pada masa jahiliyah, jauh sebelum Islam datang. 

Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan bagi calon 

istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. 

Konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu, sama 

dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli 

dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. 

Ketika itu, wali yaitu ayah atau kakek dan keluarga dekat yang menjaga 

perempuan menganggap mahar adalah hak mereka sebagai imbalan atas tugas 

menjaga dan membesarkan perempuan tersebut. Karena apabila perempuan 

tersebut dikawinkan, mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki akan 

menjadi milik wali atau penjaganya. Secara tidak langsung mahar 

digambarkan sebagai pembelian perempuan. 

Ketika al-Qur’an datang pranata mahar tetap dilanjutkan, hanya saja 

konsepnya mengalami perubahan. Sebelum Islam mahar dibayarkan kepada 

orang tua calon istri, maka sekarang mahar tersebut diperuntukkan bagi calon 

istri. Dengan demikian menurut Nasaruddin Umar, al-Qur’an mengubah 

status perempuan dari sebuah “komoditi” barang dagangan menjadi subyek 
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yang ikut terlibat dalam suatu kontrak bahkan menunjukkan Syariat Islam 

mempunyai sistem mahar tersendiri berdasarkan prinsip keadilan dan 

maslahah. Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa mahar adalah milik 

perempuan an sich, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya, karena mahar 

disebut sebagai saduqat yang merupakan pemberian penuh kerelaan kepada 

perempuan. 

Perintah untuk memberikan mahar kepada istri adalah hak istimewa yang 

diberikan Tuhan kepada perempuan. Dengan diberikannya hak mahar sebagai 

hak eksklusif perempuan di mana pihak lain tidak turut campur, 

mengisyaratkan prinsip bahwa perempuan mampu bertanggung jawab atas 

apa yang menjadi haknya.  

Salah satu bukti tingginya perlindungan dan penghormatan Islam terhadap 

perempuan adalah dengan memberinya hak kepemilikan. Sebagaimana telah 

dijelaskan di masa jahiliyah hak perempuan telah dirampas dan kebebasannya 

dibelenggu. Wali perempuan dapat mengatur dengan leluasa hingga harta 

yang murni miliknya tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk 

memiliki dan menggunakannya. Kedatangan Islam telah membebaskan 

perempuan dari belenggu ini. Islam menetapkan hak mahar baginya dan 

menjadikannya hak yang wajib diberikan calon suami kepadanya. Ayah 

ataupun orang terdekatnya tidak boleh mengambil bagian dari mahar tersebut 

sekecil apapun kecuali atas kerelaan dan persetujuan perempuan. 

Paparan diatas cukup jelas bahwa dalam KHI ketentuan mahar 

diberlakukan hanya untuk laki-laki saja bukan merupakan bentuk 
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diskirminasi kepada perempuan, sebaliknya suatu pemberian yang bertujuan 

melindungi perempuan. Di samping menunjukkan penghormatan, 

penghargaan dan kemuliaan kepada para perempuan. Bagaimanapun, maka 

mahar adalah sesuatu yang wajib (pasti) yang tidak boleh pihak perempuan 

dihalangi untuk mendapatkannya, Sehingga dari hal tersebut dapat dipahami 

bawah ketentuan mahar dalam KHI sesuai dengan kesetaraan gender dalam 

Islam yang mengisyaratkan bahwa setara atau adil itu tidak harus sama, akan 

tetapi harus sesuai dengan porsinya. Dimana dalam hal ini, porsi mahar pada 

laki-laki adalah kewajibannya untuk membayarkan kepada seorang 

perempuan, begitupula dengan porsi mahar pada perempuan adalah hak untuk 

mendapatkan mahar tersebut dari pihak laki-laki. 

Dari penjelasan diatas berbeda halnya dengan mahar dalam Counter Legal 

Draft-KHI hasil pemikiran Siti Msudah Mulia yang menyatakan bahwa 

mahar harus diberlakukan kepada laki-laki maupun perempuan dengan dalih 

kesetaraan gender sebagai latar belakang pemikirannya. Siti Musdah Mulia 

melihat  manusia  sebagai  subyek  sosial  bukan  obyek.  Karena  itu, 

interpretasi  teks-teks  yang  dilakukannya selalu  menempatkan  manusia  

sebagai subyek,  ini  terlihat  dalam  ide-idenya  dalam  merekonstrukisi  

struktur  dalam beberapa masalah dalam Undang-Undang Perkawinan 

ataupun KHI. Ia melihat aspek sosial dalam Undang-Undang Perkawinan 

ataupun  KHI  harus diletakkan  didepan agar  rasa keadilan  dapat terayomi  

bagi semua pihak yang terlibat dalam subyek hukum tersebut. Kultur 

Indonesia yang silih berganti diwarnai berbagai kekerasan dalam keluarga  
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memerlukan  perubahan  struktur  hukum.  Perubahan  struktur  hukum inilah  

yang  nantinya  membawa  kepada  perubahan kultur.  Misalkan  perubahan 

dalam struktur perundang-udangan dalam hal pemberlakuan mahar.  

Memang, perubahan  merupakan  sesuatu  yang  mesti  dilakukan  dalam 

berbagai hal guna mengiringi perubahan waktu dan jaman yang selalu 

berputar. Akan tetapi, perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam 

al-Qur’an dan Hadits tidak perlu dilakukan, khususnya perubahan tentang 

hukum pemberlakuan mahar dengan dalil kesetaraan. Hal itu menjadi salah 

kaprah karena tidak sesuai dengan kesetaraan gender dalam Islam yang dalam 

pemberlakuan mahar, laki-laki mempunyai kewajiban membayar mahar 

sedangkan perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan mahar tersebut 

sebegai bentuk penghormatan dan kemuliaan perempuan. 
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A. Konstruksi Konsep Mahar dan Epistimologi Mahar dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) 

Mahar merupakan salah satu faktor penting dalam akad nikah. Mahar ini 

biasa juga disebut dengan shadaq atau maskawin dalam bahasa Indonesia. 

Tujuan utama dari kewajiban pemberian mahar ini ialah untuk menunjukkan 

kesungguhan (shidq) niat suami untuk menikahi istri dan menempatkannya 

pada derajat yang mulia. Dengan mewajibkan mahar ini, Islam menunjukkan 

bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk 

memilikiharta. 

Mahar ini memiliki makna yang cukup dalam, hikmah di disyariatkannya 

mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus 

dihormati dan dimuliakan. Oleh karena itu, pemberian mahar juga harus 

dengan ikhlas dan tulus serta benar-benar diniatkan untuk memuliakan 

seorang wanita. Mahar atau mas kawin nantinya diberikan kepada istri 

menjadi hak istri sepenuhnya. 

Perlu di ketahui bahwa mahar hanyalah sebuah media, bukan sebuah 

tujuan utama. Tujuan menikah dalam Islam bukanlah sarana untuk mencari 

mahar yang mahal ataupun mahar yang besar. Mas kawin atau mahar juga 

bukan untuk di jadikan bahan pameran kepada khalayak. Mahar bertujuan 

untuk memuliakan mempelai wanita. Jadi jika kamu mau menikah, sebaiknya 

BAB VI 

PEMBAHASAN TEMUAN 
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tidak dipusingkan dengan urusan mahar, meynusahkan diri dengan urusan 

mas kawin, karena tujuan utama menikah dalam Islam bukanlah mahar.  

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan 

memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (mas 

kawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan 

kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. 

Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakan mahar tersebut, 

meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridlo dan kerelaan sang  istri. 

Para ulama’ sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada 

istrinya, baik kontan ataupun dengan cara tempo. Begitupun mahar dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada Pasal 1 huruf d, yaitu mahar 

adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, 

baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum 

Islam. Sedangkan dalam pasal 30 sampai 33 menyebutkan bahwa mahar 

merupakan kewajiban calon suami yang harus dibayarkan kepada calon isteri 

yang jumlah, bentuk dan jenisnya dapat disepakati oleh kedua belah pihak, 

baik dibayar tunai ataupun secara hutang. Mahar yang diberikan oleh 

mempelai laki-laki kepada mempelai wanita bukan diartikan sebagai 

pembayaran, seolah–olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli 

seperti barang, pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk 

mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. 
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B. Konsep Mahar Perspektif Siti Musdah Mulia dalam Counter Legal Draft-

KHI 

Kompilasi Hukum Islam sejatinya adalah legalisasi hukum Islam di 

Indonesia. Karena materi-materi hukum Islam sudah diintegrasikan dalam 

bahasa hukum sehingga ia tidak muncul berwajahkan Islam. Siti Musdah 

Mulia berpendapat bahwa pembaharuan hukum formal di Indonesia harus 

dimulai dari Kompilasi Hukum Islam minimal empat alasan. Pertama, KHI 

dipandang sebagai jantung syariat atau inti ajaran Islam sehingga menjadi 

rujukan nilai di masyarakat. Kedua, KHI merupakan panduan hukum hakim 

di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara keluarga, 

khususnya di bidang perkawinan. Ketiga, upaya mengeliminasi bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan harus dimulai dari keluarga. Sebab keluarga 

yang katanya merupakan wilayah yang paling aman itu justru paling banyak 

merekam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, sejumlah 

pasal dalam KHI bertentangan dengan Undang-undang atau regulasi baru. 

Landasan epistimologi dalam melakukan pembaharuan pada KHI 

berlandaskan pada semangat upaya pembumian hukum Islam yang sesuai 

dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter kebudayaan 

Indonesia. Cita-cita dasar dari ide pembaharuannya adalah semua warga 

Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan memperoleh perlakuan 

yang adil, kaum minoritas dan perempuan dilindungi dan dijamin hak-

haknya. 
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Adapun landasan yang metodologis yang digunakan merumuskannya 

mengunakan teori maqashid syariah. Secara teknis dalam perumusannya 

merevitalisasi bangunan ushul fiqih klasik yang dirasa masih literalistik 

dalam mendekati persoalan hukum sehingga lebih berorientasi pada pencarian 

kebenaran normatif. Oleh sebab itu, prinsip dasar yang dipegangi dalam 

memahami nash adalah menempatkan nash sebagai cita-cita etik moral dari 

sebuah ayat dan bukan legislasi-spesifik atau formulasi-literalistik. Berpijak 

dari bangunan metodologis serta menjawab realitas sosial maraknya 

permasalahan keluarga di Indonesia, maka dekonstruksi isu-isu krusial dalam 

Undang-undang Perkawinan atau KHI merupakan sebuah keharusan, karena 

merupakan sebuah struktur yang sangat berpengaruh dalam membangun dan 

menciptakan kultur yang berkeadilan.  

Salah satu yang menjadi permasalahan hukum keluarga menurut Siti 

Musdah Mulia khsusunya yang terdapat pada KHI adalah tentang Mahar. 

Dimana pada pasal pemberlakuan mahar dirasa terdapat unsur diskriminasi 

terhadap perempuan. Sehingga Siti Musdah Mulia berpendapat dalam 

Counter Legal Draft-KHI bahwa pemberlakuan mahar tidak hanya 

diwajibkan kepada laki-laki saja, akan tetapi juga diberlakukan kepada 

perempuan. Dari hal tersebut, maka menurut Siti Musdah Mulia, 

pemberlakuan mahar dirasa adil untuk semua pihak, baik pihak calon suami 

maupun pihak calon isteri.  

Dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam, terdapat pada  BAB 

IV Pasal 16 yang berbunyi : 
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 Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon 

pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat. 

 Jumlah, bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai 

dengan kemampuan pemberi. 

Pasal 16 yang terdapat dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum 

Islam diatas dapat disimpulkan bahwa, mahar bukanlah hanya pemberian 

dari  calon suami kepada istrinya saja, melainkan calon istri juga memiliki 

kewajiban untuk memberikan mahar kepada suaminya. Hal ini secara jelas 

diterangkan dalam ayat pertama yaitu “Calon suami dan calon istri harus 

memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan 

(budaya) setempat” 

Pasal ini memiliki perberbedaan dengan pembahasan mengenai mahar 

yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 30 Kompilasi Hukum 

Islam dijelaskan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada 

calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh 

kedua belah pihak”.  

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam hanya wajib diberikan oleh calon 

mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai bukti cinta dan 

kesungguhannya ingin menikahi calon mempelai wanita tersebut. 

Kesimpulannya bahwa Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam yang 

merupakan hasil pemikiran Siti Musdah Mulia berpandangan apabila hanya 
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mempelai pria saja yang memberikan mahar, maka derajat perempuan berada 

jauh di bawah laki-laki. Dan pada akhirnya bisa menimbulkan suatu persepsi 

jika calon mempelai pria telah membeli calon mempelai wanita dan dapat 

memperlakukannya dengan leluasa 

C. Konsep Mahar dalam KHI dan Counter Legal Draft-KHI serta 

Relevansinya dengan Kesetaraan Gender dalam Islam  

Mahar sudah dikenal pada masa jahiliyah, jauh sebelum Islam datang. 

Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan bagi calon 

istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. 

Konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu, sama 

dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli 

dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. 

Ketika itu, wali yaitu ayah atau kakek dan keluarga dekat yang menjaga 

perempuan menganggap mahar adalah hak mereka sebagai imbalan atas tugas 

menjaga dan membesarkan perempuan tersebut. Karena apabila perempuan 

tersebut dikawinkan, mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki akan 

menjadi milik wali atau penjaganya. Secara tidak langsung mahar 

digambarkan sebagai pembelian perempuan. 

Ketika al-Qur’an datang pranata mahar tetap dilanjutkan, hanya saja 

konsepnya mengalami perubahan. Sebelum Islam mahar dibayarkan kepada 

orang tua calon istri, maka sekarang mahar tersebut diperuntukkan bagi calon 

istri. Dengan demikian menurut Nasaruddin Umar, al-Qur’an mengubah 

status perempuan dari sebuah “komoditi” barang dagangan menjadi subyek 
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yang ikut terlibat dalam suatu kontrak bahkan menunjukkan Syariat Islam 

mempunyai sistem mahar tersendiri berdasarkan prinsip keadilan dan 

maslahah. Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa mahar adalah milik 

perempuan an sich, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya, karena mahar 

disebut sebagai saduqat yang merupakan pemberian penuh kerelaan kepada 

perempuan. 

Perintah untuk memberikan mahar kepada istri adalah hak istimewa yang 

diberikan Tuhan kepada perempuan. Dengan diberikannya hak mahar sebagai 

hak eksklusif perempuan di mana pihak lain tidak turut campur, 

mengisyaratkan prinsip bahwa perempuan mampu bertanggung jawab atas 

apa yang menjadi haknya.  

Salah satu bukti tingginya perlindungan dan penghormatan Islam terhadap 

perempuan adalah dengan memberinya hak kepemilikan. Sebagaimana telah 

dijelaskan di masa jahiliyah hak perempuan telah dirampas dan kebebasannya 

dibelenggu. Wali perempuan dapat mengatur dengan leluasa hingga harta 

yang murni miliknya tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk 

memiliki dan menggunakannya. Kedatangan Islam telah membebaskan 

perempuan dari belenggu ini. Islam menetapkan hak mahar baginya dan 

menjadikannya hak yang wajib diberikan calon suami kepadanya. Ayah 

ataupun orang terdekatnya tidak boleh mengambil bagian dari mahar tersebut 

sekecil apapun kecuali atas kerelaan dan persetujuan perempuan. 

Paparan diatas cukup jelas bahwa dalam KHI ketentuan mahar 

diberlakukan hanya untuk laki-laki saja bukan merupakan bentuk 
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diskirminasi kepada perempuan, sebaliknya suatu pemberian yang bertujuan 

melindungi perempuan. Di samping menunjukkan penghormatan, 

penghargaan dan kemuliaan kepada para perempuan. Bagaimanapun, maka 

mahar adalah sesuatu yang wajib (pasti) yang tidak boleh pihak perempuan 

dihalangi untuk mendapatkannya, Sehingga dari hal tersebut dapat dipahami 

bawah ketentuan mahar dalam KHI sesuai dengan kesetaraan gender dalam 

Islam yang mengisyaratkan bahwa setara atau adil itu tidak harus sama, akan 

tetapi harus sesuai dengan porsinya. Dimana dalam hal ini, porsi mahar pada 

laki-laki adalah kewajibannya untuk membayarkan kepada seorang 

perempuan, begitupula dengan porsi mahar pada perempuan adalah hak untuk 

mendapatkan mahar tersebut dari pihak laki-laki. 

Dari penjelasan diatas berbeda halnya dengan mahar dalam Counter Legal 

Draft-KHI hasil pemikiran Siti Msudah Mulia yang menyatakan bahwa 

mahar harus diberlakukan kepada laki-laki maupun perempuan dengan dalih 

kesetaraan gender sebagai latar belakang pemikirannya. Siti Musdah Mulia 

melihat  manusia  sebagai  subyek  sosial  bukan  obyek.  Karena  itu, 

interpretasi  teks-teks  yang  dilakukannya selalu  menempatkan  manusia  

sebagai subyek,  ini  terlihat  dalam  ide-idenya  dalam  merekonstrukisi  

struktur  dalam beberapa masalah dalam Undang-Undang Perkawinan 

ataupun KHI. Ia melihat aspek sosial dalam Undang-Undang Perkawinan 

ataupun  KHI  harus diletakkan  didepan agar  rasa keadilan  dapat terayomi  

bagi semua pihak yang terlibat dalam subyek hukum tersebut. Kultur 

Indonesia yang silih berganti diwarnai berbagai kekerasan dalam keluarga  
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memerlukan  perubahan  struktur  hukum.  Perubahan  struktur  hukum inilah  

yang  nantinya  membawa  kepada  perubahan kultur.  Misalkan  perubahan 

dalam struktur perundang-udangan dalam hal pemberlakuan mahar.  

Memang, perubahan  merupakan  sesuatu  yang  mesti  dilakukan  dalam 

berbagai hal guna mengiringi perubahan waktu dan jaman yang selalu 

berputar. Akan tetapi, perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam 

al-Qur’an dan Hadits tidak perlu dilakukan, khususnya perubahan tentang 

hukum pemberlakuan mahar dengan dalil kesetaraan. Hal itu menjadi salah 

kaprah karena tidak sesuai dengan kesetaraan gender dalam Islam yang dalam 

pemberlakuan mahar, laki-laki mempunyai kewajiban membayar mahar 

sedangkan perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan mahar tersebut 

sebegai bentuk penghormatan dan kemuliaan perempuan. 
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A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah peneliti paparkan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan konsep mahar dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft- KHI (CLD-KHI) hasil 

pemikiran Siti Musdah Mulia dan Tim Pengarus Utamaan Gender (PUG) 

adalah sebagai berikut: 

1. Konsep Mahar dalam KHI adalah sesuai dengan Pasal 1 huruf d dalam 

KHI, yaitu mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon 

mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam.  Sedangkan Epistimologi Konsep 

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Mahar  didasarkan 

pada al-Qur’an  surat al-Nisa’/4 ayat 4. Demikian juga yang terdapat di 

dalam surat al-Baqarah/2 ayat 237, surat al-Nisa’/4 ayat 25, serta hadis 

Nabi saw. Nas-nas tersebut merupakan dalil dari disyariatkannya 

pemberian mahar. Adapun pengambilan kesimpulan hukum mahar 

Pemaknaan istilah yang ada dalam al-Qur’an yang menunjukkan kepada 

pemahaman arti mahar, menunjukkan suatu pemberian dari seorang calon 

suami kepada calon istri dalam akad nikah sebagai lambang kecintaan dan 

kasih sayang, juga simbol tanggung jawab serta ketulusan hati untuk 

melaksanakan amanah. bukan diartikan sebagai pembayaran, pemberian 

mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan 

BAB VII 

PENUTUP 
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derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak 

harga dirinya.  

2. Konsep mahar dalam Counter Legal Draft –KHI (CLD-KHI) hasil 

pemikiran Siti Musdah Mulia dan Tim Pengarus Utamaan Gender (PUG) 

di dalam konteks pelaku pemberian mahar diberlakukan kepada pihak 

calon suami dan pihak calon isteri. Adapun dasar pemikiran Musdah 

Mulia tentang hukum mahar adalah surat al-Baqarah 228 yang artinya 

“Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada 

isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Adapun 

pengambilan kesimpulan hukum Musdah Mulia adalah dengan 

menggunakan pendekatan gender yang mengacu pada teori maqashid al-

syari’ah. Musdah menyebut teori maqashid al-syari’ah harus mengacu 

pada tujuan hakiki syariat, yaitu nilai-nilai keadilan (al-‘adl), 

kemashlahatan (al-mashlahah), kerahmatan (al-rahmah), kebijaksanaan 

(al-hikmah), pluralism (al-ta’aduddiyah), dan hak asasi manusia (al huqaq 

al-insaniyah) 

3. Persamaan mahar dalam KHI dan CLD-KHI adalah berangkat dari dasar 

argumen yang sama dengan CLD-KHI, yakni pembacaan terhadap teks-

teks alQur’an dan hadis yang universal (tidak menafikan nilai-nilai hak 

asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, pluralisme). Sedangkan 

perbedaannya terdapat pada alur penafsiran, metode istinbath hukum dan 

perspektif hukumnya. Konsep mahar dalam KHI dan CLD-KHI jika 

direlevansikan dengan kesetaraan gender dalam Islam,  ketentuan mahar 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

128 
 

dalam KHI sangat relevan dikarenakan sesuai dengan ketentuan dari al-

Qur’an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam. Sedangkan 

konsep mahar dalam CLD-KHI tidak relevan dengan kesetaraan gender 

dalam Islam dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur’an 

dan Hadist. 

B. Saran-Saran 

1. Perubahan memang tidak bisa dihindari namun dalam menghadapi 

perubahan tersebut tidak serta merta membuang kemashlahatan yang 

lama demi suatu hal yang baru. 

2. Segala hasil pemikiran diusahakan untuk didiskusikan dengan transparan  

terlebih dahulu dengan  pemimpin agama sampai tuntas dan jelas. 

3. Ketika hendak melakukan revisi hukum harus sangat hati-hati dan harus 

benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang terkait. 
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